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The heart of science is measurement. 


— Erik Brynjolfsson 





Ifyou can't measure it, 
you can't manage it. 


— Peter Drucker 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 


Tujuan utama dari kajian ini adalah mengukur di tataran strategis sejauhmana 
efektivitas dari kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 


Perspektif yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam kajian ini adalah 
kerangka peta strategi DJP. Perspektif peta strategi dipilih karena merupakan 
penjabaran strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang 
terangkai dalam hubungan sebab akibat. Oleh karenanya secara konsep dapat 
digunakan sebagai parameter untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. 


Sebuah kegiatan atau program dinilai efektif apabila memberikan dampak 
sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas kegiatan penegakan hukum diukur 
dan diuji secara kuantitatif dengan melihat dampaknya terhadap pencapaian 
tingkat kepatuhan. 


. Kajian ini mendasarkan pada data empiris capaian IKU dari 352 KPP seluruh 
Indonesia pada tahun 2018 sebagai bahan analisis utama. 


. Untuk memahami lebih jauh implikasi kegiatan penegakan hukum terhadap 
tingkat kepatuhan pajak, kajian ini membagi kelompok KPP yang diuji secara 
empiris dalam empat kategori: (i) nasional (data dari 352 KPP diuji secara 
bersamaan): (ii) berbasis tingkat kontribusi terhadap penerimaan (75 KPP 
Penentu dan 277 KPP Non-Penentu diuji secara terpisah): (iii) berbasis regional 
(kelompok KPP di masing-masing 5 pulau utama diuji secara terpisah), dan (iv) 
berbasis tindakan penegakan hukum pemeriksaan Bukti Permulaan (kelompok 
KPP yang terdapat dan yang tidak terdapat WP yang dilakukan pemeriksaan 
Buper diuji secara terpisah). 


. Hasil analisis kuantitatif terhadap data capaian IKU tahun 2018 yang diuji secara 
simultan sesuai dengan hubungan konseptual peta strategi menunjukkan 
beberapa temuan kunci, diantaranya sebagai berikut: 


a. secara nasional, hubungan kausalitas sasaran strategis dalam peta strategi 
DJP didominasi oleh nilai positif, dan 


b. proses bisnis penegakan hukum dalam peta strategi cenderung efektif untuk 
jenis kepatuhan formal. Meski demikian, secara agregat, proses bisnis 
penegakan hukum memiliki pengaruh yang lebih stabil dan merata 
terhadap tingkat kepatuhan dibandingkan proses bisnis pelayanan dan 
pengawasan. 


Khusus untuk tindakan penegakan hukum hard enforcement berupa 
pemeriksaan Bukti Permulaan, diperoleh hasil sebagai berikut: 


a. pada tahun 2018 diterbitkan sebanyak 480 Laporan Bukti Permulaan dengan 
jumlah WP yang dilakukan Buper tersebar di 185 KPP: 


b. hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa di kelompok KPP yang 
WP-nya dilakukan Buper (N-185 KPP), proses bisnis penegakan hukum 
v 








8. 


10. 


memberikan efek yang positif dan signifikan (a « 0,05) terhadap tingkat 
kepatuhan, 


sebaliknya, untuk kelompok KPP yang tidak terdapat WP yang dilakukan 
Buper (N-167 KPP), tidak ditemukan hubungan kausal yang positif dan 
signifikan antara proses bisnis penegakan hukum dengan tingkat 
kepatuhan, 


berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan 
Buper merupakan faktor yang menentukan efektivitas probis penegakan 
hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 


Kajian ini juga memiliki tujuan tambahan yaitu mengetahui karakteristik 
penegakan hukum seperti apa yang paling tepat dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak di Indonesia. 


Untuk menjawab tujuan tambahan ini, berdasarkan pendekatan kualitatif dapat 
disimpulkan dua poin penting yaitu: 


a. 


dimensi yang paling penting dalam penegakan hukum adalah aspek 
“kepastian hukum  (certainty), 


agar efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, aspek yang 
paling penting untuk diprioritaskan dalam kegiatan penegakan hukum 
adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. 


Berdasarkan hasil analisis, kajian ini menyimpulkan dan merekomendasikan 
beberapa poin penting yaitu: 


a. 


kajian ini berhasil menawarkan sebuah parameter yang dapat diuji secara 
empiris untuk mengukur efektivitas kegiatan penegakan hukum di 
Indonesia: 


parameter yang dimaksud adalah hubungan kausalitas dalam peta strategi 
DJP yang secara konseptual diharapkan terjadi antara proses bisnis 
penegakan hukum dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, 


kegiatan penegakan hukum terindikasi menimbulkan spillover effect dan 
memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di 
Indonesia, meskipun pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan material 
masih belum signifikan, 


hasil kajian ini terbatas pada data capaian IKU 2018—untuk memperkaya 
hasil analisis, sangat disarankan analisis lanjutan menggunakan data dengan 
tahun yang beragam, dan 


kajian ini menunjukkan bahwa secara umum pendekatan “one size fits all 
bukan merupakan pendekatan yang tepat di Indonesia, sehingga agar dapat 
dijalankan secara efektif, penyusunan strategi peningkatan kepatuhan harus 
memperhatikan operating contexts (misalnya faktor sosial dan ekonomi) 
dari masing-masing wilayah/kantor. 
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PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 


Kebijakan perpajakan sebaik apapun tidak akan bermanfaat jika tidak dapat 
diterapkan secara efektif (Bird 2008). Oleh karenanya, rumusan kebijakan 
perpajakan harus mempertimbangkan dimensi administratif dari sistem 
perpajakan (Bird 2004). Hal ini penting untuk dipahami karena kebijakan 
perpajakan dan administrasi perpajakan berinteraksi pada tiga tingkatan yang 
berbeda: (i) pembentukan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang- 
undangan, (ii) prosedur administrasi dan lembaga yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut, dan (iii) 


implementasi aktual dari sistem pajak (Bird 2004). 


Lebih jauh, untuk memastikan adanya sistem perpajakan yang adil dan efisien 
secara ekonomi, otoritas pajak harus bekerja secara efektif dan juga efisien 
(Klun 2004). Gill (2003) menambahkan bahwa meskipun kebijakan dan 
undang-undang perpajakan mampu menciptakan potensi untuk peningkatan 
penerimaan pajak, sebagian besar jumlah penerimaan pajak aktual yang dapat 
dikumpulkan pada dasarnya sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi 


dari administrasi perpajakan. 


Masalahnya adalah mengelola administrasi perpajakan adalah bukanlah tugas 
yang mudah (Bird 2003). Maksudnya, banyak studi menunjukkan bahwa 
administrasi perpajakan terbaik bukanlah yang semata-mata mampu 


mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak mungkin, atau, misalnya, 


1 Istilah “efektivitas umumnya dikaitkan dengan sejauhmana 'hasil' atau 'dampak' dapat dicapai. Dalam 
konteks kepatuhan, sejauhmana perilaku kepatuhan dapat ditingkatkan merupakan indikasi dari efektivitas 
sebuah program, meskipun dalam beberapa situasi pengukurannya tidak mudah untuk dilakukan (OECD 
2008). Sedangkan istilah 'efisien' biasanya berkaitan dengan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan 
penggunaan sumber daya untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Misalnya, meningkatnya jumlah 
pemeriksaan yang diselesaikan oleh pemeriksa dengan jumlah tertentu, dengan faktor sumber daya yang 
lain dianggap sama, akan mencerminkan adanya peningkatan efisiensi (OECD 2008). 
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meningkatkan kepatuhan pajak bukanlah semata-mata dengan cara 
menghukum mereka yang tidak patuh (Congdon et al. 2009, Walsh 2012). 
Administrasi pajak yang baik sangat tergantung pada kapabilitas internal 
organisasi, tindakan (dan reaksi) dari individu dan publik, dan interaksi yang 
kompleks antara berbagai faktor lingkungan (Umar and Tusubira 2017: OECD 


2014)—OECD (2004) menyebutnya sebagai “operating context. 


Menjawab permasalahan tersebut, Gill (2000) menawarkan sebuah konsep 
yang disebutnya sebagai 'Congruence Model. Gagasan sentral dari konsep ini 
adalah efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung 
pada kesesuaian antar bagian dalam oganisasi. Efektivitas terbesar, antara 
lain, terjadi ketika strategi yang digunakan sesuai dengan lingkungan dan 
sumber daya yang dimiliki (Gill 2000). Hal inilah yang membuat Silvani and 
Baer (1997) memberi saran bahwa langkah pertama yang perlu diambil oleh 
pengambil kebijakan dalam memulai reformasi administrasi perpajakan 
adalah mendiagnosis masalah yang ada dan mengembangkan strategi yang 
tepat untuk perbaikan. Tanpa strategi yang tepat, kinerja yang dihasilkan oleh 


otoritas pajak tidak akan memadai (Gill 2000, 2003). 


Terkait hal ini, sejak tahun 2010,? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah 
menerapkan kerangka pikir perencanaan strategis dan eksekusi strategi 
berbasis Balanced Score Card (BSC) dalam melakukan pengelolaan kinerja. 
Kerangka pikir ini secara visual dapat dilihat dalam peta strategi.4 Peta strategi 


adalah penjabaran strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis 





2 Lihat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 


3 Konsep BSC mulai dipublikasikan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992. Pada tahun 
1996, buku mereka berjudul The Balanced Scorecards terbit. BSC adalah alat untuk mengeksekusi dan 
memonitor strategi organisasi dengan menggunakan ukuran yang bersifat finansial dan non-finansial. Lihat, 
https://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/About-the-Balanced-Scorecard, diakses 24 April 2019. 


4 Saat ini pembuatan peta strategi dan pengelolaan kinerja di DJP merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya 
dalam kajian ini disebut PMK 467/2014. Ilustrasi visual dari peta strategi dapat dilihat di Gambar 2-6, Bab 
2.2.3. 








(SS) yang terangkai dalam hubungan sebab akibat.» Kumpulan dari SS ini 
dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Peta strategi DJP memiliki empat 
perspektif: (i) stakeholder, (ii) customer, (iii) internal process, dan (iv) learning 


and growth. 


Dalam konteks ini, perspektif stakeholder memiliki SS “penerimaan pajak 
negara yang optimal, yang dihasilkan dari SS “kepatuhan wajib pajak yang 
tinggi di perspektif customer. Selanjutnya, secara konseptual, SS di perspektif 
customer ditentukan oleh seberapa bagus kinerja beberapa SS di perspektif 
internal process. Kinerja beberapa SS di perspektif internal process tergantung 


pada kinerja beberapa SS di perspektif learning and growth. 


Lebih jauh, SS dalam perspektif internal process terbagi dalam tiga kelompok 
besar: (i) pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan, (ii) pengawasan, dan (iii) 
penegakan hukum. Terkait hal ini, Baurer (2005) mengatakan bahwa 
administrasi pajak modern pada prinsipnya melakukan jenis kegiatan atau 
proses bisnis yang relatif sama.7 Sayangnya, setidaknya secara empiris, belum 
terdapat konsensus mengenai hubungan kausal antara kinerja proses bisnis 
mereka dengan peningkatan kepatuhan pajak. Studi terkait kinerja dari proses 
bisnis administrasi perpajakan cenderung hanya menitikberatkan pada aspek 
pengukuran kinerja dibandingkan proses pengelolaan kinerja itu sendiri (lihat 


misalnya, Klun 2004, Serra 2005, von Soest 2006, Tennant and Tennant 2007). 


Secara umum, ada tiga proses bisnis inti yang dilakukan oleh otoritas pajak: 
pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum (OECD 2014). Terkait 
penegakan hukum, secara tradisional, hubungan antara penegakan hukum 
dan kepatuhan pajak seringkali hanya menekankan pada efek probabilitas 


dari audit, probabilitas deteksi dan besaran sanksi (lihat misalnya, Allingham 


$ “Sasaran Strategis” adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai 
organisasi (PMK 467/2014). 

6 Pembahasan lebih detail mengenai peta strategi, sasaran strategis, dan perspektif akan dibahas di Bab 2.2. 

7 Lihat, misalnya, saat melakukan kajian terhadap 55 otoritas pajak, OECD (2017) mengidentifikasi fungsi-fungsi 
proses bisnis yang ada dalam administrasi pajak dalam tujuh kategori: (i) registration and taxpayer services, 
(ii) returns and payment processing, (iii) audit, investigation and other verification, (iv) debt collection, (v) 
dispute and appeals, (vi) other tax operation functions, dan (vii) support functions. Secara eksplisit OECD 
(2017) memisahkan aspek penagihan dari aspek penegakan hukum. 
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and Sandmo 1972: Sandmo 2005, Cowell 1985, Beck and Jung 1989, Dubin et 
al. 1990: Kirchler et al. 2014). Padahal, dinamika pelaksanaan audit di negara 
berkembang tidak harus mengikuti asumsi yang dibuat di negara maju (Umar 
2017). Hanya saja, meskipun sudah muncul gelombang baru variabel sosio- 
psikologis setelah model konvensional dari Allingham dan Sandmo (1972), 
audit masih bisa memainkan peran kunci dalam menangani ketidakpatuhan 
pajak skala besar di negara-negara berkembang (Umar 2017). Namun 
demikian, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar mengenai 


pemahaman dan implikasi dari konsep audit (Osofsky 2014). 


Kesenjangan ini yang membawa banyak studi terkait kepatuhan pajak mulai 
beranjak pindah dari konsep awal “economic deterrence models” (lihat 
misalnya, Brink and Porcano 2016, Cummings et al. 2009: Frey and Torgler 
20075 Halla 2012: Kornhauser 2007: MacGregor and Wilkinson 2012, 
MckKerchar et al. 2013: Yucedogru and Hasseldine 2016). Hal inilah yang 
membuat Umar and Tusubira (2013), yang memandang bahwa tantangan 
untuk meningkatkan penerimaan pajak di negara-negara berkembang tidak 
dapat diatasi oleh administrasi pajak saja, menekankan pentingnya konstruk 


“efektivitas penegakan hukum. 


Di Indonesia khususnya, efektivitas penegakan hukum perlu mendapat 
perhatian penting setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, rasio 
penerimaan pajak (tax-to-GDP ratio) relatif rendah dibandingkan negara 
berkembang lainnya (Araki and Claus 2014), dan untuk meningkatkannya 
terbukti sulit (OECD 2018). Menurut OECD (2018), rasio pajak Indonesia 
secara rata-rata masih berkisar di bawah 1296 dan angka ini menurut IMF 
(2011) lebih rendah dari rata-rata rasio pajak di negara-negara miskin (low- 


income countries).8 





8 Perlu dicatat bahwa rasio pajak dapat didefinisikan dan dihitung dengan berbagai macam cara. Dalam konteks 
Indonesia, penghitungan rasio pajak yang jamak dilakukan adalah dalam arti sempit, yaitu tidak 
memasukkan unsur pajak daerah dan kontribusi jaminan sosial. Diskusi lebih detil mengenai variasi metode 
penghitungan rasio pajak dapat dilihat dalam OECD (2001). 
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Juga, menurut Bird and Zolt (2005), proporsi penerimaan pajak penghasilan 
individu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia adalah yang 
terendah di antara negara-negara tetangga—yaitu 1,396, dibandingkan dengan 
Thailand, 1,996: Filipina, 2,156, dan Malaysia, 2,70. Dengan kata lain, rasio 
pajak Indonesia masih sangat rendah menurut standar internasional dan 
bahkan cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Rendahnya rasio 
pajak antara lain adalah penegakan hukum yang buruk (OECD 2015) dan salah 
satu upaya untuk meningkatkannya adalah dengan memperkuat administrasi 
perpajakan (OECD 2018). 


Kedua, meskipun self-assessment system sudah diterapkan selama hampir 35 
tahun, isu kepatuhan pajak masih merupakan permasalahan utama yang 
belum terpecahkan di Indonesia (Ikhsan et al. 2005: Francis 2012).9 Akibatnya, 
walaupun DJP sudah melakukan perubahan yang subtansial melalui program 
reformasi administrasi perpajakan sejak tahun 2002, penerimaan pajak yang 
berhasil dihimpun masih relatif rendah (Arnold 2012). Di sisi yang lain, 
Indonesia dianggap memiliki sektor ekonomi informal yang tinggi (OECD 
2015). Misalnya, sektor informal diperkirakan meliputi hampir 7096 dari total 
tenaga kerja (Andrews et al. 2011). DJP sendiri sudah menyadari hal ini dan 
memasukkan isu rendahnya kepatuhan ini sebagai salah satu tantangan 


utama (lihat misalnya, DGT 2013, 2015). 


Mengingat bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu “resep ajaib' (magical 
medicine) atau “peluru perak (silver bullet) fiskal yang cocok untuk digunakan 
dalam mengatasi fenomena rumit kepatuhan pajak (Bird 2013), tentu 
memahami bagaimana efektivitas penegakan hukum pajak dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak adalah sesuai yang penting dan mendesak. 
Terlebih lagi, banyak studi telah menunjukkan bahwa isu kepatuhan pajak 
terlalu rumit untuk hanya didekati semata-mata oleh pendekatan ekonomi 


tradisional (economic deterrence models) (lihat misalnya, Alm 201, 


9 Isu terkait kepatuhan pajak memang bukan isu yang mudah untuk diselesaikan (Mikesell and Birskyte 2007). 
Selain perlu adanya pra-kondisi tertentu dari sisi wajib pajak (Hofmann et al. 2008), dalam menjalankan 
proses bisnisnya otoritas pajak juga memerlukan pasokan informasi yang reliabel dan valid agar proses 
pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal (OECD 2014). Dalam konteks 
ini, pada umumnya negara berkembang tertinggal dibandingkan dengan negara maju (IMF 2015). 
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Hashimzade et al. 2013: Kirchler et al. 2010, McKerchar and Evans 2009, 


Reeson and Dunstall 2009: Weber et al. 2014) 


Pertanyaannya adalah sejauhmana efektivitas penegakan hukum yang 
dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? 
Merujuk pada Crandall (2010), kinerja otoritas pajak secara luas dapat diukur 
di tiga tataran: strategis, operasional, dan individual. Menjawab hal tersebut, 
kajian ini akan membahas secara lebih mendalam isu strategis tersebut secara 
empiris dari sudut pandang peta strategi yang dimiliki oleh DJP. Kajian ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh terkait efektivitas 
penegakan hukum sekaligus menawarkan gagasan dan rekomendasi 


kebijakan untuk peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. 


1.2 Perumusan Masalah 


Selain masih belum adanya kesimpulan yang konklusif dari studi yang ada, 
efektivitas penegakan hukum yang dilakukan DJP sampai dengan saat ini 
belum diketahui. Pengetahuan mengenai hal ini penting untuk didapatkan 
mengingat penerapan satu strategi administrasi perpajakan yang spesifik dan 
terstandarisasi untuk semua otoritas pajak adalah sesuatu yang mustahil 
(OECD 2010). Terlebih lagi, otoritas pajak tidak hanya berurusan dengan wajib 
pajak yang memiliki motivasi kepatuhan yang berbeda, tetapi juga umumnya 


memiliki sumber daya yang terbatas (Osofsky 2014). 


Di sisi lain, meskipun sudah menerapkan konsep BSC dan menjabarkan 
strategi organisasi secara visual ke dalam peta strategi, sepanjang 
pengetahuan tim pengkaji, sampai dengan saat ini belum ada kajian atau 
penelitian yang secara empiris menguji hubungan kausal antara SS dalam peta 
strategi DJP, khususnya dari sisi penegakan hukum dan kepatuhan pajak. 
Padahal, peraturan terkait secara ekplisit menyebutkan bahwa hubungan 


yang terangkai dalam SS adalah hubungan “sebab akibat'.'” Perbedaan antara 





10 |ihat, PMK 467/2014, hal. 11. 


apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dengan apa yang senyatanya terjadi 


(das sein) merupakan titik tolak perumusan masalah dalam kajian ini. 


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang akan 


dicari jawabannya dari kajian ini adalah: 


1. Apakah kebijakan penegakan hukum yang ada dalam peta strategi DJP 
sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? 
2. Penegakan hukum seperti apakah yang paling tepat dilakukan untuk 


meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? 


1.3 Ruang Lingkup 


Lingkup masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas 
penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak, menggunakan kerangka konsep 
peta strategi DJP tahun 2018. Kerangka konsep peta strategi yang diuji dalam 
penelitian ini adalah peta strategi pada tataran unit kerja yang memiliki fungsi 
eksekutorial, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). Merujuk pada peta strategi (seperti terlihat sebelumnya di Gambar 
2-6), aspek penegakan hukum terdiri dari tiga elemen: (i) pemeriksaan yang 
efektif, (ii) penyidikan yang efektif, dan (iii) penagihan yang efektif. Namun 
demikian, meskipun fungsi penagihan (debt collection) dianggap sebagai 
fungsi tersendiri di luar penegakan hukum (lihat misalnya, OECD 2017), kajian 
ini akan memasukkan SS dari penagihan yang efektif sebagai bagian dari aspek 


penegakan hukum." 


Selanjutnya, mengingat masing-masing SS dalam peta strategi 
direpresentasikan oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pencapaian SS 
diukur dengan IKU, variabel yang diuji dalam kajian ini adalah semua IKU 
yang ada pada peta strategi DJP tahun 2018. Mengingat fokus utama kajian ini 
adalah penegakan hukum, IKU yang terkait dengan pemeriksaan, penagihan, 
dan penyidikan akan menjadi titik berat pembahasan. Tahun 2018 dipilih 


karena merupakan tahun terakhir yang memiliki data empiris yang dapat 


11 Dengan kata lain, merujuk pada klasifikasi OECD (2017), fokus kajian ini adalah fungsi “audit, investigation 
and other verification' dan “debt collection'. Lihat kembali catatan kaki 7. 
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dianalisis pada saat kajian ini dibuat. Unit analisis yang akan dikaji dalam 
kajian ini terbagi dalam dua kategori: (i) level Kanwil dan (ii) level KPP. 
Terdapat 34 Kanwil dan 352 KPP yang akan menjadi unit analisis dari kajian 


ini. 


1.4 Tujuan 


Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 
kuantitatif kepada pimpinan DJP dan pihak terkait mengenai sejauhmana 
efektivitas kebijakan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan 
pajak sebagaimana tercantum dalam peta strategi DJP. Namun demikian, hasil 
analisis data empiris secara simultan dari kajian ini juga memberikan 
informasi tambahan mengenai sejauhmana hubungan sebab akibat antara SS 
di masing-masing perspektif dalam peta strategi DJP terjadi. Oleh karenanya, 
kajian ini juga memiliki tujuan tambahan memberikan bukti empiris 


kuantitatif terkait efektivitas peta strategi DJP secara keseluruhan. 


1.5 Manfaat 


Kajian ini memberikan manfaat setidaknya pada dua tataran: teoritis dan 
praktis. Pada tataran teoritis, hasil kajian ini akan memberikan sumbangsih 
kepada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penggunaan 
pendekatan “economic deterrence model dalam kepatuhan pajak, berdasarkan 
data aktual. Hal ini penting karena banyak negara memiliki probabilitas yang 
rendah serta struktur sanksi yang ringan untuk para pelanggar kewajiban 
pajak, namun tingkat penggelapan pajaknya tidak setinggi sebagaimana 
dimodelkan dalam pendekatan ekonomi tradisional (Walsh 2012). Artinya, 
model dengan pendekatan konvensional seringkali tidak sesuai dengan 


praktik di lapangan (Osofsky 2014, Ritsatos 2014). 


Pada tataran praktis, hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan 
parameter dan arah yang jelas bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak, 
khususnya dari aspek penegakan hukum. Merujuk pada Rencana Strategis DJP 
2015 — 2019, permasalahan utama yang dihadapi oleh DJP terkait rendahnya 
rasio pajak antara lain adalah (i) rendahnya tingkat kepatuhan WP (low tax 


compliance) dan (ii) kurang efektifnya pengawasan Wajib Pajak dan 





penegakan hukum.? Oleh karenanya, pemahaman yang utuh dan mendalam 
terkait efektivitas kebijakan dalam peta strategi merupakan sisi yang harus 
dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis DJP di masa- 


masa mendatang. 


12 Lihat, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Pajak 2015 — 2019, hal. 10— 11. 





BAB II 
LANDASAN TEORI 


2.1 Pendahuluan 


Bagian ini akan membahas secara lebih detil pijakan teoritis dan kerangka 
konseptual yang digunakan untuk menyusun kajian akademis ini. Pijakan 
teoritis akan dijabarkan dalam Subbab 2.2 dan dilanjutkan dengan kerangka 
pemikiran dari kajian ini di Subbab 2.3. Dari hasil telaah teoritis dan kerangka 
konseptual yang dibentuk, rumusan proposisi yang akan diuji secara empiris 
akan dijabarkan dalam Subbab 2.4. Kesimpulan dari bab ini akan diuraikan 


secara singkat di Subbab 2.5. 


2.2 Tinjauan Pustaka 


Topik kajian akademis ini dibuat berdasarkan beberapa landasan teoritis dan 
konseptual. Atas dasar ini, untuk memberikan pengertian, pemahaman, serta 
keterkaitan variabel-variabel yang relevan dengan obyek kajian, bagian ini 
akan mengelaborasi lebih lanjut empat topik: (i) kepatuhan pajak, (ii) 
penegakan hukum, (iii) peta strategi DJP, dan (iv) program logic kepatuhan 
pajak. 


2.2.1 Kepatuhan Pajak 


Karena dapat didefinisikan dengan berbagai sudut pandang, kepatuhan 
pajak (tax compliance) memiliki makna yang beragam.3 Akibatnya, definisi 
tersebut cenderung sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Implikasinya, 
setidaknya bagi sebagian peneliti, sampai dengan saat ini belum ada 
konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan kepatuhan pajak (Devos 


2014, McKerchar 2003: Weber et al. 2014). Salah satu alasan munculnya 





13 Secara hukum, kepatuhan pajak adalah definisi yang bersifat ex-post. Artinya, perilaku kepatuhan pajak yang 


sebenarnya hanya dapat diukur setelah audit menyeluruh dilakukan—oleh otoritas pajak—dan hasilnya 
diperoleh. 
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keberagaman definisi adalah karena kepatuhan pajak merupakan hasil dari 
proses interaksi antara wajib pajak (atau konsultan mereka) dengan otoritas 
pajak (Long and Swingen 1991), yang dapat dilihat dari berbagai perspektif 
(Franzoni 1998). Kirchler (2007, hal. 21), misalnya, mengidentifikasi 
kepatuhan pajak sebagai "istilah paling netral untuk menggambarkan 


kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak mereka." 


Dalam pandangan mereka, tingkat kepatuhan pajak berada dalam sebuah 
kontinum. Artinya, perilaku tidak patuh, dalam beberapa kasus, tidak selalu 
mewakili perilaku yang melanggar hukum. Definisi luas mengenai 
kepatuhan pajak juga ditawarkan oleh Song and Yarbrough (1978, hal. 444). 
Mereka berpendapat bahwa, mengingat karakteristik dari sifat voluntary 
dari sistem self-assessment, kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai 
tingkat kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang- 
undang perpajakan. Kondisi ini didasarkan pada etika wajib pajak, 
lingkungan hukum, dan faktor situasional yang berlaku pada pada waktu 


dan tempat tertentu. 


Roth et al. (1989) menambahkan bahwa dalam mendefinisikan kepatuhan 
pajak, khususnya yang berkaitan dengan definisi terkait perilaku dan 
hukum, diperlukan asumsi tentang motivasi dari wajib pajak. Sayangnya, 
memahami karakteristik dari motivasi wajib pajak bukanlah hal yang 
mudah. Terkait kesulitan ini, Weber et al. (2014, hal. 5) menawarkan 
penjelasan yang sangat sederhana, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai 
"tidak adanya penggelapan pajak" (the absence of tax evasion). Meskipun 
mengakui bahwa penggelapan pajak (tax evasion) berbeda dari 


penghindaran pajak (tax avoidance),4 Weber et al. (2014) mengemukakan 


14 Penggelapan pajak (tax evasion) adalah "istilah yang sulit untuk didefinisikan, tetapi umumnya digunakan 
untuk melakukan pengaturan yang bersifat ilegal agar ada kewajiban perpajakan yang dapat 
disembunyikan, yaitu agar wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dengan cara 
menyembunyikan penghasilan atau informasi dari otoritas pajak." Sedangkan, penghindaran pajak (tax 
avoidance) adalah "istilah yang sulit untuk didefinisikan, tetapi umumnya digunakan untuk menunjukkan 
adanya pengaturan urusan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pajak, dan 
meskipun pengaturannya bisa sangat legal, biasanya bertentangan dengan maksud hukum yang hendak 
diikuti." Lihat, OECD Centre for Tax Policy and Administration's Glossary of Tax Terms, 
«http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm», diakses 30 April 2019. 
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bahwa penghindaran pajak harus dimasukkan sebagai bagian dari 


kepatuhan pajak." 


James and Alley (2004, hal. 32) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai 
"kesediaan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai 
dengan semangat dan apa yang tersurat dalam hukum dan administrasi pajak 
tanpa memerlukan adanya penerapan aktivitas penegakan hukum." Mereka 
lebih lanjut menyatakan bahwa istilah kepatuhan pajak dapat dilihat dari 
dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama lebih menekankan 
aspek rasionalitas ekonomi, sedangkan pendekatan kedua lebih condong 


pada aspek keperilakuan. 


Tabel 2-1: Dua Pendekatan Memahami Kepatuhan Pajak 























Tax compliance First Approach Second Approach 

Concept of: Tax gap — 1004 compliance  Voluntary—willingnes to act in 
less actual revenue accordance with the spirit as well 

as the letter of tax law 

Definition: Narrower Wider 

Tax compliance: Economic rationality Behavioural co-operation 

Exemplified by: Trade off: Individuals are not simply 
Expected benefits of evading — independent, selfish utility 

: : maximiser. They interact 
Risk of detection and 3 : y : : : 
Gunicokone pendihek according to differing attitudes, 
pp p beliefs, norms and roles. 
Maximise personal income : 
Success depends on co-operation. 

and wealth 

Issues of: Efficiency in resource Eguity, fairness and incidence 
allocation 

Taxpayers seen as: Selfish calculator of "good citizen" 
pecuniary gains and losses 

Can be termed the: Economic approach Behavioural approach 








Sumber: James and Alley (2004, hal. 33) 


Definisi kepatuhan pajak yang banyak diadopsi oleh para praktisi pajak dan 
akademisi adalah definisi menurut Alm (1991). Menurut Alm (1991, hal. 577) 
yang lebih menitikberatkan pada aspek operasional, kepatuhan pajak adalah 


15 Tax avoidance dan tax evasion seringkali dianggap sebagai dua elemen arbiter dari sebuah kontinum 
kepatuhan. Terkait hal ini, misalnya, Seldon (1979) memperkenalkan istilah 'tax avoision'. 
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tindakan "melaporkan semua penghasilan dan membayar semua pajak sesuai 
dengan hukum, peraturan, dan putusan pengadilan." Penerapan pendekatan 
Operasional dalam mendefinisikan kepatuhan pajak dapat ditemukan dalam 
publikasi National Academy of Sciences (NAS), yang mulai mempelajari 
kepatuhan pajak pada tahun 1984. Panel NAS mendefinisikan kepatuhan 
pajak sebagai “... the taxpayer files all reguired tax returns at the proper time 
and that the returns accurately report tax liability in accordance with the 
Internal Revenue Code, regulations, and court decisions applicable at the time 


the return is filed.” (sebagaimana dikutip dalam Long and Swingen 19091, hal. 
645). 


Selain itu, dalam sebuah studi tentang kepatuhan pajak di AS, Jackson and 
Milliron (1986) mengadopsi istilah Internal Revenue Service (IRS) dengan 
mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai "wajib pajak yang melaporkan surat 
pemberitahuan (tax return) yang akurat, tepat waktu dan membayar penuh 
pajak terutang tanpa upaya penegakan hukum oleh IRS."s Definisi 
Operasional ini, secara umum, secara substansial mirip dengan OECD 
(2014b, hal. 60) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang gagal memenuhi 
kewajiban yang disyaratkan dapat diklasifikasikan sebagai tidak patuh.” 
Definisi yang mirip juga dapat ditemukan dalam laporan yang bersifat non- 
akademis, misalnya laporan otoritas pajak Amerika, IRS. Menurut IRS 
(2009), wajib pajak dikategorikan patuh ketika mereka memenuhi tiga 
kewajiban utama. Kewajiban tersebut adalah: i) menyampaikan surat 
pemberitahuan tepat waktu, (ii melaporkan penghasilan secara akurat, dan 


(iii) membayar pajak yang terutang secara sukarela dan tepat waktu (IRS 


2009, P. 32). 


16 Definisi ini juga dapat ditemukan dalam laporan IRS. Menurut IRS (2009), wajib pajak dikategorikan patuh 





ketika mereka memenuhi tiga kewajiban utama. Kewajiban tersebut adalah: i) menyampaikan surat 
pemberitahuan tepat waktu: (ii) melaporkan penghasilan secara akurat, dan (iii) membayar pajak yang 
terutang secara sukarela dan tepat waktu" (IRS 2009, hal. 32). 


17 Kewajiban yang disyaratkan menurut OECD (2014, hal. 60) meliputi: "(i) to register for tax purposes: (ii) to file 


tax returns on time, (iii) to correctly report tax liabilities: and (iv) to pay taxes on time." 
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Berdasarkan pembahasan di atas, secara umum definisi kepatuhan pajak 
dapat secara luas dibagi menjadi dua kategori utama: (i) pendekatan 
konseptual— misalnya, yang dilakukan oleh James and Alley (2004), Kirchler 
(2007), dan Weber et al. (2014)—dan (ii) pendekatan operasional—misalnya, 
yang ditawarkan oleh Jackson and Milliron (1986), Alm (1991), IRS (2009), 
dan OECD (2014). Artinya, pendekatan konseptual cenderung untuk lebih 
menekankan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan 
ketika aktivitas penegakan hukum absen, sedangkan pendekatan 
Operasional memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada aspek tertentu 


dari pemenuhan administrasi kewajiban pajak. 


Salah satu kelemahan utama dari pendekatan konseptual—mengingat 
cakupan definisinya yang beragam dan luas— adalah adanya perbedaan 
pandangan mengenai apakah penghindaran pajak harus dimasukkan sebagai 
bagian dari kepatuhan pajak. Misalnya, di satu sisi James et al. (2004) 
berpendapat bahwa kepatuhan pajak harus dilihat dalam konteks "semangat 
dan teks" (the spirit and the letters) dari undang-undang perpajakan—yang 
secara implisit menunjukkan bahwa penghindaran pajak harus dikecualikan 
dari kepatuhan perpajakan. Di sisi yang lain, Weber et al. (2014) secara 
eksplisit menyatakan bahwa penghindaran pajak harus dianggap sebagai 


bagian dari kepatuhan pajak. 


Dalam situasi seperti ini, mengingat bahwa skema penghindaran pajak 
seringkali berada di luar jangkauan yuridis undang-undang perpajakan, 
penilaian moral dapat digunakan untuk menguji kembali dua pandangan 
yang bertentangan tersebut. Meskipun demikian, harus diakui walaupun ada 
perbedaan yang jelas dari sisi hukum antara penghindaran pajak dan 
penggelapan pajak (yaitu penghindaran pajak adalah legal dan penggelapan 
pajak adalah ilegal), penggunaan standar moralitas untuk menilai perilaku 


bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan (Mears and Webley 2010). 


Mengingat penggunaannya yang lebih praktis, pendekatan operasional 
tampaknya lebih banyak menawarkan kelebihan. Berdasarkan pendekatan 
ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dengan mudah diukur dengan 
hanya mengevaluasi apakah aspek-aspek teknis operasional tertentu dari 
persyaratan pajak telah dipenuhi. Agak mirip dengan definisi OECD (2014), 
kepatuhan pajak di Indonesia umumnya berada dalam dua kategori: 
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'kepatuhan formal', utamanya mengacu pada aspek pelaporan SPT, dan 
'kepatuhan material', yang secara luas mengacu pada aspek pembayaran.8 
Namun demikian, karena kepatuhan pajak adalah sebuah konstruks sosial 
yang sangat tergantung pada konteks, pendekatan ini tidak lantas bebas dari 
masalah. Mendukung pandangan Song and Yarbrough (1978), McKerchar 
and Evans (2009) berpendapat bahwa kepatuhan pajak adalah sesuatu yang 
dinamis—artinya, berubah seiring waktu atau situasi. Akibatnya, untuk 
mendefinisikan kepatuhan pajak secara akurat, prasyarat tambahan, seperti 
waktu dan tempat, perlu untuk diperhatikan. Terkait hal ini misalnya, 
melihat dari sudut pandang hasil, Kirchler et al. (2008) membagi jenis 
kepatuhan pajak dalam dua kelompok besar: voluntary tax compliance' dan 
'enforced tax compliance'. Dalam konsepsi ini, kepatuhan yang tinggi dapat 
dihasilkan melalui dua cara: power yang tinggi atau dengan 'trust yang 
tinggi. Seperti yang terlihat di Power yang tinggi akan menghasilkan 
'enforced tax compliance', sedangkan trust yang tinggi akan menghasilkan 


voluntary tax compliance'. 
Gambar 2-1: Kepatuhan Pajak Berbasis Paksaan dan Kesukarelaan 


Voluntary tax compliance 






TPA 

AA 

Pa rana 

(TAI LL ALA AJA ATA TAG, 

LA LL TA LA ALA AAA A YA 
L7I | 







Minimum | 
Power 


of authorities 


Sumber: Kirchler et al. (2008, hal 212) 





18 Lihat, misalnya, deskripsi Sasaran Strategis dalam Tabel 2-11. 
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Kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yang dapat 
menimbulkan masalah baru dalam mendefinisikan kepatuhan. Misalnya, 
mengingat beragamnya perilaku kepatuhan pajak, beberapa pihak 
menganggap bahwa definisi kepatuhan pajak perlu juga dipandang secara 
pararel dengan tingkat kompleksitas dari undang-undang perpajakan. 
Dalam konteks ini, Long and Swingen (1901, hal. 646) mengidentifikasi dua 
isu penting dalam mendefinisikan kepatuhan pajak: "(i) apa pengertian dari 
kepatuhan ketika banyak ketentuan yang bersifat ambigu, dan (ii) apakah 
motivasi harus menjadi faktor penentu dalam mengidentifikasi perilaku 
ketidakpatuhan." Long and Swingen (1991) menemukan bahwa peraturan 
pajak seringkali tidak jelas dan berpotensi untuk ditafsirkan secara 
berbeda. Kondisi ini didukung oleh fakta maraknya ketidakpatuhan yang 
tidak disengaja (unintentional non-compliance) di Amerika (Long and 


Swingen 1991). 


Atas alasan tersebut, dalam menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak, 
tampaknya penting untuk mengenali bahwa perilaku melibatkan dua aspek 
yang saling terkait: niat (intention) dan hasil (outcome) (Antonides and 
Robben 1995: Long and Swingen 1991: McKerchar 2003: OECD 2014, World 
Bank 2015). Akibatnya, kepatuhan maupun ketidakpatuhan dapat bersifat 
disengaja (intentional) atau tidak disengaja (unintentional) (Cooper 1994: 
Erard 1997: Lederman 2003: OECD 2014). Dengan kata lain, perbedaan 
tingkat niat wajib pajak dan efektivitas administrasi otoritas pajak dapat 
mengarah pada empat jenis perilaku kepatuhan: (i) patuh secara sengaja 
(deliberately compliant): (ii) tidak patuh secara tidak sengaja (accidentally 
non-compliant): (iii) patuh secara tidak sengaja (accidentally compliant), dan 
(iv) tidak patuh atau mengelak secara sengaja (deliberately non-compliant or 


evasive) (Langham et al. 2012: OECD 2014).2” Dengan demikian, wajib pajak 


19 Untuk pajak penghasilan misalnya, hambatan ini dapat menyebabkan ada penghasilan yang kurang 
(underreported) atau malah lebih dilaporkan (overreported). Keduanya, sebagaimana dicatat oleh penulis, 
adalah bentuk ketidakpatuhan. 

20 Dari sudut pandang otoritas pajak, terkait dengan hasil pengujian kepatuhan, menurut Antonides and 
Robben (1995), ada empat kategori hasil yang bersifat mutually exclusive, yaitu: (i) koreksi yang membawa 
kerugian untuk otoritas pajak (koreksi negatif fiskal): (ii) tidak ada koreksi (koreksi nihil): (iii) koreksi yang 
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dapat secara sengaja atau tidak sengaja dalam perilaku patuh maupun tidak 
patuh mereka, dan perilaku ini dapat berubah dari waktu ke waktu 


(McKerchar 2003). 
Gambar 2-2: Beberapa Tipe Perilaku Ke(tidak)patuhan Pajak 
Compliance behaviour outcome 


Compliant Non-compliant 


(A) Intentionally (B) Unintentionally 


compliant non-compliant 
Compliant 1. Registration 1. Registration 
2. Filing 2. Filing 
3. Reporting 3. Reporting 
Intention to 4. Payment 4. Payment 
comply 


(C) Unintentionally | (D) Intentionally non- 
compliant compliant 


Non-compliant Hai 
P 1. Registration 1. Registration 


2. Filing 2. Filing 
3. Reporting 3. Reporting 
4. Payment 4. Payment 





Sumber: Dimodifikasi dari Rosid (2017, hal. 19) 


Situasi tersebut, jika dikaitkan dengan pendekatan operasional dalam 
diskusi sebelumnya, maka akan terdapat beberapa variasi lagi perilaku 
kepatuhan. Misalnya, jika merujuk pada Gambar 2-2, dimungkinkan seorang 
wajib pajak untuk masuk dalam kategori A (intentionally compliant) untuk 
tahapan registrasi dan penyampaian SPT, tetapi masuk kategori D 
(intentionally non-compliant) ketika terkait dengan kebenaran pelaporan 


penghasilan dan pembayaran (1A-2A-3D-4D).2' 





membawa keuntungan otoritas pajak karena kesalahan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh wajib pajak 
(koreksi positif fiskal): dan (iv) koreksi untuk keuntungan otoritas pajak karena penghindaran pajak yang 
sengaja dilakukan oleh wajib pajak (koreksi positif fiskal). 


21 Agar lebih mudah dipahami, diberikan ilustrasi sebagai berikut: katakanlah ada seorang wajib pajak 
karyawan yang dari awal punya niat untuk tidak ingin memenuhi kewajiban pajak. Kebetulan, perusahaan 
tempat dia bekerja berhasil 'memaksa' dia untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, dan sekaligus 
memotong pajak penghasilan atas gaji yang dia terima. Bagaimana matriks kategori kepatuhan dapat 
diterapkan? Dalam hal ini, kategori kepatuhan wajib pajak tersebut menurut matriks dalam Gambar 2-2 
adalah '1C-2C-C3-4C' (unintentionally compliant untuk kategori registration, filing, reporting, maupun 
payment). Perlu dicatat juga bahwa matriks pada Gambar 2-2, dapat dikaitkan dengan berbagai tingkatan 
probabilitas. Misalnya, ketika probabilitas sebuah perilaku masuk kategori C (unintentionally compliant) 
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Merujuk pada karakteristik ex-post dari definisi kepatuhan pajak,? tentu saja 
untuk mengetahui seperti apa tipologi sebagian besar wajib pajak di 
Indonesia dan seberapa jauh tingkat ke(tidak)patuhannya bukan hal yang 
mudah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan 
untuk melihat hal ini. Dari sisi makro misalnya, banyak kajian menyatakan 
bahwa tax ratio di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (lihat 
misalnya, Araki and Claus 2014, IMF 2011, Ikhsan et al. 2005, Francis 2012: 
Arnold 2012). Rata-rata rasio pajak Indonesia yang bergerak dikisaran kurang 
dari 1296, seperti terlihat dalam Grafik 2-1, dianggap IMF (2011) lebih lebih 
rendah dari rata-rata rasio pajak di negara-negara miskin (low-income 


countries). 


Grafik 2-1: Perkembangan Rasio Pajak Indonesia, 2002 - 2016 
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Sumber: OECD (2018, hal. 72) 


Dari sisi mikro, indikasi belum optimalnya perilaku kepatuhan pajak di 
Indonesia bisa dilihat dari dua indikator: kepatuhan formal dan kepatuhan 
material. Berdasarkan kriteria yang diadopsi dalam peta strategi, kepatuhan 
formal mengukur perbandingan antara jumlah wajib pajak yang memasukkan 


SPT dengan jumlah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT. Di 


sangat rendah, maka probabilitas perilaku tersebut masuk kategori D (intentionally non-compliant) akan 
menjadi sangat tinggi. 


22 Lihat kembali catatan kaki nomor 13. 
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sisi lain, kepatuhan material didefinisikan sebagai perbandingan antara 
jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan jumlah yang 
memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT. Tentu saja, cara pengukuran 
kepatuhan material seperti ini lebih disebabkan karena pertimbangan praktis 


mengingat secara konseptual mungkin tidak tepat.? 


Terlepas dari hal tersebut, jika pengukuran perilaku kepatuhan tetap 
menggunakan pendekatan formal dan material seperti yang saat ini berlaku, 
tingkat kepatuhan di Indonesia bisa dikatakan belum menggembirakan. 
Seperti diuraikan dalam Tabel 2-2, terlihat bahwa tingkat kepatuhan formal 
untuk WP Badan untuk tahun 2016 s.d. 2018 masih berada di kisaran angka 
60Yo-an. Artinya, 4 dari 10 WP Badan yang seharusnya menyampaikan SPT 


Tahunan tidak menyampaikan SPT. 


Tabel 2-2: Kepatuhan Formal dan Material WP Badan, 2016 - 2018 

















2016 2017 2018 
a. Jumlah WP Badan terdaftar 2,684,551 2,922,712 3,110,469 
b. Jumlah WP Badan wajib SPT 1,215,417 1,188,488 1,451,512 
c. Jumlah WP Badan lapor SPT 706,798 774,188 854,354 
d. Jumlah WP Badan bayar 297,086 338,888 469,353 
Kepatuhan formal (c : b) 58.1596 65.144 58.866 
Kepatuhan material (d : b) 24.44 28.514 32.346 











Sumber: Penulis, diolah dari data internal DJP, Dashboard Kepatuhan?4 


Masih merujuk pada Tabel 2-2, terlihat bahw kepatuhan material untuk WP 
Badan pada tahun 2016 s.d. 2018 masing-masing adalah 2496, 2896, dan 3296. 
Dengan kata lain, dari 10 WP Badan yang wajib menyampaikan SPT, hanya 


3 WP yang melakukan pembayaran. 


2 “Indikator yang mungkin paling tepat untuk mengukur kepatuhan material adalah tax gap. Istilah "indikator" 
menyiratkan ukuran relatif yang berguna ketika ukuran absolut secara praktis tidak mungkin dilakukan atau 
tidak tersedia. Dengan demikian, bukti yang tidak terbantahkan (irrefutable evidence) tidak selalu diperlukan 
untuk 'indikator' (OECD 2008). Tax gap adalah "jumlah penerimaan pajak yang tidak dapat dikumpulkan 
karena ketidakpatuhan" (Alm and McKee 2006, hal. 3). Diskusi lebih dalam terkait tax gap bisa ditemukan 
dalam Gemmell and Hasseldine (2012). 


24 Diakses tanggal 30 April 2019. 
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Untuk WP OP NK, tingkat kepatuhan sedikit lebih baik dibandingkan 
dengan WP Badan. Seperti terlihat dalam Tabel 2-3, tingkat kepatuhan 
formal untuk WP OP NK tahun 2016 s.d. 2018 cenderung mengalami 
peningkatan, dari sebelumnya 43Y6 pada tahun 2016 bergerak menjadi 626 
pada tahun 2017 dan 74Yo pada tahun 2018. Untuk kepatuhan material, 
tingkat kepatuhan WP OP NK juga relatif lebih tinggi daripada WP Badan 
dengan tren yang juga terus meningkat (lihat Grafik 2-2). Seperti terlihat 


dalam Tabel 2-3, kepatuhan material meningkat dari 45y6 pada tahun 2016 


menjadi 696 pada tahun 2017 dan menjadi 7390 pada tahun 2018. 


Tabel 2-3: Kepatuhan Formal dan Material WP OP Non-karyawan, 2016 - 2018 




















2016 2017 2018 
a. WP OP NK terdaftar 5,500,008 6,222,442 6,759,575 
b. WP OP NK wajib SPT 2,133,215 1,964,331 2,452,653 
c. WP OP NK lapor SPT 935,055 1,208,723 1,321,769 
d. WP OP NK bayar 962,816 1,363,208 1,795,384 
Kepatuhan formal (c : b) 43.836 61.53X 74.28 
Kepatuhan material (d : b) 45.134 69.406 73.204 





Sumber: Penulis, diolah dari data internal DJP, Dashboard Kepatuhan?: 


Grafik 2-2: Tingkat Kepatuhan WP Badan dan WP OP NK, 2016 - 2018 
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Sumber: Penulis, diolah dari Tabel 2-2 dan Tabel 2-3 





25 Diakses tanggal 30 April 2019. 
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Meskipun secara tingkat kepatuhan WP OP NK lebih tinggi dari WP Badan, 
perlu dicatat bahwa secara agregat penerimaan, kontribusi dari WP OP NK 
ini relatif sangat kecil. Sebagai gambaran, selama periode 2002 s.d. 2013, 
penerimaan pajak dari mekanisme withholding berkontribusi paling 
dominan di kisaran hampir 60Y6 dari total penerimaan PPh non-migas. 
Disusul kemudian kontribusi dari pembayaran PPh Pasal 25/29 WP Badan 
sebesar 39”6, dengan kontribusi dari PPh Pasal 25/29 dari WP OP NK berada 


di kisaran 1,496 (Rosid 2017). 
2.2.2 Penegakan Hukum 


Model konseptual kepatuhan pajak perlu untuk diketahui sebagai pijakan 
berpikir memahami pentingnya penegakan hukum dalam meningkatkan 
kepatuhan pajak. Salah satu model kepatuhan pajak yang saat ini banyak 
digunakan otoritas pajak di berbagai belahan dunia adalah cooperative 
compliance model (CCM) (OECD 2013). Seperti terlihat dalam Gambar 2-3, 
model konseptual ini terdiri dari tiga komponen utama: (i) faktor-faktor 
penentu perilaku kepatuhan pajak, (ii) sikap kepatuhan wajib pajak, dan (iii) 
strategi kepatuhan dari otoritas pajak. Untuk menyederhanakan multi- 
dimensionalitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak, 
faktor-faktor penentu perilaku kepatuhan dikategorikan ke dalam lima 


kelompok: bisnis, industri, sosiologis, ekonomi dan psikologis (BISEP). 


Gambar 2-3: Cooperative Compliance Model (CCM) 


Factors influencing taxpayer behaviour Attitude to compliance Compliance strategy 
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Sumber: OECD (2004, hal. 41) 
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Faktor motivasi dan situasional tersebut diasumsikan berinteraksi dengan 
sikap kepatuhan dari wajib pajak.? Sikap kepatuhan ini selanjutnya secara 
konsep digunakan oleh otoritas pajak untuk menentukan strategi yang 
tepat. Dilihat dari perspektif otoritas pajak, strategi kepatuhan bervariasi 
dari dukungan pelayanan penuh di bagian bawah hingga penuntutan secara 
hukum di bagian atas piramida. Dengan kata lain, jika wajib pajak 
berkeinginan untuk patuh, otoritas perlu merespons dengan cara dan sarana 
untuk memudahkan kepatuhan. Sebaliknya, jika wajib pajak diketahui atau 
diduga melakukan penggelapan pajak pajak atau sengaja tidak patuh, 


mereka mungkin menghadapi tuntutan hukum secara penuh.? 


Berdasarkan penjelasan tersebut, aspek penegakan hukum dalam konsep 
CCM (Gambar 2-3) merupakan dua strategi kepatuhan yang ada di bagian 
atas piramida: (i) use the full force of the law dan (ii) deter by detection. Kedua 
aktivitas ini, jika merujuk pada kelompok proses bisnis yang umum ada pada 
otoritas pajak dunia masuk dalam kategori “audit, investigation and other 
verification' dan “debt collection' (OECD 2017). 


Kemampuan otoritas pajak untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi 
wajib pajak yang ingin patuh dan mencegah atau mendeteksi 
ketidakpatuhan wajib pajak bisa disebut sebagai efektivitas administrasi 
(administrative effectiveness) (Langham et al. 2012). Secara konseptual 
Langham et al. (2012) membagi efektivitas administrasi dari otoritas pajak ke 
dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Kondisi ini, apabila 
dikaitkan dengan tipologi kemauan atau niat dari wajib pajak, akan 


menghasilkan beberapa variasi perilaku kepatuhan pajak (Gambar 2-4). 


26 Beberapa diskusi dengan beberapa praktisi perpajakan menyatakan bahwa bentuk piramida (A) dari 


perilaku kepatuhan adalah kurang menggambarkan realita. Dalam praktik, bentuk hipotesis yang dirasakan 
lebih tepat adalah bentuk berlian. Alasannya proporsi WP yang benar-benar masuk dalam kategori 'willing to 


do the right thing' besar kemungkinan bukanlah mayoritas, sehingga bentuk “N' dianggap tidak realistis. 


27 Meskipun secara akurat dan komprehensif mengidentifikasi wajib pajak dalam kategori sikap seperti itu 


mungkin tidak praktis (OECD 2004), konsep CCM menyiratkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dilihat 
dari perspektif ekonomi semata, tetapi harus memasukkan faktor psikologis juga. 
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Gambar 2-4: Hubungan Efektivitas Administrasi dan Perilaku Kepatuhan Pajak 
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Sumber: Langham et al. (2012, hal. 391) 


Menghubungkan niat wajib pajak dengan perilaku kepatuhan adalah sesuatu 
yang krusial untuk dipahami (lihat, misalnya, Antonides and Robben 1995, 
Bird 2015, Long and Swingen 1991, McKerchar 2003, World Bank 2015). Niat 
bisa dikatakan sebagai proksi yang akurat dari sebuah tindakan (Lewis 1982: 
OECD 2010). Seperti halnya dengan MckKerchar (2003) yang membuat empat 
kategori perilaku kepatuhan wajib pajak, Langham et al. (2012) juga 
menyatakan ada empat kategori perilaku kepatuhan pajak ketika 
menghubungkan niat patuh wajib pajak dengan efektivitas administrasi dari 


otoritas pajak (lihat Gambar 2-4). 


Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2-4, empat kategori perilaku kepatuhan 


tersebut adalah sebagai berikut: 


i.  Deliberately compliant—terjadi ketika wajib pajak memiliki kemauan atau 
niat positif untuk patuh yang tinggi dan efektivitas administrasi dari 
otoritas pajak tinggi (mampu memfasilitasi niat wajib pajak untuk patuh): 

ii. — Accidentally non-compliant— terjadi ketika wajib pajak memiliki kemauan 
atau niat positif untuk patuh yang tinggi namun efektivitas administrasi 
dari otoritas pajak rendah (menghalangi niat wajib pajak untuk patuh, 


misalnya terlalu rumit atau tidak user friendly): 
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iii. — Accidentally compliant— terjadi ketika wajib pajak memiliki kemauan atau 
niat untuk tidak patuh yang sedang namun efektivitas administrasi dari 
otoritas pajak tinggi sehingga mampu menghalangi niat wajib pajak untuk 
tidak patuh, 

iv. Deliberately non-compliant—terjadi ketika wajib pajak memiliki kemauan 
atau niat positif untuk patuh tinggi namun efektivitas administrasi dari 
otoritas pajak sedang, sehingga tidak mampu mendeteksi atau mencegah 


niat wajib pajak untuk tidak patuh: 


Salah satu pra-syarat awal (prereguisite) untuk mendorong efektivitas 
administrasi, khususnya dalam konteks penegakan hukum, adalah jumlah 
alokasi sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini, berdasarkan survei 
yang dilakukan oleh OECD (2017) terhadap 55 otoritas pajak, diketahui 
bahwa alokasi SDM yang terbesar adalah untuk fungsi audit, investigation 
and other verification. SDM yang dialokasikan untuk fungsi ini berada di 
kisaran 3046 s.d. 3596 (lihat Tabel 2-4).29 Jumlah ini relatif sama dengan 
jumlah SDM yang dialokasi ke fungsi pelayanan secara akumulatif. Seperti 
terlihat dalam Tabel 2-4, alokasi SDM untuk fungsi registration and taxpayer 
services berada di kisaran 1296 s.d 1796, sementara untuk fungsi returns and 


payment processing berada di kisaran 16Y6 s.d. 1846. 


Tabel 2-4: Alokasi Pegawai Otoritas Pajak Menurut Fungsi di 55 Negara, 2015 














Functions PAN Administrations  Administrations 
administrations — that included IWarehe Takoi ufo (o| 
non-tax related  onlytax related 
roles roles 

Registration and taxpayer 13.9 16.8 11.6 

services 

Returns and payment processing 17.1 15.9 18.1 

Audit, investigation and other 32.2 34.7 30.1 

verification 











28 Istilah lain yang memiliki makna sama dan seringkali digunakan untuk keempat kondisi diatas secara 
berurutan adalah: (i) intentionally compliant, (ii) unintentionally non-compliant, (iii) unintentionally 
compliant, dan (iv) intentionally non-compliant (lihat misalnya, McKerchar 2003, Rosid et al. 2016). 


29 Di beberapa negara, otoritas pajak tidak hanya mengadministrasikan penerimaan pajak saja (administrations 
that included non-tax related roles), namun juga mengadministrasikan penerimaan bukan pajak, misalnya 
social security contribution. 
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Debt collection 9.7 8.5 10.6 
Dispute and appeals 4.0 4.3 3.7 
Other tax operation functions 5.1 5.4 4.9 
Support functions 18.0 14.4 21.0 








Sumber: OECD (2017, hal. 126) 


Untuk memudahkan perbandingan secara visual, data dalam Tabel 2-4 


dikonversi menjadi Grafik 2-3. Terlihat bahwa alokasi SDM untuk fungsi 


audit, investigation and other verification mendominasi di seluruh tipe 


administrasi pajak.” 


Grafik 2-3: Alokasi Pegawai Otoritas Pajak Menurut Fungsi di 55 Negara, 2015 
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Sumber: Diolah dari Tabel 2-4 


Proporsi alokasi tersebut berbeda dengan proporsi alokasi SDM yang ada di 
DJP. Seperti terlihat dalam Grafik 2-4, terlihat bahwa SDM yang dialokasikan 


untuk fungsi penegakan hukum hanya sekitar 136 dari total jumlah SDM.3' 


Mayoritas pegawai di DJP (sekitar 7546) adalah pegawai non-eselon yang 








30 Lihat catatan kaki 29. 


31 Membandingkan alokasi SDM berdasarkan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-4 (atau Grafik 2-3) 


dengan alokasi SDM berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Grafik 2-4 mungkin bukan 


merupakan perbandingan yang setara (comparable). Namun demikian, mengingat di Indonesia fungsi audit, 
investigation and other verification pada dasarnya dilakukan oleh fungsional pemeriksa, komparasi tersebut 


layak untuk dilakukan. 
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menjalankan beragam fungsi, mulai dari pelayanan, pengawasan, dan 


support system. 


Grafik 2-4: Komposisi Pegawai DJP Berdasarkan Jabatan, 2018 


Eselonl 0.015 
Eselon II 0.116 
Eselon Ill IX 1.2396 
Eselon IV PENNKKKE  0.96X 
Non-Eselon 1.071 
Fungsional TN 13.974 


0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 
Fungsional — Non-Eselon Eselon IV Eselon III Eselon II Eselon | 
mM Jumlah 6335 33857 4518 579 51 4 
m9 13.9746 74.676 9.96K 1.284 0.114 0.0146 


Catatan: Jumlah fungsional dalam grafik diatas termasuk fungsional Penilai dan Pranata Komputer. 
Khusus untuk Fungsional Pemeriksa Pajak, jumlahnya 5.824 atau 12,84Y6 dari total. 


Sumber: Data internal DJP32 


Relatif rendahnya jumlah alokasi SDM penegakan hukum di DJP membawa 
konsekuensi logis pada banyaknya pemeriksaan atau penegakan hukum 
yang dilakukan. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir (2014 - 2018), 
seperti terlihat dalam Tabel 2-5, secara tren jumlah pemeriksaan pajak 
memang mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya 49.757 pada 


tahun 2014 menjadi 145.822 pada tahun 2018. 


Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, ada dua isu yang muncul. 
Pertama, jenis pemeriksaan yang mendominasi adalah jenis pemeriksaan 
rutin. Secara definisi, pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau 


pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang- 





32 Bahan presentasi konsinyasi Formasi Pegawai DJP, Maret 2019. 
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Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).8 Namun 
demikian, dalam prakteknya, pemeriksaan rutin ini lebih banyak dilakukan 
terhadap wajib pajak yang mengajukan SPT dengan status Lebih Bayar (SPT 
LB). Ini karena secara aturan, atas penyampaian SPT LB harus dilakukan 
pemeriksaan, dan dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPT tersebut 
disampaikan ke KPP, produk hukum berupa surat ketetapan pajak harus 
diterbitkan. 


Tabel 2-5: Jumlah dan Proporsi Pemeriksaan Rutin dan Khusus, 2014 — 2018 


Tahun Pemeriksaan 














2014 2015 2016 2017 2018 
Rutin 34.328 (69K) — 32.740 (684) 66.077 (6896) 103.418 (704) 101.968 (7096) 
Khusus — 15.429 (314) 15.564 (324) 30.878 (3296) 44.331 (3096) 43.854 (3096) 








49.757 (10096) 48.304 (100) 96.955 (100) 147.749 (10096) 145.822 (10096) 





Catatan: Dihitung berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit. Merujuk pada 
klasifikasi di aplikasi DJP, pengertian rutin di sini mencakup: (a) pemeriksaan kantor, (b) 
pemeriksaan lapangan, (c) pemeriksaan tujuan lainnya, dan (d) pemeriksaan oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak (P3). Sedangkan pemeriksaan khusus meliputi: (a) pemeriksaan analisis 
risiko kompensasi, (b) pemeriksaan data konkret P3, dan (c) pemeriksaan analisis risiko 
manual. 


Sumber: Penulis, diolah dari data internal DJP, Consolidated Report (CORO)34 


Seperti terlihat dalam Tabel 2-5, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2014 
- 2018), sekitar 70Y6 pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP adalah 
pemeriksaan rutin (anticipated audit). Implikasinya, pemeriksaan yang sifat 
dan tujuannya untuk menguji kepatuhan—pemeriksaan khusus—hanya 
berada di kisaran 30Y6 dari total pemeriksaan. Pemeriksaan khusus adalah 
pemeriksaan yang dilakukan dengan berpatokan pada risiko (risk-based 


audit). Artinya, pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis 





33 Lihat, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji 
Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (SE-10/2008). Sebaliknya, negara-negara maju lebih 
mengutamakan pendekatan issue-oriented audit dalam melaksanakan pemeriksaan dengan menitikberatkan 
pada isu-isu tertentu (IMF 2015). 


34 Diakses tanggal 3 Mei 2019 
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risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, yang dilakukan secara manual 


maupun terkomputerisasi. 


Lebih lanjut, selama 5 tahun terakhir pertumbuhan porsi jumlah 
pemeriksaan rutin juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 


pemeriksaan khusus (lihat Grafik 2-5).35 


Grafik 2-5: Jumlah Pemeriksaan Rutin dan Khusus, 2014 - 2018 
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Sumber: Penulis, diolah dari Tabel 2-5 


Jika ditelaah lebih dalam, jenis pemeriksaan yang paling banyak 
mendapatkan alokasi adalah jenis pemeriksaan rutin untuk WP Badan. 
Seperti terlihat dalam Tabel 2-6, jumlah pemeriksaan rutin untuk WP Badan 
selama kurun waktu 5 tahun terakhir mendominasi dengan kisaran angka 
43” dari total pemeriksaan setiap tahun. Porsi kedua adalah jenis 
pemeriksaan rutin untuk WP OP NK (27960), disusul pemeriksaan khusus 
untuk WP Badan (2296), dan proporsi paling kecil adalah pemeriksan khusus 
untuk WP OP NK (896). 





35 Lihat SE-10/2008. 
36 Pertumbuhan yang lebih besar terlihat dari nilai koefisien model regresi linier yang lebih besar. 
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Tabel 2-6: Jumlah dan Proporsi Jenis Pemeriksaan per Jenis WP, 2014 - 2018 














2014 2015 2016 2017 2018 
Rutin Badan 21,416 436 20,204 42K 40,907 42K 62,290 42K 62,210 436 
OP NK 12,912 26X 12,536 26X 25,170 26K 41,128 28K 39,758 2719 
Khusus Badan 10,839 22K 11,276 23Yo 22,693 23Yo 33,280 23Yo 31,802 22Y9 
OP NK 4,590 9Yo 4,288 IK 8,185 89 11,051 71 12,052 8 
Total 49,757 10046 48,304 10076 96,955 10046 147,749 10046 145,822 10046 











Catatan: Dihitung berdasarkan jumlah SP2 yang terbit. Merujuk pada klasifikasi di aplikasi DJP, 
sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2-5. 


Sumber: Penulis, diolah dari data internal DJP, Consolidated Report (CORO)37 


Isu kedua yang muncul adalah rendahnya audit coverage ratio (ACR). ACR 
adalah besaran untuk mengetahui tingkat keterperiksaan Wajib Pajak secara 
nasional (DJP 2019). DJP lebih menitikberatkan target capaian ACR untuk 
WP Badan dibandingkan dengan WP OP. Sebagai gambaran, target ACR WP 
Badan untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 berdasarkan Laporan Kinerja DJP 
2018 berturut-turut adalah 1,6896, 2,32Y6, dan 2,329: sedangkan untuk WP 
OP adalah o,23Y6, 0,39Y0, dan 0,39Y6. 


Merujuk pada penjelasan sebelumnya tentang jenis pemeriksaan, secara 
konseptual, besaran nilai ACR dapat dibagi dalam dua pengertian: luas dan 
sempit. Pengertian luas digunakan ketika seluruh jenis pemeriksaan (rutin 
dan khusus) digunakan dalam menghitung tingkat keterperiksaan wajib 
pajak. Merujuk pada data dalam Tabel 2-7, terlihat bahwa jika pengertian 
luas yang digunakan, besaran ACR untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah 


masing-masing 2.916, 4.76, dan 3.7Y0.38 


Pengertian sempit menitikberatkan pada jenis pemeriksaan yang bertujuan 


untuk menguji ke(tidak)patuhan—pemeriksaan khusus. Dengan demikian, 





37 Diakses tanggal 3 Mei 2019. 


38 Perlu dicatat, dalam menghitung ACR DJP menggunakan jumlah WP yang wajib SPT sebagai angka penyebut. 
Beberapa negara menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya, jumlah penyebut yang jamak 
digunakan adalah jumlah WP aktif (lihat misalnya, OECD 2017). Implikasi dari hal ini adalah ada kemungkinan 
ketika dilakukan komparasi besaran ACR di Indonesia overstated. 
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nilai pembilang untuk ACR dalam artian sempit terbatas pada jumlah 
pemeriksaan khusus. Merujuk pada Tabel 2-3, jika pengertian sempit yang 
digunakan, maka besaran ACR untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 berturut- 


turut adalah 0.996, 1.496, dan 1.196. 


Tabel 2-7: Audit Coverage Ratio, 2016 - 2018 























2016 2017 2018 
a. Jumlah WP OP NK dan Badan terdaftar 8,184,559 9,145,154 9,870,044 
b. Jumlah WP OP NK dan Badan wajib SPT 3,348,632 3,152,819 3,904,165 
c. Jumlah Pemeriksaan rutin 66,077 103,418 101,968 
d. Jumlah Pemeriksaan khusus 30,878 44,331 43,854 
e. Total 96,955 147,749 145,822 
ACR (Pemeriksaan rutin dan khusus) (e:b) 2.9X 4.69X 3.746 
ACR (Pemeriksaan khusus) (d:b) 0.924 1.411 1.124 








Sumber: Penulis, diolah dari data di Tabel 2-2 dan Tabel 2-6. 


Angka ACR (baik dalam pengertian luas maupun sempit) dalam Tabel 2-7 
adalah angka ACR untuk keseluruhan jenis WP. Untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih rinci, nilai ACR dapat dibagi berdasarkan jenis WP: 
badan dan orang pribadi. Seperti ditampilkan dalam Tabel 2-8, terlihat 
bahwa ACR dalam pengertian luas WP Badan untuk tahun 2016 - 2018 
berturut-turut adalah 5.256, 846, dan 6.546. Sedangkan dalam pengertian 
sempit, besaran ACR WP Badan untuk tahun 2016 - 2018 berturut-turut 
adalah 1.956, 2.86, dan 2.296 


Tabel 2-8: Audit Coverage Ratio Pemeriksaan Khusus WP Badan, 2016 - 2018 




















2016 2017 2018 
a. Jumlah WP Badan terdaftar 2,684,551 2,922,712 3,110,469 
b. Jumlah WP Badan wajib SPT 1,215,417 1,188,488 1,451,512 
c. Pemeriksaan rutin 40,907 62,290 62,210 
d. Pemeriksaan khusus 22,693 33,280 31,802 
e. Total 63,600 95,570 94,012 
ACR (Pemeriksaan rutin dan khusus) (e:b) 5.234 8.044 6.484 
ACR (Pemeriksaan khusus) (d:b) 1.871 2.806 2.194 











Sumber: Penulis, diolah dari data di Tabel 2-2 dan Tabel 2-6. 
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Indikasi bahwa pemeriksaan yang dilakukan DJP lebih menitikberatkan 
pada WP Badan bisa dilihat dari besaran ACR untuk WP OP NK yang jauh 
lebih rendah. WP OP NK hanya memiliki besaran ACR dalam pengertian 
luas untuk tahun 2016 - 2018 berturut-turut adalah 1.66, 2.7”60, dan 2.196. 
Sedangkan besaran ACR dalam pengertian sempit berturut-turut adalah 
0.46, 0.60, dan 0.596 (lihat Tabel 2-9). 


Tabel 2-9: Audit Coverage Ratio Pemeriksaan Khusus WP OP NK, 2016 - 2018 




















2016 2017 2018 
a. Jumlah WP OP NK terdaftar 5,500,008 6,222,442 6,759,575 
b. Jumlah WP OP NK wajib SPT 2,133,215 1,964,331 2,452,653 
c. Jumlah Pemeriksaan rutin 25,170 41,128 39,758 
d. Jumlah Pemeriksaan khusus 8,185 11,051 12,052 
e. Total 33,355 52,179 51,810 
ACR (Pemeriksaan rutin dan khusus) (e:b) 1.564 2.66 2.114 
ACR (Pemeriksaan khusus) (d:b) 0.3896 0.564 0.494 











Sumber: Penulis, diolah dari data di Tabel 2-2 dan Tabel 2-6.39 


Besaran ACR secara konseptual dapat mempengaruhi tingkat 


ke(tidak)patuhan.49 Implikasi besaran ACR dalam mempengaruhi perilaku 


39 Besaran nilai ACR ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan nilai ACR yang tercantum dalam LAKIN DJP 
2018 (DJP 2019). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah ACR yang ditampilkan dalam Tabel 2-9 (dan 
Tabel 2-8) dihitung berdasarkan SP2 yang terbit, bukan yang direalisasikan. 


40 Secara konvensional, implikasi besaran ACR dalam mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak dapat 
digambarkan secara tradisional dalam model berikut. Dengan asumsi penghasilan kena pajak adalah Y dan 
tarif pajak adalah t, maka seorang yang melaporkan pajak dengan jujur akan membayar seluruh pajak yang 
terutang dan menikmati penghasilan sebesar (1-t)Y. Namun, jika individu tersebut memutuskan untuk tidak 
patuh, maka dapat diasumsikan bahwa akan ada kemungkinan tindakannya diketahui oleh otoritas pajak 
sebesar p, dan sanksi yang harus dibayar sebesar F. Expected value (EV) dari tindakan ini adalah: E(v) — 
pl nj lapY 

Jika besaran nilai EV ini lebih besar dari (1-t)Y, maka berdasarkan model ini maka individu tersebut diasumsikan 
akan melakukan penggelapan pajak. Sebagai contoh, jika Y - Rp 12 juta, p- 0.5,t-0.33 danF - Rp5 juta, 
maka perbandingannya adalah sebagai berikut: (1 — t)Y — 0.66 x Rp12 juta — Rp 8 juta, dibandingkan 
dengan: p(Y — F) # 1 —p)Y — 0.5(Rp 12 juta — Rp5 juta) 4 0.5(Rp 12 juta) — Rp 9.5 juta. Jika nilai 
p dalam contoh ini diganti menjadi 0.25 maka nilai pembandingnya berubah menjadi Rp 11 juta. Asumsi 
untuk nilai p sebesar 0.5 atau 0.25 bisa dibilang tidak realistis. Maksudnya, mengatakan bahwa kemungkinan 
wajib pajak dilakukan pemeriksaan sebesar 50X ataupun 254 dalam dunia nyata bisa dikatakan hampir 
mustahil. Faktanya, seperti dalam penjelasan sebelumnya, kemungkinan keterperiksaan di Indonesia untuk 
WP OP NK berada di kisaran 0.556. 


Model tradisional economic deterrence model seperti ini dianggap tidak realistis karena: (i) dalam praktik 
besaran ACR relative sangat kecil, (ii) keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak bukan dipengaruhi 
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ketidakpatuhan pajak dapat digambarkan dalam model berikut (Cullis and 


Jones 1992, hal. 225): 
(1 — p)toy — pstdY —c»0 


Dimana t - tarif pajak 

9 - proporsi jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan 

Y — penghasilan kena pajak 

s — jumlah denda yang dikenakan atas penghasilan yang tidak 
dilaporkan 

Pp - kemungkinan diperiksa otoritas pajak 

c - biaya psikis dari melakukan penggelapan pajak. 


Dalam model diatas, notasi p merupakan representasi dari besaran ACR. 
Dalam model tersebut, seseorang akan melakukan penghindaran pajak jika 
expected utility yang diterima lebih besar dari biasa psikis melakukan 
penggelapan pajak (the psychic costs of tax evasion). Biaya psikis ini biasanya 
berkaitan erat dengan norma sosial dan budaya kepatuhan. Jika norma sosial 
yang berlaku di masyarakat tidak mendukung adanya budaya kepatuhan, 


maka biaya psikis melakukan penggelapan pajak akan kecil. 


Secara konsep, nilai ACR ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk 
tax-enforcement structure yang diterapkan oleh otoritas pajak dalam 
mengatasi isu ketidakpatuhan pajak. Selain ACR, bentuk lain tax- 
enforcement structure yang dilakukan oleh DJP adalah pemeriksaan Bukti 
Permulaan. Pemeriksaan jenis ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal 
tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Namun 
demikian, secara kuantitas, jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti 
Permulaan (SPPBP) yang diterbitkan oleh DJP relatif kecil. Misalnya, dalam 
rentang waktu 2016 s.d. 2018 jumlah penerbitan SPPBP adalah 357, 601, dan 
527.4 Jika formula ACR digunakan, dengan menggunakan data jumlah WP 


Badan dan OP NK sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-7, maka tingkat 


oleh rasionalitas ekonomi (maximizing strategies) tetapi pada kebiasaan atau sesuatu yang jamak terjadi 
(rules of thumb or heuristics) (Cullis and Jones 1992: Ritsatos 2014). 


41 Sumber: data internal DJP (Direktorat Penegakan Hukum) per 20 Mei 2019. 


32 





keterperiksaan Bukti Permulaan untuk tahun 2016 s.d. 2018 adalah sangat 


kecil (masing-masing 0.0196, 0.019Y6, dan 0.01396). 


Selain ACR dan pemeriksaan bukti permulaan, bentuk tax-enforcement 


structure juga direpresentasikan oleh kegiatan penyidikan. Penyidikan 


tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang 


dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 


dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang 


terjadi sekaligus menemukan yang menjadi tersangka. Dalam kegiatan 


penyidikan, rangkaian tindakan penyidik dituangkan dalam berkas 


penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk 


mendapatkan status P-21. Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya 


berkas perkara pidana (dinyatakan memenuhi syarat untuk proses 


selanjutnya) oleh Kejaksaan. Seperti halnya pemeriksaan bukti permulaan, 


secara kuantitas, jumlah penyidikan yang dilakukan oleh DJP juga relatif 


kecil. Misalnya, selama rentang waktu 2016 s.d. 2018, jumlah penyidikan yang 


dilakukan DJP secara berturut-turut adalah 146, 102, dan 179.4 Jika formula 


ACR digunakan, dengan menggunakan data jumlah WP Badan dan OP NK 


sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-7, maka tingkat kemungkinan wajib 


pajak dilakukan penyidikan untuk tahun 2016 s.d. 2018 adalah sangat kecil 


(masing-masing 0.005"4, 0.00676, dan 0.0050).8 


angka staff-to-taxpayer ratio sebagai akibat dari percepatan penambahan 


jumlah WP yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang melakukan 


fungsi pengawasan. Dalam konteks penegakan hukum, seperti terlihat 


dalam Tabel 2-10, jumlah rasio WP per pemeriksa menurun tajam dari 


sebelumnya satu pemeriksa berbanding 3,486 WP menjadi satu pemeriksa 


berbanding 7,905 WP. 





“2 Ibid. 


43 Secara berurutan tax-enforcement structure berupa penyidikan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 


pemeriksaan khusus merupakan representasi dari dua strategi kepatuhan yang ada di bagian atas piramida 


dalam model kepatuhan CCM: (i) use the full force of the law dan (ii) deter by detection. Lihat kembali 
Gambar 2-3. 
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Tabel 2-10: Rasio WP per AR dan per Pemeriksa, 2008 - 2018 



































Jumlah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
WP terdaftar 10,682,099 15,911,576 19,112,590 22,319,073 24,812,569 27,488,318 
AR 5,081 5,190 5,203 6,218 6,285 6,713 
Pemeriksa 3,064 3,031 4,495 4,394 4,309 4,234 
WP per AR 2,102 3,066 3,673 3,589 3,948 4,095 
WP per 3,486 5,250 4,252 5,079 5,758 6,492 
Pemeriksa 
Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 
WP terdaftar 30,298,738 33,313,655 36,393,089 39,151,603 46,016,925 
AR 7,265 8,412 8,905 9,725 10,369 
Pemeriksa 4,627 4,557 4,903 5,185 5,821 
WP per AR 4,171 3,960 4,087 4,026 4,438 
WP per Pemeriksa 6,548 7,310 7,423 7,551 7,905 











Sumber: Penulis, diolah dari data internal DJP 


Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengawasan Wajib Pajak. Tabel 2-10 
juga menunjukkan bahwa rasio pengawasan WP per AR juga mengalami 
penurunan dari sebelumnya satu AR per 2,102 WP menjadi satu AR per 4,438 


WP. Secara komparatif, seperti terlihat 


Grafik 2-6: Perbandingan Rasio WP per AR dan Pemeriksa, 2008 - 2018 


8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 


Jumlah WP 


www 


2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Tahun 


2014 2015 2016 2017 2018 


— Jumlah WP per AR 


——Jumlah WP per Pemeriksa 


Sumber: Diolah dari Tabel 2-10 


Menurut Lewis (1982) dan Cullis and Jones (1992), tax-enforcement structure 
dapat mempengaruhi perceived enforcement dan opportunity for tax 
evasion (lihat Gambar 2-7). Menurut mereka, posisi penegakan hukum 
dalam model kepatuhan pajak dimulai dari sikap dan persepsi dari wajib 


pajak terhadap pemerintah secara umum tergambar dalam kotak (i). 


Gambar 2-5: Posisi Penegakan Hukum dalam Model Kepatuhan Pajak 
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Sumber: Lewis (1982, hal. 152), dengan modifikasi minor oleh Cullis and Jones (1992) 


Termasuk disini adalah persepsi mengenai keadilan dari sistem pajak yang 
ada. Kondisi ini mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh persepsi 
mengenai peluang untuk melakukan ketidakpatuhan pajak dan persepsi 
mengenai kemungkinan 'tertangkap' oleh otoritas pajak termasuk sanksi- 
sanksi yang mukin timbul (kotak (ii)). Selanjutnya persepsi mengenai 
kesempatan dan ancaman ini juga berkaitan dengan karakteristik dari wajib 
pajak (kotak (iii)), yang kemudian akan menentukan dinamika perilaku 


ke(tidak)patuhan dari wajib pajak. 
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Secara singkat, dalam konsep ini, ada tiga faktor kunci yang akan 
mempengaruhi perilaku (tidak) patuh pajak: tax attitudes, tax perceptions, 
dan individual personal characteristics. Dalam area ini, individu 
kemungkinan akan membuat rasionalisasi atau mengubah perilakunya 
berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.44 Kotak (i), (ii), dan (ii) adalah 
situasi di sisi wajib pajak. Di sisi yang lain, kotak (iv) dan (v) 
merepresentasikan sisi pemerintah atau otoritas pajak. Kotak (iv) 
menggambarkan posisi kebijakan fiskal pemerintah, termasuk struktur 
penerimaan dan perangkat hukum yang dimiliki. Kotak (v) menggambarkan 
kebijakan dan perangkat penegakan hukum yang digunakan untuk 
merealisasikan kebijakan pemungutan pajak. Terlihat bahwa ada hubungan 
resiprokal antara elemen-elemen dalam kotak (i), (ii), (iv) dan (v). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara dunia “aktuaP —yang 
diwakili oleh kotak (iv) dan (v), dengan dunia “persepsi —yang diwakili oleh 
kotak (i) dan (ii). 


Terkait dengan persepsi ini, ada beberapa prinsip dalam sistem perpajakan 
yang relevan dengan aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas 
pajak. Persepsi mengenai sejauhmana prinsip-prinsip ini diterapkan akan 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Prinsip-prinsip tersebut 


meliputi:45 


»  FEguity and fairness — similarly situated taxpayers should be taxed 


similarly: 


" Certainty — the tax rules should clearly specify how the amount of 
payment is determined, when payment of the tax should occur, and 


how payment is made: 


» Transparency and visibility — taxpayers should know that a tax exists 


and how and when it is imposed upon them and others: 


44 Hal ini berkaitan dengan biaya psikis dalam penjelasan sebelumnya. 


45 Lihat, https://www.aicpa.org/advocacy/tax/downloadabledocuments/tax-policy-concept-statement-no-1- 
global.pdf, diakses 8 Mei 2019. 
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» Minimum tax gap — structuring tax laws to minimize noncompliance 


is essential. 


Sebagai contoh, prinsip eguity and fairness akan dipersepsikan tidak ada 
ketika ada wajib pajak yang merasa mereka membayar pajak lebih besar 
dibandingkan wajib pajak yang lain dengan kemampuan ekonomis yang 
sama, dan tidak ada tindakan korektif yang dilakukan oleh otoritas pajak. 
Melalui pemeriksaan misalnya. Prinsip minimum tax gap dianggap tidak 
berjalan jika misalnya wajib pajak merasa banyak rekan mereka yang tidak 
jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak pernah 


mendapat peringatan dari otoritas pajak. 
2.2.3 Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 


Strategi adalah sekumpulan pilihan (set of choices) yang terintegrasi dari 
suatu organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan 
dalam jangka panjang (Rivkin 2004). Seperti yang telah dijelaskan sekilas 
sebelumnya, DJP menggunakan pendekatan BSC sebagai alat manajemen 
strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi, sebagaimana 


tertuang dalam rencana strategi ke dalam suatu peta strategi. 


Peta strategi adalah penjabaran strategi secara visual, melalui sejumlah 
sasaran strategis (SS) yang terangkai dalam hubungan sebab akibat. Sasaran 
Strategis” adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, 
dihasilkan, atau dicapai organisasi. Kumpulan dari SS ini dikelompokkan 
dalam berbagai perspektif. Peta strategi DJP memiliki empat perspektif: (i) 
stakeholder, (ii) customer, (iii) internal process, dan (iv) learning and 
growth. Penjabaran secara visual dari strategi yang diambil oleh DJP pada 


tahun 2018 diilustrasikan dalam Gambar 2-6. 


Seperti terlihat dalam Gambar 2-6 diatas, hubungan kausalitas dalam peta 


strategi dimulai dari perspektif paling dasar (learning & growth), yang 
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selanjutnya diharapkan akan mendorong kinerja dari sasaran strategis di 


perspektif yang ada diatasnya secara berurutan.45 


Gambar 2-6: Sasaran Strategis dalam Peta Strategi DJP tahun 2018 
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Learning & 11 12 
Growth SDM yang Organisasi yang Kata gai 
Perspective kompetitif fit for purpose garan yar 


Sumber: Data internal DJP 


Dalam konteks ini, perspektif stakeholder memiliki SS “penerimaan pajak 
negara yang optimal, yang dihasilkan dari SS “kepatuhan wajib pajak yang 
tinggi di perspektif customer. Selanjutnya, secara konseptual, SS di 
perspektif customer ditentukan oleh seberapa bagus kinerja beberapa SS di 
perspektif internal process. Kinerja beberapa SS di perspektif internal process 
tergantung pada kinerja beberapa SS di perspektif learning and growth. Lebih 
jauh, SS dalam perspektif internal process terbagi dalam tiga kelompok 
besar: (i) pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan, (ii) pengawasan, dan (iii) 


penegakan hukum. Penjelasan yang lebih utuh mengenai deskripsi dari 





46 Pelu dicatat, peta strategi DJP ada dalam beberapa level. Level tertinggi ada pada Direktur Jenderal dan level 
terendah ada pada Kepala KPP. Level ini dipilih sebagai ilustrasi karena level KPP merupakan level unit kerja 
terendah yang memiliki peta strategi dan pada dasarnya merupakan turunan (cascading) dari peta strategi 
dari level diatasnya. 
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sasaran strategis dalam peta strategi DJP tercantum dalam Tabel 2-11 sebagai 


berikut: 


Tabel 2-11: Sasaran Strategis (SS) dan Deskripsi SS dalam Peta Strategi DJP 2018 





























No Perspektif Sasaran Strategis Deskripsi SS 
1 Stakeholder Penerimaan pajak Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target 
negara yangoptimal — APBN/APBNP. 
2 Customer Kepatuhan wajib Meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran 
pajak yang tinggi dan penyampaian SPT Tahunan (kepatuhan 
formal) serta pembayaran wajib pajak. 
3 Internal Pelayanan, Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang 
Process penyuluhan, dan hak dan kewajiban perpajakan serta 
kehumasan yang pemberitaan dan informasi positif mengenai 
efektif perpajakan yang dapat menumbuhkan 
pengertian Wajib Pajak terhadap masalah- 
masalah perpajakan. Kehumasan yang efektif 
adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan 
termasuk penyampaian informasi perpajakan 
kepada masyarakat dalam rangka 
membangun reputasi Direktorat Jenderal 
Pajak dan mendukung upaya peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. 
4 Internal Pelayanan Pemberian pelayanan sesuai dengan prosedur 
Process perpajakan yang yang ditetapkan, menghasilkan output 
optimal layanan yang dapat dimanfaatkan oleh 
customer, dan sesuai kebutuhan wajib pajak. 
5 Internal Ekstensifikasi Meningkatkan efektivitas kegiatan 
Process perpajakan yang ekstensifikasi dengan menambah jumlah 
optimal Wajib Pajak terdaftar melalui peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak baru, kegiatan extra 
effort ekstensifikasi, himbauan Wajib Pajak 
baru, pendataan dan pemetaan, penilaian, 
pengenaan, serta koordinasi untuk 
mendukung penerimaan. 
6 Internal Pengawasan wajib Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan 
Process pajak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
7 Internal Pemeriksaan yang Meningkatkan deterrent effect dari kegiatan 
Process efektif pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
8 Internal Penagihan yang Meningkatkan efektivitas penagihan adalah 
Process efektif meningkatkan deterrent effect dari kegiatan 
penegakan hukum terhadap wajib pajak 
untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
9 Internal Penyidikan yang Kegiatan penyidikan yang efektif dalam 
Process efektif rangka memberikan efek jera dan 
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 
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10 Internal Data perpajakan Optimalisasi data perpajakan dalam rangka 
Process yang optimal menghasilkan informasi perpajakan yang 
akurat, lengkap, dan konsisten dalam rangka 
menunjang kegiatan intensifikasi dan 
ekstensifikasi perpajakan. 





11 Learning & “SDM yang kompetitif SDM yang Kompetitif adalah SDM yang 
Growth memiliki kepemimpinan yang tepat, 
mengetahui apa yang akan dilakukan untuk 
semua informasi yang diterima dan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk 
keberhasilan organisasi. 





12 Learning & Organisasi yang fit Organisasi yang fit for purpose adalah 

Growth for purpose organisasi yang mampu mewadahi dan 
memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi Kementerian 
Keuangan. Dengan demikian organisasi 
beserta proses bisnis di dalamnya akan 
bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan dan dinamika 
transformasi kelembagaan Kementerin 





Keuangan. 
13 Learning & Pengelolaan Dana yang tersedia dalam dokumen 
Growth anggaran yang pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 
berkualitas sesuai rencana yang telah ditetapkan dan 


dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip 
hemat, efisien, dan tidak mewah dengan 
tetap memenuhi output sebagaimana telah 
direncanakan dalam DIPA.Pelaksanaan 
anggaran menggunakan prinsip hemat, 
efisien, dan tidak mewah dengan tetap 
memenuhi output sebagaimana telah 
direncanakan dalam DIPA. 











Sumber: Dokumen intenal DJP 


2.2.4 Program Logic Kepatuhan Pajak 


Terkait dengan topik kajian ini, OECD (2008) menawarkan definisi yang 
relevan mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Seperti terlihat 
dalam Gambar 2-7, efektivitas adalah ukuran untuk melihat sejauhmana 
hasil atau “dampak dapat dicapai. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan sumber daya (inputs) 
(misalnya SDM dan anggaran). Sumber daya ini digunakan untuk 
menjalankan beragam aktivitas, misalnya edukasi kepada wajib pajak, 
pelayanan administrasi, pemeriksaan, penagihan, dan aktivitas administratif 
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lainnya. Aktivitas yang dijalankan menghasilkan keluaran (outputs). 
Keluaran ini dapat berupa jumlah pelayanan yang dilakukan, jumlah 
pemeriksaan yang diselesaikan (misalnya tercermin dalam angka ACR), 
tindakan penagihan yang dapat diselesaikan. Keluaran ini selanjutnya 
diharapkan akan memberikan dampak (outcome). Secara umum, dampak 
yang ingin dicapai oleh otoritas pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang 
tinggi.47 Seperti terlihat dalam Gambar 2-7, efektivitas terjadi ketika dampak 


yang terjadi dari kegiatan atau program sesuai dengan yang diharapkan. 


Gambar 2-7: Program Logic Kepatuhan Pajak 


EFFECTIVENESS 
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Sumber: OECD (2008, hal. 13) 


Merujuk pada Gambar 2-73, kebijakan penegakan hukum akan disebut efektif 
jika dampak (outcome) yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan 
(desired outcome), yaitu terdapat peningkatan kepatuhan WP. Artinya, 
sejauhmana perilaku kepatuhan dapat ditingkatkan merupakan indikasi dari 
efektivitas sebuah program. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, 
menggunakan nilai capaian IKU sebagai parameter, kajian ini akan menguji 


apakan kegiatan-kegiatan yang ada pada aspek penegakan hukum dalam 


47 Secara konsep, ada dua jalur kepatuhan yang bisa ditempuh oleh otoritas pajak: enforced compliance dan 
voluntary compliance (Kirchler 2007). 
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peta strategi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan 


sasaran strategis yang ada di peta strategi. 


2.3 Kerangka Pemikiran 


Kerangka pemikiran teoritis dari kajian ini adalah konsepsi hubungan sebab- 
akibat antara kinerja masing-masing SS dalam empat perspektif peta strategi. 
Pencapaian SS diukur dengan Indikator Kinejar Utama (IKU), yang akan 
berfungsi sebagai parameter dalam mengukur efektivitas. Merujuk pada PMK 
467/2014, IKU harus disusun dengan mengedepankan prinsip SMART-C, 
yaitu: (1) specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak 
normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta 
mendorong kinerja suatu unit/pegawai, (ii) measurable: mampu diukur 
dengan jelas dan jelas cara pengukurannya, (iii) agreeable: disepakati oleh 
pemilik IKU dan atasannya, (iv) realistic: ukuran yang dapat dicapai dan 
memiliki target yang menantang, (v) time-bounded: memiliki batas waktu 
pencapaian, dan continously improved: kualitas dan target disesuaikan dengan 


perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan. 


Deskripsi dari SS dan IKU Penegakan Hukum dengan IKU yang berkaitan 
diuraikan dalam Tabel 2-12. Terdapat dua kategori IKU yang terkait dengan 
IKU Penegakan Hukum: (i) yang memiliki hubungan langsung, yaitu 2 IKU di 
perspektif customer, dan (ii) yang memiliki hubungan tidak langsung, yaitu 2 
IKU di perspektif stakeholder. Dengan demikian, secara total, ada 7 deskripsi 
IKU yang ditampilkan dalam Tabel 2-12. 


Tabel 2-12: Deskripsi IKU Penegakan Hukum beserta IKU terkait 





Deskripsi SS & Deskripsi IKU 
NETMENIAU) 

1. Optimalisasi Realisasi penerimaan pajak rutin adalah penerimaan 
penerimaan pajak pajak yang dibayarkan dan/atau disetorkan dengan 
sesuai target sendirinya oleh Wajib Pajak (voluntary payment) 
APBN/APBN berbasiskan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 


Definisi penerimaan pajak rutin ditetapkan oleh Kantor 
Pusat DJP melalui surat Direktur Jenderal Pajak nomor S- 
47/PJ/2018 hal Rencana Sumber Penerimaan Pajak 
Tahun 2018 dan perubahannya. 


Nama IKU: Persentase 
realisasi penerimaan 
pajak rutin 
Target penerimaan pajak rutin adalah total dari target 
penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktur 
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Jenderal Pajak setelah dikurangi dengan target 
penerimaan pajak extra effort. 





Optimalisasi 
penerimaan pajak 
sesuai target 
APBN/APBNP 


Nama IKU: Persentase 
realisasi penerimaan 
pajak extra effort. 


Realisasi penerimaan pajak extra effort adalah realisasi 
penerimaan pajak yang dihimpun melalui serangkaian 
upaya (effort) DJP agar Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban pajaknya yang berasal dari kegiatan 
pengawasan, pemeriksaan dan penagihan, pemeriksaan 
bukti permulaan dan penyidikan, serta ekstensifikasi. 


Definisi tiap kegiatan extra effort ditetapkan oleh Kantor 
Pusat DJP melalui surat Direktur Jenderal Pajak nomor S- 
47/PJ/2018 hal Rencana Sumber Penerimaan Pajak 
Tahun 2018 dan perubahannya. 


Target penerimaan pajak extra effort adalah target 
penerimaan pajak hasil dari kegiatan extra effort yang 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. 








Meningkatkan 
kepatuhan dalam 
pendaftaran dan 
penyampaian SPT 
Tahunan (kepatuhan 
formal) serta 
pembayaran wajib 
pajak. 


Nama IKU: Persentase 
tingkat kepatuhan 
formal WP Badan dan 
OP Non Karyawan 


1. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 
Badan dan OP Non Karyawan adalah perbandingan 
antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non 
Karyawan yang diterima selama tahun 2018 (tidak 
termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan 
jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan Terdaftar 
Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 
2017: 


2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk 
suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang 
meliputi: 


a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan 
adalah SPT 1771 dan SPT 17718: 


b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP Non 
Karyawan adalah SPT 1770, 


3. WP Badan dan OP Non Karyawan Terdaftar Wajib 
SPT Tahunan PPh terdiri dari: 


a. WP Badan: 
b. WP OP Non Karyawan: 


dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 
000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT 
Tahunan PPh, tidak termasuk bendahara, joint 
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor 
Perwakilan (Representative Office), WP yang hak 
pengenaan perpajakannya ada di negara mitra 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), 
WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan pasal 2 
huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/PMK.03/2007, WP Non Efektif, dan sejenis 
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lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai 
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. 





4. Meningkatkan Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang 
kepatuhan dalam melakukan pembayaran adalah persentase proporsional 
pendaftaran dan antara jumlah WP Badan dan OP non karyawan yang 
penyampaian SPT melakukan pembayaran dengan jumlah WP Badan dan 
Tahunan (kepatuhan OP non karyawan yang melakukan pembayaran dengan 
formal) serta jumlah tertentu. 
peranayanan wajib Persentase Jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan 
pajak 

yang melakukan pembayaran: 

1. WP bayar adalah WP Badan dan OP Non Karyawan 
Nama IKU: Persentase yang melakukan pembayaran atas : (i) PPh Pasal 
WP Badan dan OP 25/29: (ii) PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas: PPh Final PP 
Non Karyawan yang 46, PPh Final atas Jasa Konstruksi di bayar sendiri: 
melakukan (iii) PPh Final Pasal 15 atas: PPh Final Perwakilan 
pembayaran Dagang Luar Negeri: PPh Final Pelayaran/ 


Penerbangan Asing: PPh Final Pelayaran Dalam 
Negeri: (iv) PPh Pasal 22 Impor: (v) PPh Pasal 26 ayat 
(4) atas BUT: (vi) PPh atas minyak bumi: (vii) PPh atas 
gas alam: (viii) WP OP Karyawan yang melakukan. 
pembayaran PPh Final PP 46 


2. Terhadap satu WP Badan atau OP Non Karyawan 
melakukan pembayaran dua atau lebih jenis pajak 
pada tahun yang sama, dihitung sebagai satu 
realisasi WP Badan atau OP Non Karyawan yang 
melakukan pembayaran. 


3. WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari 
Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan dengan 
status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang 
mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan 
PPh, tidak termasuk bendahara, joint operation, 
cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan ( 
Representative Office), WP yang hak pengenaan 
perpajakannya ada di negara mitra Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), WP 
Penghasilan Tertentu sesuai dengan pasal 2 huruf a 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/PMK.03/2007, WP Non Efektif, dan sejenis 
lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai 
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. 


4. Jumlah WP Wajib SPT dan jumlah target WP yang 
melakukan pembayaran ditentukan oleh Kantor 
Pusat DJP. 


Persentase jumlah WP Badan dan OP Non karyawan 
yang melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu 
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adalah pembayaran sesuai poin nomor 1 (satu) s.d 4 
(empat) dengan jumlah minimal sebesar Rp 100.000 
dalam satu tahun (Ol jan 2018 s.d. 31 des 2018) untuk 
akumulasi seluruh jenis pajak pada angka 1 yang dibayar 
oleh satu WP. 





Meningkatkan 
deterrent effect dari 
kegiatan pemeriksaan 
terhadap wajib pajak 
untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib 
Pajak 


Nama IKU: Audit 
Coverage Ratio 


Audit Coverage Ratio (ACR) adalah besarnya cakupan 
pemeriksaan yang dihitung berdasarkan hasil pembagian 
antara wajib pajak (WP) yang diperiksa dengan jumlah 
WP terdaftar wajib SPT. 


Cakupan pemeriksaan yang dimasukkan dalam 
penghitungan ACR adalah pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan (pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus), 
tidak termasuk pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan 
tujuan lain. 


ACR dibedakan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. Bobot ACR WP Badan dan WP 
Orang Pribadi masing-masing sebesar 505. 


Jumlah WP yang diperiksa adalah jumlah WP yang 
selesai diperiksa selama tahun bersangkutan. Dalam hal 
satu WP terdapat lebih dari satu Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP), maka hanya dihitung satu WP. 


Jumlah WP terdaftar wajib SPT adalah jumlah WP yang 
terdaftar per tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan 
yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
Untuk ACR WP Orang Pribadi, jumlah WP terdaftar 
hanya yang wajib SPT 1770 (non karyawan). 


Target ACR untuk masing-masing Kanwil atas WP Orang 
Pribadi dan WP Badan ditetapkan berdasarkan kebijakan 
Kantor Pusat DJP (terlampir). 


Dalam hal KPP memiliki target ACR hanya untuk WP 
Badan, maka bobot ACR dihitung sebesar 10056. 








Meningkatkan 
deterrent effect dari 
kegiatan pemeriksaan 
terhadap wajib pajak 
untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib 
Pajak 


Nama IKU: Persentase 
SKP yang tidak 
diajukan keberatan 


Pemeriksaan perpajakan adalah pelaksanaan fungsi 
pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan adalah jumlah 
lembar SKP hasil pemeriksaan DJP yang terbit pada 
periode triwulan IV tahun 2017-triwulan III tahun 2018 
yang tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. 


Jumlah SKP yang diterbitkan adalah jumlah lembar SKP 
hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh fungsional pada 
periode triwulan IV tahun 2017-triwulan III tahun 2018. 


Jenis SKP terbit diantaranya adalah: 
m  SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) 
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"  SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) 
"  SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) 


"  SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan) 





Kegiatan penyidikan 
yang efektif dalam 
rangka memberikan 
efek jera dan 
peningkatan 
kepatuhan Wajib 


IDLP adalah informasi, data, laporan, dan pengaduan 
yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akan 
dikembangkan dan dianalisis melalui pengolahan data 
dan informasi, kegiatan intelijen atau pengamatan yang 
hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, 
pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. 


Pajak IDLP yang dimaksud adalah IDLP yang terdapat indikasi 


tindak pidana di bidang perpajakan sebagimana diatur 
dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 
Undang No. 16 tahun 2009. 


Nama IKU: Persentase 
penyampaian IDLP 


Target yang ditetapkan untuk setiap KPP adalah 3 (tiga) 
usulan IDLP. 











Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Agar lebih mudah dipahami, konsepsi hubungan kausal antara IKU-IKU 
Penegakan Hukum beserta IKU lainnya dalam peta strategi ditunjukkan 


dalam Gambar 2-8 berikut: 


Gambar 2-8: Hubungan Variabel yang Diuji dalam Model Peta Strategi 
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Keterangan: IKU-a adalah IKU yang berada dalam perspektif learning and growth (3 IKU), IKU-b 


adalah IKU yang berada dalam perspektif internal process (12 IKU), IKU-c adalah IKU yang 
berada dalam perspektif customer (2 IKU), IKU-d adalah IKU yang berada dalam perspektif 
stakeholder (2 IKU). Jumlah kotak IKU hanya sebagai ilustrasi, tidak menunjukkan jumlah 


IKU aktual yang dianalisis. 


Sumber: Penulis, diolah dari Peta Strategi DJP 


terinci dalam Tabel 2-13 berikut:48 


Selanjutnya, setelah mengetahui secara konseptual hubungan sebab-akibat 
dari masing-masing IKU di empat perspektif yang berbeda dalam peta 
strategi, perlu dijelaskan secara lebih detail mengenai nama IKU, kode IKU, 
serta sasaran strategis dan perspektif yang terkait dengan IKU dimaksud. 


Secara total terdapat 19 IKU yang akan dianalisis dalam kajian ini, sebagai 


Tabel 2-13: Rincian IKU Kepala KPP Tahun 2018 


No. Nama IKU 


Kode 
IKU 


Sasaran 
Strategis 


Perspektif 


























Persentase realisasi penerimaan la-CP , 
pajak rutin Penerimaan Stakeholder 
pajak negara 
Persentase realisasi penerimaan 1b-CP yang optimal 
pajak extra effort 
Persentase tingkat kepatuhan formal 2a-CP 
WP Badan dan OP Non Karyawan Kepatuhan Customer 
Persentase WP Badan dan OP Non 2b-CP Wajib pajak yang 
Karyawan yang melakukan tinggi 
pembayaran 
Persentase efektivitas kegiatan 3a-CP Pelayanan, 
penyuluhan penyuluhan, 
dan kehumasan 
yang efektif 
Persentase penyampaian SPT melalui  4a-CP 
e-Filing Pelayanan 
perpajakan yang 
Persentase realisasi pemenuhan 4b-N optimal 


layanan unggulan tepat waktu 
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48 Secara aktual terdapat 20 IKU dalam peta strategi DJP tahun 2018 untuk level KPP. Namun demikian, ada 1 
IKU (masuk dalam perspektif learning & growth) yang dikeluarkan dari analisis karena berlaku terbatas untuk 
unit kerja tertentu yang terpilih: IKU nilai pemenuhan kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 















































8 Persentase WP baru hasil 5a-CP Ekstensifikasi 
ekstensifikasi yang melakukan perpajakan yang 
pembayaran optimal 

9 Persentase himbauan SPT yang 6a-CP 
selesai ditindaklanjuti Pengawasan Internal 

wajib pajak yang Process 

10 Persentase realisasi usulan riksus 6b-N efektif 
yang disetujui 

11 Audit coverage ratio 7a-CP 

Pemeriksaan 

12 Persentase SKP yang tidak diajukan 7b-CP yang efektif 
keberatan 

13 Persentase penyelesaian usulan gelar 8a-N Penagihan yang 
perkara penyanderaan efektif 

14 Persentase penyampaian IDLP 9a-N Penyidikan yang 

efektif 

15 Persentase penyediaan data potensi 10a-N 

perpajakan 
Data perpajakan 

16 Persentase pengemasan dokumen 10b-N yang optimal 
SPT yang akan dikirim ke/diambil 
oleh PPDDP/KPDDP tepat waktu 

17 Persentase pegawai yang memenuhi 1la-N SDM yang 
standar jam pelatihan kompetitif 

18 Persentase Efektifitas Dialog Kinerja 12a-N Organisasi yang 
Organisasi dan Pemantauan Rencana fit for purpose Learning & 
Aksi Growth 

19 Persentase kualitas pelaksanaan 13a-N Pengelolaan 
anggaran Anggaran yang 

berkualitas 








Sumber: Data internal DJP 


2.4 Pengembangan Hipotesis 


Pendekatan utama dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif.49 


Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memerlukan adanya perumusan 


49 Lebih tepatnya, kajian ini menggunakan pendekatan mixed methods “AUAN Aguar'. Penjelasan lebih rinci 
mengenai pendekatan ini dibahas di Bagian 3.2. 


48 


hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk 
diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis 
terjadi antara dua atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara 
empiris. Rumusan hipotesis penelitian dalam kajian ini dirumuskan dalam 
hipotesis nol (null hypothesis). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah 
diuraikan sebelumnya, kajian ini akan menguji secara empiris hubungan IKU- 
IKU yang ada dalam peta strategi DJP, seperti terlihat sebelumnya dalam 


Gambar 2-8. 


Merujuk pada konsep dalam Gambar 2-8, secara umum ada dua kelompok 
hipotesis utama yang diuji: H1 dan H2. Masing-masing kelompok terdiri dari 
beberapa hipotesis. H1 akan menguji hubungan IKU di perspektif internal 
process dengan IKU di perspektif customer. H2 akan menguji hubungan IKU 
di perspektif customer dengan IKU di perspektif stakeholder. Secara visual, 
posisi dua kelompok hipotesis dalam kajian ini dalam peta strategi 


ditunjukkan dalam Gambar 2-9. 


Gambar 2-9: Dua Kelompok Hipotesis dalam Model Peta Strategi 
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Keterangan: Hipotesis Hi terdiri dari sub-hipotesis Hia s.d. Hic. Hipotesis H3 terdiri dari sub- 
hipotesis Hza dan Hzb 


Sumber: Penulis, diolah dari Gambar 2-8 
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Setelah mendapatkan gambaran besar mengenai kelompok hipotesis yang 


akan diuji dalam penelitian ini, penjabaran lebih detil mengenai hipotesis 


nol yang akan diuji dapat dilakukan. Rincian dari hipotesis yang dapat diuji 


dalam penelitian ini diuraikan dalam Tabel 2-14. 


Tabel 2-14: Daftar Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis Nol 


H2. Capaian IKU dalam perspektif internal process berpengaruh terhadap capaian 





IKU dalam perspektif customer 


Hia 


Hoa 


Apakah capaian IKU persentase efektivitas kegiatan penyuluhan berpengasoruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase efektivitas kegiatan penyuluhan tidak berpengaruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hib 


Hcib 


Apakah capaian IKU persentase penyampaian SPT melalui e-Filing berpengaruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase penyampaian SPT melalui e-Filing tidak berpengaruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hic 


Ho1c 


Apakah capaian IKU persentase realisasi pemenuhan layanan unggulan tepat 
waktu berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase realisasi pemenuhan layanan unggulan tepat waktu 
tidak berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hid 


Had 


Apakah capaian IKU persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti tidak 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hie 


Hore 


Apakah capaian IKU persentase realisasi usulan riksus yang disetujui 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase realisasi usulan riksus yang disetujui tidak 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 








Hifs 


Hoaf 








Apakah capaian IKU audit coverage ratio berpengaruh terhadap capaian 2 IKU 
yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU audit coverage ratio tidak berpengaruh terhadap capaian 2 IKU 
yang ada di perspektif customer. 








50 Yaitu IKU nomor 3 dan 4 dalam Tabel 2-13. 
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H1g” 


Ho1g 


Apakah capaian IKU persentase SKP yang tidak diajukan keberatan 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase SKP yang tidak diajukan keberatan tidak berpengaruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hih“ 


Hoih 


Apakah capaian IKU persentase penyelesaian usulan gelar perkara 
penyanderaan berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif 
customer? 


Capaian IKU persentase penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan tidak 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hi" 


Hai 








Apakah capaian IKU persentase penyampaian IDLP berpengaruh terhadap 
capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase penyampaian IDLP tidak berpengaruh terhadap 
capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 








Hj 


Hojj 


Apakah capaian IKU persentase penyediaan data potensi perpajakan 
berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase penyediaan data potensi perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 





Hik 


Hoik 


Apakah capaian IKU persentase pengemasan dokumen SPT yang akan dikirim 
ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP tepat waktu berpengaruh terhadap capaian 2 
IKU yang ada di perspektif customer? 


Capaian IKU persentase pengemasan dokumen SPT yang akan dikirim 
ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP tepat waktu tidak berpengaruh terhadap 
capaian 2 IKU yang ada di perspektif customer. 


H3. Capaian IKU dalam perspektif customer berpengaruh terhadap capaian IKU 


dalam perspektif stakeholder 





Hoza 


Apakah capaian IKU persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP 
Non Karyawan berpengaruhsi terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif 
stakeholder? 


Capaian IKU persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non 
Karyawan tidak berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif 
customer. 








S1 Yaitu IKU nomor 1 dan 2 dalam Tabel 2-13. 
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H2b : Apakah capaian IKU persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang 
melakukan pembayaran berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di 
perspektif stakeholder? 


Hc2b  : Capaian IKU persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan 
pembayaran tidak berpengaruh terhadap capaian 2 IKU yang ada di perspektif 
customer. 





Keterangan: Empat hipotesis bertanda “ merupakan hipotesis yang berkaitan langsung dengan 


aspek penegakan hukum, meliputi Hz2f, H2g, Hzh, Hzi. 


Daftar hipotesis yang ada di Tabel 2-14 adalah daftar hipotesis yang dapat 
diuji secara empiris dalam kajian ini. Meski demikian, merujuk pada 
rumusan masalah sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya di subbab 1.2, 
hipotesis yang dielaborasi lebih mendalam dalam kajian ini adalah hipotesis 


yang berkaitan langsung dengan proses bisnis penegakan hukum. 


2.5 Kesimpulan 


Untuk menjawan rumusan masalah yang ada di bab 1, bagian ini membahas 
secara detil pijakan teoritis dan kerangka konseptual yang digunakan untuk 
menyusun kajian akademis ini. Tinjauan pustaka terkait dengan definisi dan 
dinamika yang terjadi terkait dengan kepatuhan pajak, penegakan hukum, 
peta strategi, dan logika program kepatuhan pajak dibahas secara mendalam 
di Subbab 2.2. Selanjutnya di Subbab 2.3. dibahas secara mendalam kerangka 
konseptual yang digunakan dalam kajian ini. Kerangka konseptual ini 
memberikan pemahaman bagaimana data capaian IKU yang merupakan 
representasi dari capaian sasaran strategis dapat digunakan dan selanjutnya 
diuji secara empiris untuk mengetahui efektivitas dari proses bisnis 
penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya, 
berdasarkan telaah teoritis dan kerangka konseptual yang dibentuk, rumusan 


proposisi yang akan diuji secara empiris dijabarkan di Subbab 2.4. 


Berdasarkan pemahaman diatas, langkah selanjutnya adalah membahas lebih 
detil rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk 


memperoleh jawaban yang selaras dengan tujuan awal penelitian. 
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BAB III 
METODE KAJIAN AKADEMIS 


3.1 Pendahuluan 


Bagian sebelumnya menjabarkan secara detil landasan teoritis dan konseptual 


sesuai dengan tujuan penyusunan kajian akademis ini. 


Selanjutnya, bagian ini akan membahas lebih detil rencana dan prosedur 
penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh jawaban sesuai 
dengan tujuan penelitian. Bagian ini akan terdiri dari 6 subbab. Subbab 3.2 
menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya, proses 
penelitian beserta jenis dan sumber data yang digunakan akan dibahas dalam 
Subbab 3.3 dan 3.4. Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini akan dijabarkan di Subbab 3.5 yang disusul dengan pembahasan 
mengenai metode analisis data. Dua metode utama analisis data dalam kajian 
ini, Structural Eguation Modeling (SEM) dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP), diuraikan secara singkat di Subbab 3.6. Jadwal kegiatan dari 
pelaksanaan kajian ini diuraikan di Subbab 3.7 dan kesimpulan dari bagian ini 
dijabarkan di Subbab o. 


3.2 Jenis Penelitian 


Penelitian adalah proses penemuan, bertujuan untuk memahami sebuah 
fenomena dengan lebih baik dalam rangka memperoleh pengetahuan 
(McKerchar 2010). Proses ini umumnya terbagi dalam dua kelompok besar: 
penelitian empiris dan teoritis (Alford 1998, Sarantakos 2013). Berdasarkan 
dua prosedur akademis ini, peneliti dapat memperoleh penjelasan tentang 
fenomena sosial (de Vaus 2014). Oleh karenanya, ada dua proses yang 


seringkali dilakukan: pengujian teori (theory testing) dan konstruksi teori 
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(theory construction) (Sarantakos 2013, de Vaus 2014). Dalam konteks ini, 
dua pendekatan yang dominan dalam ilmu sosial adalah metodologi 
kuantitatif dan kualitatif, yang masing-masing jamak disebut sebagai 


paradigma 'positivist dan' interpretivist —atau non-positivist (Gambar 3-1). 


Gambar 3-1: Kontinum Kerangka Pendekatan Penelitian 


POSITIVISM NON-POSITIVISM 
Legal positivism Interpretivism 
Post-positivism Critical theory 

Legal post-positivism CRITICAL REALISM Participatory theory 

Structuralism PRAGMATISM Symbolic interactionism 

Post-structuralism Postmodernism 
ANARCHY 


Sumber: McKerchar (2010, hal. 71) 


Namun, klasifikasi tersebut memiliki spektrum metodologi yang luas 
(Sarantakos 2013). Misalnya, McKerchar (2010) memandang bahwa realisme 
kritis dan pragmatisme sebagai paradigma, terletak di tengah-tengah 
kontinum. Selain itu, juga dimungkinkan adanya jenis penelitian lain yang 
tidak sepenuhnya berada dalam kontinum karakter penelitian kuantitatif 
maupun kualitatif#—Sarantakos (2013) menyebutnya sebagai 'extraterritorial 
main paradigms', sedangkan McKerchar (2010), seperti terlihat dalam Gambar 


3-1, menyebut area ini “anarchy. 


Kajian ini mengadopsi pragmatisme sebagai paradigma penelitian.33 


Paradigma pragmatism memandang bahwa tindakan adalah: (i) sangat 


52 Teori dapat didefinisikan sebagai “sejumlah hubungan yang dihipotesiskan terjadi antara variable-variabel 
yang didefinisikan secara konseptuaf (Blunch 2013, hal. 12). Senada, Galvan (2013, hal. 3) juga 
mendefinisikan teori sebagai “penjelasan umum mengapa variabel berhubungan, bagaimana mereka terkait 
satu sama lain, dan terutama bagaimana mereka saling mempengaruhi”. Berdasarkan dua pengertian 
tersebut, dalam konteks kajian ini, istilah “teori' dan “konsep”, sepanjang tidak dijelaskan lain, dianggap 
memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya, istilah “theory testing” dan 'conceptual testing” akan 
digunakan secara bergantian 


53 Peneliti pragmatist bisa dikatakan mirip dengan peneliti critical realists. Alasannya, pendekatan yang 
digunakan sama-sama berada di jalan tengah antara positivisme dan non-positivisme. Hanya saja, peneliti 
pragmatist memiliki kecenderungan terhadap fleksibilitas dalam memilih pendekatan, metode, dan 
prosedur yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian mereka (McKerchar 2010). 
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tergantung pada konteks, (ii) situasional dan berkaitan dengan konsekuensi: 
dan (iii) dikonstruksi secara sosial (Morgan 2014). Namun demikian, perlu 
dicatat bahwa kajian tidak murni menerapkan pragmatisme. Penelitian dalam 
kajian ini lebih cenderung pada positivisme karena pada akhirnya berupaya 
untuk membangun hubungan sebab-akibat melalui model konseptual, 


hipotesis formal dan analisis regresi. 


Sebagai pendekatan filosofis yang terpilih, pendekatan pragmatisme diadopsi 
dalam penelitian ini dengan mengintegrasikan metode kualitatif dan 
kuantitatif#—sebusgah pendekatan yang umumnya disebut sebagai "mixed 
methods'! Terkait dengan tujuan penelitian ini, pendekatan mixed-methods 
dianggap lebih tepat untuk digunakan dalam rangka memahami fenomena 
sosial yang kompleks seperti perilaku kepatuhan pajak (lihat misalnya, Devos 


2014, Loo 2006: McKerchar 2003, Saad 201, Yesegat 2009). 


Penggunaan mixed methods tidak bebas risiko mengingat hasilnya yang tidak 
selalu dapat diprediksi (Teddlie and Tashakkori 2009). Meski demikian, 
banyak peneliti mendukung keunggulan pendekatan ini (Bryman 2008, 
Creswell 2007, Grbich and Carol 2007). Creswell (2007), misalnya, 
mengemukakan bahwa pendekatan metode campuran berpotensi menutupi 
kelemahan yang ada pada metode tunggal. Grbich dan Carol (2007) 
menyatakan bahwa pendekatan ini dapat mengungkapkan dinamika 
pengalaman manusiawi selain data-data statistik. Bryman (2008) mengatakan 
bahwa pendekatan metode campuran memberi para peneliti pemahaman 
yang lebih baik tentang fenomena daripada penggunaan metode tunggal. 
Alley and Bentley (2008) juga menyimpulkan bahwa perpajakan adalah 
bidang yang sebaiknya diteliti secara lintas disiplin untuk mendapatkan 


pemahaman yang lebih komprehensif—McCrudden (2006) menyebutnya 





Atas dasar ini, terkait logika dari proses penelitain, esensi dasar dari pendekatan yang digunakan dalam 
kajian ini adalah “conceptual testing” (de Vaus 2014) atau “empirical research' (Sarantakos 2013) 


34 Istilah 'mixed methods' dan “mixed methodology' kadang-kadang digunakan secara bergantian oleh para 
peneliti. Namun, dalam pengertian yang paling ketat, 'mixed methods ' cenderung mengacu pada 
penggunaan lebih dari satu strategi pengumpulan data—misalnya wawancara atau survei (keduanya 
pendekatan kuantitatif), sedangkan 'mixed methodology' berkaitan dengan pendekatan yang mengadopsi 
lebih dari satu pendekatan—misalnya, kombinasi antara survei (pendekatan kuantitatif) dengan wawancara 
(pendekatan kualitatif). Untuk diskusi lebih lanjut, lihat McKerchar (2010, hal. 118-119). 
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sebagai pluralisme metodologi (methodological pluralism). Yang juga tidak 
kalah penting, pendekatan metode campuran memungkinkan peneliti ilmu 
sosial untuk melakukan triangulasi data, baik dalam desain, maupun dalam 


proses interpretasi (Creswell 2007). 


Menggunakan sistem notasi yang dibuat oleh Morgan (2014) untuk 
mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kajian akademis ini 
mengunakan simbol “YUANT — gual. Maksudnya, secara urutan, metode 
kuantitatif akan digunakan sebagai metode i55nti dan metode kualitatif akan 
digunakan sebagai pelengkap. Dengan kata lain, sebagaimana ditunjukkan 
dalam Gambar 3-2, metode prioritas dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif (guantitative priority), dilanjurkan dengan kontribusi lanjutan 
dengan metode kualitatif (follow-up contribution). Oleh karena itu, temuan 
yang berasal dari pendekatan kuantitatif dalam kajian ini akan ditindaklanjuti 


dengan pendekatan kualitatif. 


Gambar 3-2: Empat Jenis Penerapan Seguential Priority Model dalam Penelitian 


Seguential Priorities Model 





contribution OUANT — gual DUAL — guant 


: 
Ouantitative Oualitative : 
: priority priority , 
: Preliminary Preliminary : 
: Preliminary Oualitative Ouantitative : 
$ contnbution gual—» OUANT guant— OUAL |: 
: Follow-up Follow-up : 
$ Follow-up Oualitative Ouantitative : 
H : 


Sumber: Morgan (2014, hal. 106) 


Sebagaimana terlihat dalam Gambar 3-2, paradigma mixed methods dengan 


pendekatan seguential priority models memiliki setidaknya empat variasi, 





55 Perlu dicatat bahwa sebagian besar studi dalam ilmu sosial adalah kuantitatif. Menurut Privitera (2013), hal 
ini karena data numerik memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis pengamatan yang lebih objektif. 

56 Terutama untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian yang kedua, yaitu terkait 
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam peningkatan 
kepatuhan pajak di Indonesia. Lihat kembali Subbab 1.2. 
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tergantung pada: (i) pendekatan yang menjadi prioritas dan (ii) urutan 
pelaksanaan. Dari sisi prioritas, peneliti bisa memilih apakah pendekatan 
kuantitatif atau kualitatif yang menjadi prioritas. Pendekatan yang menjadi 
prioritas umumnya dinotasikan dengan penulisan secara kapital, misalnya 
OUAL jika yang menjadi prioritas adalah pendekatan kualitatif. Untuk 
urutan, simbol yang biasa digunakan adalah tanda panah (D). Pendekatan 
yang ditulis sebelum tanda “»' mengindikasikan pendekatan yang pertama 
digunakan. Dengan demikian, notasi “DUAL 5 guant' mengandung makna 
bahwa pendekatan inti atau prioritas yang digunakan—sekaligus yang 
pertama—adalah pendekatan kualitatif, yang selanjutnya diikuti dengan 


pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan tambahan atau pelengkap. 


3.3 Proses Penelitian 


Kajian ini menggunakan model konseptual peta strategi DJP untuk menguji 
efektivitas penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak.:7 Seperti 
yang telah dibahas sebelumnya di Bagian 2.3 dan 2.4, logika proses penelitian 
dari kajian akademis ini secara konseptual dapat dilustrasikan dalam Gambar 
3-3. 

Diagram konseptual dalam Gambar 3-3 pada intinya menjelaskan beberapa 


hal, antara lain: 


i. — untuk menguji secara empiris efektivitas penegakan hukum dalam meningkatkan 
kepatuhan pajak, kajian ini mengadopsi pendekatan conceptual testing dengan 


menggunakan peta strategi DJP sebagai model kerangka konsep yang akan diuji, 


ii. — kajian ini menggunakan pendekatan deduktif yang diambil dari sasaran strategis 


dari peta strategi DJP mendapatkan proposisi konseptual aspek penegakan hukum, 


iii. — untuk dapat melakukan pengujian secara empiris, proposisi konseptual dari aspek 
penegakan hukum (bersama area lainnya di perspektif internal process) dilakukan 


operasionalisasi variabel dengan memperlakukan nilai Indikator Kinerja Utama 


57 Istilah 'model' dapat didefinisikan secara bervariasi tergantung konteksnya. Model dalam konteks ini dapat 
diartikan sebagai penjelasan yang disederhanakan dari sistem atau proses yang kompleks untuk membuat 


sesuatu lebih mudah dipahami (lihat http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/model, diakses 


tanggal 31 Mei 2019). Dalam konteks yang lain, misalnya, istilah model mengacu pada "representasi dan 
operasionalisasi dari sebuah teori" (Hair et al. 2010, hal. 616). 
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iv. 


vi. 


Setelah memahami secara konseptual logika proses penelitian dalam kajian 
akademis ini, langkah selanjutnya adalah memahami proses yang akan 
dilakukan pada tataran yang lebih operasional. Penjelasan secara operasional 
ini dianggap penting mengingat paradigma yang dianut dalam kajian ini 


adalah mixed methods dengan pendekatan seguential priority models yang 


(IKU) dari setiap sasaran strategis dalam peta setrategi sebagai working indicator 


penelitian, 


mengingat kajian ini menggunakan paradigma mixed methods dengan pendekatan 


seguential priority model berdimensi “OUANT - gual, 


kuantitatif akan diambil terlebih dahulu sebelum pengumpulan data kualitatif, 


implikasinya, data yang dianalisis terlebih dahulu adalah data kuantitatif yang 


pengambilan data 


selanjutnya akan disusul dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif: 


hasil dari analisis data kuantitatif dan kualitatif akan digabung dan dibahas secara 
mendalam untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil kajian termasuk 


rekomendasi kebijakan, termasuk implikasinya bagi penyusunan peta strategi DJP 


di masa mendatang. 


Gambar 3-3: Logika proses penelitian 


Peta strategi 
DJP 


deduksi 








3) 
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Kesimpulan dan 
rekomendasi 
kebijakan 









Proposisi 
konseptual 











operasionalisasi 


“ 








Analisis 
data 











Indikator yang 
dapat diuji 








- 


Pengumpulan 


data 


O 





Sumber: Penulis 


memiliki banyak variasi (lihat kembali Gambar 3-2). 
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Gambar 3-4: Rincian Operasionalisasi Proses Penelitian “@UANT 5 gua? 





Latar belakang 


| KEDUA 












2 
-— (Ran pustaka & pendekatan riset 








3 Xx 
Perumusan kerangka pikir dan hipotesis riset 
4 2. N 
Pandakaa Permintaan dan pengumpulan data capaian IKU 
kuantitatif Data entry 
5? 


5 “ 
Data analysis 


Structural Eguation Modeling (SEM) Approach 


6 “ 
Pengembangan pertanyaan » e3 analisis kuantitatif | 
riset untuk fase kedua 


Ps 





























Pi 






























Fase kedua 
sudah siap? 


(7) 4 








Pendekatan Pengumpulan data kualitatif (interview/FGD) 





Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach J 














kualitatif 
(8) | 
| Hasil gabungan dan pembahasan ) 
ra | 





| Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan ) 





Sumber: Penulis 


Secara teknis operasional, terdapat sembilan area kegiatan yang akan 


dilaksanakan dalam kajian akademis ini, meliputi: (1) penyusunan latar 


belakang penyusunan kajian, (2) penyusunan tinjauan pustaka dan 


pendekatan riset, (3) perumusan kerangka pikir dan hipotesis riset 


(menggunakan pendekatan null hypothesis testing), (4) permintaan dan 


pengumpulan data capaian IKU, (5) analisis data kuantitatif menggunakan 


pendekatan Structural Eguation Modeling (SEM), (6) penggunaan hasil 
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analisis kuantitatif untuk pendekatan kualitatif (fase kedua), (7) 
pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan/atau kelompok diskusi 
terpimpin (focus group discussion—FGD), termasuk analisis data 
menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP),58 (8) 
pembahasan dan pengintegrasian hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, (9) 
penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Untuk memudahkan 


pemahaman, proses tersebut dijabarkan secara visual dalam Gambar 3-4. 


3.4 Jenis dan Sumber Data 


Sebagai kajian yang menggunakan pendekatan mixed methods, ada dua jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini: data kuantitatif dan data 
kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, satu hal yang penting untuk dibahas 
adalah sejauhmana cakupan obyek yang akan diteliti. Oleh karenanya, 


bahasan mengenai populasi dan sampel akan diuraikan lebih lanjut. 
3.4.1 Populasi dan Sampel 


Terdapat dua jenis data dalam kajian ini: data kuantitatif dan data kualitatif. 
Pengumpulan data kuantitatif dalam kajian ini menggunakan pendekatan 
sensus. Dengan kata lain, data capaian IKU dari seluruh unit kerja DJP pada 
tahun 2018 akan digunakan dalam analisis. Secara total, ada data dari 34 
Kantor Wilayah (Kanwil) dan 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang akan 


dianalisis. 


Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa segala informasi atau 
keterangan yang didapatkan untuk mendukung penelitian. Sebagai 
pelengkap hasil analisis kuantitatif, pengumpulan data kualitatif dalam 
kajian ini akan dilakukan melalui FGD atau wawancara yang akan dipilih 


dengan menggunakan pendekatan purposive random sampling. 


Rincian jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang akan 


dianalisis data capaian IKU-nya dijabarkan di Tabel 3-1 dan Gambar 3-5. 





58 Penjelasan lebih lanjut mengenai metode analisis menggunakan SEM dan AHP akan diuraikan di Bagian 3.6. 
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Tabel 3-1: Jumlah Kantor Wilayah dan KPP Seluruh Indonesia tahun 2018 





























No Kelompok Jumlah Jenis KPP Total 
pulau Kantor WP Khusus Madya Pratama Jumlah 

Wilayah — Besar KPP 

1 Jawa 18 4 9 13 176 202 
2 Sumatra 8 - - 4 67 71 
3 Sulawesi 2 - - 1 25 26 
4 Bali & Nusra 2 - - 1 18 19 
5 Kalimantan 3 - - 1 26 27 
6 Papua & Maluku 1 - - - 7 7 
Jumlah 34 4 9 20 319 352 











Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Gambar 3-5: Grafik Jumlah KPP dalam Enam Kelompok Pulau Tahun 2018 







Sulawesi 
2 Kanwil, 26 KPP 






Kalimantan 
3 Kanwil, 27 KPP 









Sumatra 
8 Kanwil, 71 KPP 


Papua & Maluku 
1 Kanwil, 7 KPP 












Bali & Nusra 
2 Kanwil, 26 KPP 


Jawa 
18 Kanwil, 202 KPP 


Sumber: Penulis, diolah dari Tabel 3-1 
3.4.2 Metode Pengumpulan Data 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya di Subbab 3.2, pendekatan utama dalam 
kajian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif yang diperlukan 
akan diperoleh dari unit kerja yang bertugas melakukan kompilasi dan 
validasi data capaian IKU yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
(Organta) dari seluruh unit kerja vertikal. Data yang diterima merupakan 
data capaian IKU yang tercantum dalam dokumen Nilai Kinerja Organisasi 
(NKO). Dokumen ini menunjukkan konsolidasi dari seluruh perspektif atau 


seluruh realisasi IKU dalam satu peta strategi. Oleh karenanya, NKO 
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digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi.s? Secara 


singkat, teknis pengumpulan data—baik kuantitatif maupun kualitatif— 


dalam penelitian ini diuraikan dalam Tabel 3-2. 


Tabel 3-2: Metode Pengumpulan Data Bahan Kajian 








Pendekatan Teknis Sumber Populasi/sampel 
pengumpulan /Responden 
data 
Kuantitatif — Permintaan data Bagian Organta, Sensus, meliputi data 
metode inti sekunder capaian Sekretariat dari seluruh unit 
IKU berdasarkan — Direktorat Jenderal analisis/populasi—34 
capaian Nilai Pajak Kanwil dan 352 KPP 
Kinerja 
Organisasi (NKO) 
Kualitatif — Wawancara Kepala Bidang Purposive sampling 
metode dan/atau FGD Pemeriksaan 
tambahan Penagihan Intelijen 
dan Penyidikan, dan 
Kepala Seksi 
Pengawasan dan 
Konsultasi II 











Sumber: Penulis 


3.5 Definisi Operasional Variabel 


Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 


yang dapat diamati. Sehingga definisi operasional diberikan kepada variabel 


yang akan diteliti. Secara tidak langsung, definisi operasional juga 


menunjukkan alat pengambil data yang cocok untuk digunakan. Definisi 


Operasional perlu disusun agar konsep atau konstruk yang diuji dapat diamati, 


dan oleh karenanya proses pengukuran dapat dilakukan. Selain itu, 


penyusunan definisi operasional dari variabel yang dikaji akan memberikan 


kesempatan yang sama bagi orang/pihak lain untuk melakukan hal serupa 


sehingga hasil kajian terbuka untuk diuji kembali oleh orang/pihak lain. Atas 





59 Berdasarkan ketentuan dalam KMK/467/2014, dalam penghitungan NKO, capaian empat perspektif dalam 
peta strategi memiliki bobot yang berbeda: stakeholder (25x), customer (15X), internal process (3096), dan 


learning and growth (30x). 
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dasar ini, selain memuat mengenai proses operasionalisasi variabel yang akan 


dikaji, dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai cara pengukurannya. 
3.5.1 Proses Operasionalisasi 


Proses operasionalisasi variabel perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. 
Tahap pertama adalah membuat konstruksi variabel pada tataran 
konseptual (theoretical concept)—misalnya, dalam kajian ini, “penegakan 
hukum'. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan identifikasi 
dari dimensi dari konsep teoritis yang akan diteliti. Sebagai contoh, seperti 
terlihat dalam Gambar 3-6, dimensi dari penegakan hukum misalnya terdiri 


dari pemeriksaan dan penyidikan.5” 


Setelah dimensi dari konstruk ini diidentifikasi, langkah selanjutnya yang 
harus dilakukan adalah memilih indikator yang relevan dengan dimensi 
yang dipilih. Sebagai gambaran, indikator contoh dari kegiatan 
pemeriksaan” adalah “audit coverage ratio sedangkan indikator untuk 
kegiatan “penyidikan” adalah “penyampaian Informasi Data dan Laporan 
Pengaduan (IDLP). 


Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi referensi empiris 
(empirical referents) dari indikator yang dipilih. Dalam konteks ini misalnya, 
referensi empiris dari audit coverage ratio adalah nilai capaian IKU Audit 
Coverage Ratio, sedangkan referensi empiris dari penyampaian IDLP adalah 
nilai capaian IKU Penyampaian IDLP. Dari referensi empiris ini juga 
kuantifikasi pengukuran dapat selanjutnya dilakukan, sehingga variabel 
yang tadinya berada dalam tataran “theoretical concept berubah menjadi 


“empirical concept (kotak paling atas dan paling bawah dalam Gambar 3-6). 


60 Perlu dicatat bahwa dalam menafsirkan hasil penelitian—khususnya dalam penelitian sosial—salah satu hal 
terpenting yang perlu diketahui adalah bagaimana peneliti melakukan operasionalisasi dari konstruk sosial 
yang diteliti. Sangat dimungkinkan atas satu konsep teoritis yang sama (misalnya 'status sosial”) diukur 
dengan dimensi yang berbeda oleh peneliti yang berbeda (misalnya apakah dari status penghasilan, status 
pendidikan, atau status pekerjaan) (untuk diskusi lebih lanjut, lihat misalnya, Sarantakos 2013). 
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Gambar 3-6: Proses Operasionalisasi Variabel Penelitian 


Contoh penerapan: 
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Sumber: Penulis, dimodifikasi dari Sarantakos (2013, hal. 154) 
3.5.2 Nilai Capaian IKU sebagai Referensi Empiris 


Setelah variabel yang sebelumnya berada dalam tataran teoritis 
dioperasionalisasikan menjadi tataran empiris, langkah selanjutnya yang 
perlu dilakukan adalah menentukan skala pengukuran atau parameter. 
Dalam kajian ini, IKU yang menjadi referensi empiris sudah memiliki skala 
pengukuran yang seragam berupa nilai capaian IKU dalam bentuk 
persentase. Seperti diuraikan dalam Tabel 3-3, cara pengukuran nilai capaian 


IKU yang dianalisis dalam kajian ini ditentukan menggunakan formula 
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tertentu, dan seluruhnya merupakan data rasio.” Formula ini menjadi acuan 


untuk menghitung nilai capaian IKU.S? 


Tabel 3-3: Nama, Kode, Tujuan, dan Formula IKU Kepala KPP, 2018 











No NE) Kode Tujuan IKU elu ENI) 
IKU 
1 Persentase la-CP Memantau penerimaan (Realisasi penerimaan 
realisasi pajak dari pembayaran pajak rutin / Realisasi 
penerimaan rutin wajib pajak penerimaan pajak rutin) 
pajak rutin Xx 1004 
2 Persentase 1b-CP Memantau penerimaan (Realisasi penerimaan 
realisasi pajak dari hasil kegiatan — pajak extra effort/ 
penerimaan extra effort Target penerimaan pajak 
pajak extra extra effort) x 1004 
effort 
3 Persentase 2a-CP Meningkatkan kepatuhan (Jumlah total SPT 
tingkat Wajib Pajak Tahunan PPh yang 
kepatuhan disampaikan WP Badan 
formal WP dan OP NK / Jumlah WP 
Badan dan OP Badan dan OP NK 
Non Karyawan terdaftar Wajib SPT 
Tahunan PPh) x 1004 
4 Persentase WP 2b-CP Meningkatkan jumlah ((604 x Jumlah WP 
Badan dan OP basis pembayar pajak Badan dan OP non 
Non Karyawan karyawan yang 
yang melakukan melakukan pembayaran / 
pembayaran Jumlah WP Badan dan 
OP NK terdaftar wajib 
SPT Tahunan) # (404 x 
Jumlah WP Badan dan 
OP NK yang melakukan 


pembayaran dengan 
jumlah tertentu / Jumlah 
WP Badan dan OP NK 
terdaftar wajib SPT 
Tahunan)) 











61 Skala rasio adalah skala pengukuran dengan tingkat presisi tertinggi dibanding skala pengukuran lainnya 
(nominal, ordinal, maupun interval) dan dapat digunakan untuk seluruh jenis operasi matematika ((Hair et al. 
2010). 

62 Dengan kata lain, nilai capaian IKU yang diacu dalam kajian ini adalah perbandingan antara nilai realisasi 
dengan nilai target masing-masing IKU dalam dokumen NKO. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam dokumen 
NKO, terdapat beberapa pembatasan nilai maksimal capaian IKU sebesar 1205. Dalam kasus seperti ini, nilai 
yang akan digunakan dalam analisis adalah nilai aktual perbandingan antara realisasi dengan target. 
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5 Persentase 3a-CP Dengan peningkatan ((rasio kegiatan 
efektivitas penyuluhan dan humas penyuluhan x 1004) x 
kegiatan akan menunjang 504) 4 (rasio perubahan 
penyuluhan peningkatan pendapatan, perilaku x 5096) 

peningkatan kepercayaan 
stakeholder, dan 
peningkatan kepatuhan 
Wajib Pajak menuju 
pengamanan pendapatan 
negara 

6 Persentase 4a-CP Meningkatkan akurasi (Jumlah realisasi e-Filing 
penyampaian data Wajib Pajak dan / Jumlah Wajib Pajak 
SPT melalui e- memudahkan wajib pajak sasaran e-Filing) x 1004 
Filing dalam menyampaikan 

SPT Tahunan PPh 

7 Persentase 4b-N Meningkatkan pelayanan (Jumlah realisasi 
realisasi kepada Wajib Pajak penyelesaian layanan 
pemenuhan unggulan tepat waktu / 
layanan Jumlah permohonan 
unggulan tepat layanan unggulan) x 
waktu 10046 

8 Persentase WP 5a-CP Mengoptimalkan Realisasi WP Baru yang 
baru hasil penerimaan pajak dari melakukan pembayaran / 
ekstensifikasi Wajib Pajak baru Target WP Baru yang 
yang melakukan melakukan pembayaran) 
pembayaran Xx 1004 

9 Persentase 6a-CP Dengan meningkatnya (Persentase atas LHP2DK 
himbauan SPT pengawasan yang SPT Tahunan 
yang selesai dilakukan oleh AR x 504) # (Persentase atas 
ditindaklanjuti terhadap wajib pajak LHP2DK SPT Masa 

melalul penerbitan x.5096) 
himbauan SPT yang 

selesai ditindaklanjuti, 

diharapkan akan 

mendorong optimalisasi 
penerimaan pajak 

10 Persentase 6b-N Meningkatkan jumlah (Jumlah realisasi usulan 
realisasi usulan bahan baku pemeriksaan riksus / Jumlah target 
riksus yang khusus usulan riksus) x 1004 
disetujui 

11 Auditcoverage — 7a-CP Untuk meningkatkan ((EWP Badan diperiksa / 


ratio 


kepercayaan 
stakeholders dan 
kepatuhan wajib pajak 
agar dapat menunjang 
penerimaan negara 


2WP Badan terdaftar 
wajib SPT / x) x 508) # 
((EWP OP diperiksa / #WP 
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melalui efektivitas OP terdaftar wajib SPT / 
tindakan pemeriksaan y) x 502)? 

12 Persentase SKP  7b-CP Untuk meningkatkan (Jumlah SKP yang tidak 
yang tidak kualitas pemeriksaan diajukan keberatan / 
diajukan pajak dalam menunjang Jumlah SKP yang 
keberatan penerimaan negara diterbitkan) x 1004 

melalui tindakan 
pemeriksaan yang efektif 

13 Persentase 8a-N IKU ini bertujuan untuk (Usulan Gelar Perkara 
penyelesaian memastikan usulan yang selesai / Usulan 
usulan gelar penyanderaan dari KPP Gelar Pe64rkara yang 
perkara terhadap Wajib diterima) x 1004 
penyanderaan Pajak/Penanggung Pajak, 

sudah dilakukan gelar 
perkara di Kantor 
Wilayah DJP yang 
dibuktikan dengan Berita 
Acara Gelar Perkara 

14 Persentase 9a-N Untuk meningkatkan (Realisasi Penyampaian 
penyampaian efektivitas peranan KPP IDLP ke Kantor Wilayah / 
IDLP: dalam mendukung Target penyampaian IDLP 

proses penegakan hukum ke Kantor Wilayah) x 
yang dilakukan oleh 10046 
Kantor Wilayah 

15 Persentase 10a-N Untuk menyediakan data (Jumlah data yang telah 
penyediaan data perpajakan yang akurat disediakan / Jumlah data 
potensi dan lengkap dan yang direncanakan untuk 
perpajakan memunculkan semangat disediakan) x 1004 

sinergi antar unit kerja 

16 Persentase 10b-N Dengan pengemasan (Jumlah SPT yang 
pengemasan dokumen SPT yang dikemas tepat waktu / 
dokumen SPT efektif akan mendukung — Jumlah SPT yang 
yang akan pengolahan SPT yang seharusnya dikemas) x 
dikirim lebih optimal 10046 
ke/diambil oleh 
PPDDP/KPDDP 
tepat waktu 











63 x - target ACR WP Badan, y - target ACR WP OP. Keduanya ditentukan Kantor Pusat. 


64 Di level Kanwil, nama IKU yang terkait adalah persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh 
Kejaksaan (P-21). Formula dari IKU ini: (2 berkas perkara yang berstatus P-21 #? perkara yang diselesaikan 
melalui pasal 44B UU KUP / 2 Target penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) x 10045 
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17 Persentase 1lla-N Meningkatkan kualitas (Persentase pegawai 
pegawai yang dan kinerja pegawai yang memenuhi standar 
memenuhi melalui peningkatan jamlat tatap muka x 
standar jam kapasitas sesuai tugas 704) 4 (Persentase 
pelatihan dan fungsi untuk pegawai yang memenuhi 

mendorong produktivitas standar jamlat e-learning 
pegawai Xx 3056) 

18 Persentase 12a-N Meningkatkan efektivitas (Realisasi poin unsur 
Efektifitas Dialog pengelolaan kinerja penilaian DKO dan 
Kinerja organisasi dan risiko Pemantauan Rencana 
Organisasi dan Aksi / Jumlah poin 
Pemantauan maksimal unsur penilaian 
Rencana Aksi DKO dan Pemantauan 

Rencana Aksi) x 1004 

19 Persentase 13a-N IKU ini bertujuan untuk 1904 x (4 penyerapan 
kualitas mengukur optimalisasi anggaran atas pagu neto 
pelaksanaan pengelolaan anggaran X9) 4 (4 pencapaian 
anggaran keluaran riil x 3296) 4 (2 

efisiensi x 4246) 4 (4 
konsistensi x 1796)| # 
(104 x (Nilai Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
dari DJPB)J 





Keterangan: Penjelasan lebih detil mengenai formula IKU untuk IKU 6a-CP, na-N, dan 13a- 
N dapat dilihat pada Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-67/PJ/2018 hal 
Penyampaian Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two sampai 
dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal tahun 2018 dan nomor S-263/PJ/2018 hal 
Revisi Surat Direktur Jenderal Pajak S-67/PJ/2018 tentang Penyampaian 
Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two sampai dengan 





Kemenkeu-Five Unit Vertikal Tahun 2018 dan Addendum Kontrak Kinerja pada 
Jabatan yang Terdampak Revisi IKU dan Manual IKU Tahun 2018. 


Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


3.5.3 Validitas Pengukuran 


Hal yang perlu dipertimbangkan terkait penggunaan nilai capaian IKU 
sebagai referensi empiris pengukuran adalah isu validitas. Dalam penelitian, 
validitas sering dikaitkan dengan instrumen atau alat ukur. Suatu instrumen 


atau alat ukur penelitian dikatakan valid jika alat tersebut memang dapat 
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mengukur apa yang hendak diukur (Babbie 2010).95 Sebagai contoh, sebuah 
pengukuran kelas sosial harus mengukur kelas sosial, bukan orientasi 
politik. Menurut Babbie (2010), terdapat tiga jenis validitas: (i) validitas 
permukaan (face validity), (ii) validitas kriteria (criterion-related validity), 


dan (iii) validitas konstruk (construct validity). 


Face validity merupakan jenis validitas yang paling mudah digunakan karena 
tingkat konsep yang hendak diukur kurang abstrak dan sederhana, sehingga 
tidak memerlukan penjabaran yang rumit untuk dioperasionalkan. Dalam 
kajian ini, penggunaan nilai tunggal capaian IKU audit coverage ratio untuk 
mengukur variabel sasaran strategis “pemeriksaan yang efektif adalah 
contoh penerapan validitas permukaan. Criterion-related validity merupakan 
validitas yang lebih rumit dari face validity karena disusun berdasarkan 
beberapa indikator. Misalnya, variabel “penegakan hukum', sebagaimana 
diuraikan sebelumnya dalam Gambar 3-6 adalah merupakan contoh dari 
penerapan validitas kriteria karena menggunakan dua indikator: 


pemeriksaan dan penagihan. 


Selanjutnya, validitas yang paling kompleks kriterianya adalah validitas 
konstruk. Disebut kompleks karena hubungan antar indikator yang 
menyusunnya harus didasarkan hubungan yang logis atau pada teori yang 
sudah mapan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
jenis validitas pengukuran yang digunakan dalam kajian ini adalah face 
validity. Permasalahan mengenai vailidtas pengukuran penting untuk 
dipahami dari awal mengingat dalam konteks pengukuran kinerja, apa yang 
dalam praktik dapat kita ukur seringkali sangat berbeda dengan apa yang 
ingin kita ukur (Marr 2008). Untuk memudahkan pemahaman mengenai hal 


ini, ilustrasi mengenai kesenjangan antara apa yang ingin diukur dengan apa 


65 Sekilas, penjelasan ini tampak aneh mengingat peneliti tentu akan mengukur apa yang ingin diukur. Namun 
demikian, pengertian ini dibuat untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dalam kajian-kajian ilmu 
sosial. Berbeda dengan penelitian ilmu pasti (natural science) yang obyek penelitiannya bersifat konkret dan 
nyata (misalnya, panas, berat, luas—ketiganya memiliki alat ukur yang standar), obyek penelitian sosial 
umumnya bersifat abstrak dan bisa memiliki makna yang luas, misalnya “kepatuhan pajak' (seperti yang 
telah diuraikan sebelumnya di Bagian 2.2.1). 
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yang dapat diukur dari sebuah konstruksi variabel dapat dilihat di Gambar 
3-7: 
Gambar 3-7: Tantangan dalam Menentukan Validitas Pengukuran Kinerja 


Kotak hitam "kepatuhan pajak' 






Apa yang Face value validity ! 
ingin kita 
'ukur' 
Apa yang 
dapat kita 
'ukur' 


Sumber: Dimodifikasi dari Marr (2008) 


3.6 Metode Analisis Data 


Bagian ini akan menjelaskan metode analisis data yang akan digunakan oleh 
pengkaji/peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang sudah ditetapkan. 
Untuk pendekatan kuantitatif, alat analisis yang digunakan 
mempertimbangkan sifat dari variabel yang diuji. Untuk pendekatan 


kualitatif, analisis data disesuaikan tujuan penelitian, dan jenis data. 
3.6.1 Structural Eguation Modeling (SEM) 


Kajian ini mengadopsi pendekatan “theoretical testing untuk mengevaluasi 
apakah kegiatan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 
Kerangka konsep teoritis yang diuji disini adalah peta strategi. Terkait hal 
ini, pendekatan Structural Eguation Modeling (SEM)—didefinisikan sebagai 
sebuah teknik statistik untuk menentukan, memperkirakan, dan 
mengevaluasi model hubungan linier di antara seperangkat variabel yang 
diamati (Shah and Goldstein 2006)—dianggap sebagai pendekatan yang 


tepat untuk digunakan. 


Alasannya, SEM merupakan alat untuk “konfirmasi (confirmatory tool) dari 
pada alat untuk “ekplorasi (exploratory tool) dari teori atau konsep (Gefen 
et al. 2000, Kline 2005). Sebagai sebuah teknik a priori untuk menentukan 


pola hubungan linier antara seperangkat variabel secara simultan, daripada 
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untuk 'menemukan' model yang sesuai (Shah and Goldstein 2006), SEM 
dianggap alat statistik yang dianggap tepat dan kuat untuk menguji teori 
atau konsep (Steenkamp and Baumgartner 2000, Hair et al. 2010, Blunch 


2013). 


Alasan utama lainnya mengapa kajian ini menggunakan pendekatan SEM 
adalah karena data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data non- 
eksperimental. Dalam konteks ini, beberapa penulis menilai bahwa SEM 
adalah alat yang tepat untuk melakukan pengujian data non-eksperimental 
(Kline 2005, 201, Blunch 2013). Karena dianggap sulit untuk mengamati 
hubungan 'sebab-akibat' dalam penelitian non-eksperimental (Gefen et al. 
2000),”8 pendekatan yang digunakan dalam SEM memungkinkan peneliti 
untuk mengamati kovariasi antara dua variabel sebagai indikasi 
kemungkinan penjelasan hubungan sebab-akibat (Hair et al. 2010), dan 
sekaligus untuk mengidentifikasi urutan waktu kejadian, yaitu apakah 
perubahan satu variabel juga diikuti oleh perubahan variabel yang lain 
(Blunch 2013). Menggunakan covarians sebagai esensi statistik, metode 
SEM menekankan pentingnya memahami pola korelasi antara satu set 
variabel, dan menggambarkan sebanyak mungkin variance mereka dengan 


model yang diuji (Kline 2005). 


66 Hubungan kausalitas, dalam pengertian yang paling ketat, jarang ditemukan (Hair et al. 2010). Karena tidak 





mungkin untuk mengesampingkan semua variabel lain dalam pengamatan variabel penelitian, menurut 
Blunch (2013, hal. 15) peneliti "tidak pernah dapat membuktikan sebuah hubungan sebab akibat". Karena 
peneliti hanya dapat memeriksa bahwa " variabel-variabel yang diamati berubah bersamaan dengan cara 
tertentu ” (the variables co-occur in a certain way), yang dapat dilakukan peneliti adalah membuat 
pernyataan bahwa sebuah hubungan sebab-akibat 'mungkin terjadi' (probable) (Field 2013, hal. 16). Lebih 
lanjut, menurut Privitera (2013), hubungan sebab akibat hanya dapat ditunjukkan dengan mengadopsi 
desain penelitian eksperimental dan, oleh karena itu, istilah 'kausalitas' harus digunakan dengan 
pertimbangan mendalam dalam penelitian non-eksperimental (Blunch 2013). 


67 Penting untuk dicatat bahwa untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal, pengamatan harus dilakukan 
secara terpisah kondisi di mana semua variabel penjelasan potensial lain dari pengamatan dihilangkan 
(Gefen et al. 2000: Blunch 2013). Misalnya, dalam kasus perubahan harga BBM yang menyebabkan 
perubahan harga pakaian dan harga sayuran. Jika fokus pengamatan peneliti hanya terbatas pada harga 
pakaian dan sayuran, peneliti tersebut pasti akan terkecoh mengenai kausalitas antara keduanya. Namun 
demikian, diakui bahwa untuk menghilangkan semua penjelasan yang mungkin dalam suatu model, 


terutama pada penelitian non-eksperimental penelitian, dalam praktif hampir tidak mungkin (Blunch 2013). 
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Kerangka konsep bagaimana SEM dapat menguji seluruh hubungan 
kausalitas antar variabel IKU dalam peta strategi secara simultan 


ditunjukkan dalam Gambar 3-8.58 


Gambar 3-8: Kerangka Konsep Penerapan Pendekatan SEM 
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Keterangan: SP merepresentasikan IKU di perspektif stakeholder, CP merepresentasikan 
IKU di perspektif customer, IP merepresentasikan IKU di perspektif internal 
process, LG merepresentasikan IKU di perspektif learning & growth. Dalam 
model ini ada 64 hubungan regresi yang dianalisis secara simultan. 


Sumber: Penulis, diolah dari Gambar 2-9 dan Tabel 2-14. 


68 Analisis SEM pada dasarnya adalah analisis multivariat yang kompleks karena melibatkan analisis secara 
simultan sejumlah variable dependen dan independen yang saling terhubung dalam sebuah model. Meski 
demikian, secara esensi penggunaan istilah variabel dependen dan independen dalam SEM tidak tepat 
karena sebuah variabel independen dapat menjadi variabel dependen dalam hubungan kausalitas yang lain 
(Hair et al. 2010). 
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3.6.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) 


ALTERNATIVE | Meningkatkan ACR kualitas pemeriksaan penyelesaian usulan gelar 


Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah cara yang terorganisir 
untuk membuat keputusan dengan menghasilkan prioritas melalui 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) (Saaty 2008). Secara lebih 
teknis, AHP adalah sebuah metode berbasis multi-criteria decision making 
(MCDM) yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang 
komplek tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan 
yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap 
variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki 
prioritas paling tinggi dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan (Alessio 
and Ashraf 2009). Mengingat input utama dari AHP adalah persepsi manusia 
(Alessio and Ashraf 2009), metode ini akan digunakan untuk melakukan 


analisis data kualitatif yang dikumpulkan pada tahap kedua (lihat Gambar 
3-9). 


Gambar 3-9: Kerangka Konsep Penerapan Metode AHP 
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Sumber: Penulis 


Secara konsep, metode AHP akan digunakan untuk mendapatkan jawaban 
terkait pertanyaan mengenai pilihan kebijakan apa saja (area level 3 di 
Gambar 3-9) dalam area penegakan hukum yang perlu diprioritaskan untuk 


meningkatkan kepatuhan pajak, berdasarkan beberapa prinsip pemajakan 
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yang relevan dengan aspek penegakan hukum (area level 2 di Gambar 3-9).59 


Metode ini akan diterapkan dengan menggunakan software Expert Choice. 


3.7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kajian Akademis 


Kegiatan penyusunan akadamis ini direncanakan untuk diselesaikan dalam 
6 bulan. Dimulai pada bulan Juli 2019, kegiatan yang akan dilakukan oleh 
tim pengkaji adalah penulisan studi pustaka terkait dengan topik kajian, 
dengan alokasi waktu satu bulan. Selanjutnya tim pengkaji akan melakukan 
pengumpulan data pada bulan Agustus 2019. Mengingat ini adalah fase 
pertama, data yang dikumpulkan di fase ini adalah data kuantitatif. Untuk 
fase kedua, pengumpulan data akan dilakukan pada bulan Oktober 2019, 
setelah sebagian besar hasil analisis data kuantitatif diperkirakan bisa 
diketahui pada akhir bulan September. Tim pengkaji akan melakukan 
analisis data selama dua bulan, dimulai bulan September untuk data 


kuantitatif dan bulan Oktober untuk data kualitatif. 


Tabel 3-4: Lini Masa Kegiatan 


Jenis kegiatan Juli Agus. Sept. Okt. Nop. Des. 





Studi pustaka 





Pengumpulan data 





Analisis data 





Penulisan laporan 








Seminar hasil kajian 











Penyempurnaan laporan 





Kegiatan penulisan draft laporan dimulai pada bulan Agustus 2019 dan 
ditargetkan untuk diselesaikan pada bulan Nopember 2019, sebelum 
dilakukan kegiatan seminar hasil kajian. Tim pengkaji melakukan finalisasi 
laporan kajian akademis pada bulan Desember 2019 dengan 


mempertimbangkan usulan perbaikan dan masukan dari hasil seminar 


69 Karena masih bersifat proposal, dimensi yang ada di level 2 ini bersifat tentatif dan oleh karenanya dapat 
berubah sesuai perkembangan studi pustaka. 
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kajian. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian akademis dapat dilakukan 


pencetakan pada akhir bulan Desember 2019. 


3.8 Kesimpulan 


Bagian ini telah membahas secara lebih detil rencana dan prosedur penelitian 
yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh jawaban sesuai dengan tujuan 
penelitian. Kajian ini mengadopsi pendekatan pragmatisme sebagai 
paradigma penelitian. Paradigma pragmatism dalam penelitian ini 
diimplementasikan dengan penggunaan mixed-methods. Lebih spesifik, 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan “YUANTb»gual. Data 
kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sensus karena 
menggunakan data dari seluruh populasi, baik di level Kanwil (N-34) maupun 
di level KPP (N—352). Sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah data 
hasil FGD dari unit kerja yang dipilih secara purposive random sampling. 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini didefinisikan dalam beberapa 
tahapan, yang dimulai dari tataran konseptual sampai pada tataran IKU 
referensi empiris. Metode statistik utama yang digunakan dalam kajian ini 
adalah SEM, yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. 
Selanjutnya, sebagai pelengkap, metode AHP akan digunakan untuk 
menganalisis data kualitatif. Bagian ini ditutup dengan uraian mengenai 


kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan pembuatan kajian. 


Selanjutnya, di bagian selanjutnya akan dibahas mengenai proses dan hasil 


analisis dari data kuantitatif dan kualitatif yang sudah dikumpulkan. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 


4.1 Pendahuluan 


Bab sebelumnya membahas secara detil mengenai jenis penelitian, data yang 
digunakan, operasionalisasi variabel, dan metode analisis yang digunakan. 
Selanjutnya, bagian ini akan membahas hasil analisis dari dua pendekatan 
yang digunakan. Sebagai pendekatan utama, pendekatan kuantitatif akan 
dijabarkan secara mendalam dalam tiga bagian. Dimulai dari statistik 
deskriptif di Subbab 4.2, uraian detil mengenai penerapan pendekatan 
Structural Eguation Modeling (SEM) untuk menganalisis data capaian IKU 
dijabarkan di Subbab 4.3. Pembahasan lebih dalam mengenai hasil analisis 
SEM akan diuraikan di Subbab 4.4. Selanjutnya, sebagai manifestasi 
pendekatan “OUANDgual yang diadopsi dalam kajian ini, uraian rinci 
mengenai penerapan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
dijabarkan di Subbab 4.5. Bagian ini akan ditutup dengan diskusi mengenai 
hasil analisis dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif di Subbab 4.6 dan 
ditutup dengan kesimpulan di Subbab 4.7. 


4.2 Statistik Deskriptif 


Bagian ini menggambarkan data capaian IKU secara umum, meliputi nilai 
minimal, nilai maksimal, dan rata-rata capaian IKU. Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya di Subbab 3.4.1, terdapat dua kelompok data kuantitatif yang 
diuji di kajian ini. Kelompok pertama adalah level Kanwil sejumlah 34 set data 
unit kerja, dijabarkan di Subbab 4.2.1. Kelompok kedua adalah level KPP 


sejumlah 352 set data unit kerja, diuraikan di Subbab 4.2.2. 
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4.21 Capaian IKU Kanwil Tahun 2018, N-34 


Untuk level Kanwil, terdapat 19 data capaian IKU dari 34 unit kerja yang 


dianalisis.” Seperti terlihat dalam Tabel 4-1, nilai rata-rata hampir seluruh 


IKU tercapai diatas 10096, kecuali untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan 


Pajak Rutin yang secara rata-rata hanya tercapai 87.5”0 dan IKU Persentase 


hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) yang 


tercapai 97.5”0. Di level Kanwil, rata-rata capaian IKU tertinggi adalah IKU 


Persentase Penagihan Aktif dengan Penyanderaan yang mencapai 64550. 


Variasi distribusi frekuensi dari capaian masing-masing IKU dapat dilihat di 


Lampiran 3. 


Tabel 4-1: Rata-Rata Capaian IKU Kanwil Tahun 2018, N-34 


























Deskripsi IKU Kode Min. Max. Mean Kp) 

1 Persentase realisasi penerimaan 1la-CP 75.85 102.16 87.50 7.12 
pajak rutin 

2 Persentase realisasi penerimaan 1b-CP 62.82 142.42 102.09 20.92 
pajak extra effort 

3 Persentase tingkat kepatuhan 2a-CP 75.91 146.89 106.87 17.57 
formal WP Badan dan OP Non 
Karyawan 

4 Persentase WP Badan dan OP 2b-CP 65.65 183.26 104.15 22.13 
Non Karyawan yang melakukan 
pembayaran 

5 Persentase efektivitas kegiatan 3a-CP 109.10 159.25 141.99 10.34 
penyuluhan 

6 Tingkat efektivitas pelayanan, 3b-N 0.00 112.85 103.02 18.44 
penyuluhan, dan kehumasan 

7 Persentase penyampaian SPT 4a-CP 93.15 112.99 105.10 4.83 
melalui e-Filing 

8 Persentase tindak lanjut 4b-N - - - - 
pengaduan pelayanan 
perpajakan 





70 Merujuk pada Tabel 4-1, pada tahun 2018 terdapat 20 IKU di Peta Strategi level Kanwil. Namun demikin, 
terdapat satu IKU yang dikeluarkan dari analisis karena IKU dimaksud bersifat insidentil sehingga tidak 
semua Kanwil melaporkan capaian IKU tersebut (i.e. IKU Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan 


perpajakan). 
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Persentase WP baru hasil 
ekstensifikasi yang melakukan 
pembayaran 


5a-CP 


85.70 


143.39 


113.64 


13.05 





10 


Persentase himbauan SPT yang 
selesai ditindaklanjuti 


6a-CP 


85.30 


138.66 


109.65 


13.89 





11 


Audit coverage ratio 


7a-CP 


103.80 


197.45 


144.74 


27.34 





12 


Persentase SKP yang tidak 
diajukan keberatan 


7b-N 


103.99 


114.30 


111.79 


2.31 





13 


Persentase penagihan aktif 
dengan penyanderaan 


8a-CP 


100.00 


1300.00 


644.69 


316.63 





14 


Persentase penyelesaian 
keberatan tepat waktu 


9a-N 


113.13 


166.67 


152.58 


16.46 





15 


Persentase SK Keberatan dan 
Non Keberatan Pasal 36 ayat (1) 
b yang tidak diajukan upaya 
hukum selanjutnya 


9b-N 


62.68 


211.40 


136.66 


34.82 





16 


Persentase hasil penyidikan yang 
telah dinyatakan lengkap oleh 
Kejaksaan (P21) 


10a-CP 


0.00 


233.33 


97.46 


47.37 





17 


Persentase penyediaan data 
potensi perpajakan 


1la-N 


100.00 


666.67 


171.99 


119.63 





18 


Persentase pegawai yang 
memenuhi standar jam pelatihan 


12a-N 


105.43 


138.59 


125.21 


8.57 





19 


Persentase Efektivitas Dialog 
Kinerja Organisasi dan 
Pemantauan Rencana Aksi 


13a-N 


105.88 


117.65 


116.20 


2.03 





20 


Persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran 


14a-CP 


87.29 


115.06 


104.34 


5.47 








Keterangan: “) kode tambahan S, C, IP, dan LG merujuk pada perspektif dimana IKU 
tersebut berada. S- stakeholder, C - customer, IP - internal process, LG - learning & 
growth 





Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Untuk mendapatkan gambaran secara visual mengenai nilai-rata capaian IKU 


di level Kanwil, nilai rata-rata di Tabel 4-1 ditampilkan secara berurutan 


nilainya dalam Grafik 4-1. Seperti terlihat di dalam grafik tersebut, terdapat 2 


IKU dengan capaian kurang dari 100Y6 (kode IKU 1a dan 10a), sedangkan nilai 


terbesar adalah IKU dengan kode 8a. 
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Grafik 4-1: Rata-Rata Capaian IKU Kanwil Tahun 2018, N-34 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, Sa - WP baru eksten 
membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - penagihan aktif dengan 
penyanderaan, 9a - penyelesaian keberatan tepat waktu, 9b - penyelesaian keberatan dan non-keberatan tanpa 
upaya hukum lanjutan, 10a - hasil penyidikan P21, 11a - penyediaan dapot perpajakan, 12a - jamlat pegawai, 
13a - efektivitas DKO, 14a - kualitas pelaksanaan anggaran 











Sumber: Tabel 4-1 


Secara garis besar dapat dikatakan bahwa IKU yang ada dalam peta strategi 
Kanwil secara umum cukup menantang untuk dicapai. Data capaian IKU 
level Kanwil ini selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan 


pendekatan SEM, dan akan dijabarkan dalam Subbab 4.3.1. 


4.2.2 Capaian IKU KPP Tahun 2018, N-352 


Seperti halnya di level Kanwil, terdapat 19 data capaian IKU yang dianalisis 
untuk level KPP. Di level ini, data capaian IKU dikumpulkan dari 352 unit 
kerja. Jumlah unit merupakan jumlah KPP di seluruh Indonesia. Seperti 
terlihat di Tabel 4-2, selain IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin, 
seluruh rata-rata capaian IKU di level KPP memiliki nilai capaian diatas 
1006. Bahkan, nilai rata-rata capaian IKU Penyediaan Data Potensi 
Perpajakan mencapai 45196. Secara umum, capaian IKU di level KPP 
memiliki distribusi frekuensi yang cukup bervariasi. Visualisasi dari 


distribusi capaian IKU level KPP dapat dilihat di Lampiran 4. 
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Tabel 4-2: Rata-Rata Capaian IKU KPP Tahun 2018, N-352 












































NETMENI KU) Kode" Min. Max. Mea Kp) 
n 

1 Persentase realisasi penerimaan Sla CP D7 171.0 86.8 13.4 
pajak rutin 

2 Persentase realisasi penerimaan S1b CP 30.1 247.6 108.6 32.5 
pajak extra effort 

3 Persentase tingkat kepatuhan formal C2a CP 49.7 2294 106.5 25.8 
WP Badan dan OP Non Karyawan 

4 Persentase WP Badan dan OP Non C2b CP 41.3 286.2 106.5 29.7 
Karyawan yang melakukan 
pembayaran 

5 Persentase efektivitas kegiatan IP3a CP 87.7 510.0 155.9 50.2 
penyuluhan 

6 Persentase penyampaian SPT melalui  IP4a CP 75.6 145.1 105.4 10.7 
e-Filing 

7 Persentase realisasi pemenuhan IP4b N 86.6 128.4 1000 1.9 
layanan unggulan tepat waktu 

8 Persentase WP baru hasil IPSa CP 38.1 315.6 119.2 27.6 
ekstensifikasi yang melakukan 
pembayaran 

9 Persentase himbauan SPT yang IP6a CP 13.0 390.0 112.6 44.5 
selesai ditindaklanjuti 

10 Persentase realisasi usulan riksus IPeb N 0 637.5 161.3 99.7 
yang disetujui 

11 Audit coverage ratio IP7a CP 54.8 294.9 143.8 41.3 

12 Persentase SKP yang tidak diajukan IP7b CP 90.2 118.1 112.5 3.6 
keberatan 

13 Persentase penyelesaian usulan gelar IP8a N 0 600.0 143.3 76.5 
perkara penyanderaan 

14 Persentase penyampaian IDLP IP9a N 0 766.7 129.9 69.3 

15 Persentase penyediaan data potensi IP1Oa N 12.5 6,245.0 451.0 656.8 
perpajakan 











71 Terdapat 1 KPP dengan nilai capaian IKU negatif. Untuk kepentingan analisis, nilai tersebut dikonversi 
menjadi nol. 
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16 Persentase pengemasan dokumen IP1ob N 19.8 110.6 1021 9.5 
SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh 
PPDDP/KPDDP tepat waktu 





17 Persentase pegawai yang memenuhi LGlla N 95.6 142.9 128.3 11.5 
standar jam pelatihan 





18 Persentase Efektifitas Dialog Kinerja LG12a N 94.1 142.9 1166 3.3 
Organisasi dan Pemantauan Rencana 
Aksi 





19 Persentase kualitas pelaksanaan LG13a N 78.6 118.8 1026 5.2 
anggaran 








Keterangan: “) kode tambahan S, C, IP, dan LG merujuk pada perspektif dimana IKU 
tersebut berada. S- stakeholder, C - customer, IP - internal process, LG - learning & 
growth 








Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Seperti sebelumnya, untuk memudahkan perbandingan secara visual, data 
rata-rata capaian IKU di Tabel 4-2 dirubah dalam format grafik sebagaimana 
ditunjukan dalam Grafik 4-2. Seperti terlihat dalam grafik, nilai rata-rata 
capaian IKU KPP pada tahun 2018 hampir seluruhnya diatas 10096 kecuali 


untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin. 


Grafik 4-2: Rata-Rata Capaian IKU KPP Tahun 2018 Level Nasional, N-352 


460 
410 
360 
310 
260 
210 
160 


“| pa 


-40 la 4b 10b 13a 4a 2a 2b 1b 7b 6a 12a Sa 1la 9Ya 8a 7a 3a 6b 10a 


Capaian IKU (96) 


b Aa hb 
2 ia) 





Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, 9a - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran 











Sumber: Tabel 4-2 
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Nilai rata-rata capaian IKU sebagaimana ditampilkan di Tabel 4-2 dan 
diilustrasikan di Grafik 4-2 adalah untuk level nasional, yang mencakup 352 
KPP. Mengingat kondisi geografis dan karakteristik sosial ekonomi yang 
heterogen,”? penulis memandang perlu untuk membagi level analisis dalam 
enam kelompok pulau utama. Kelompok pulau ini meliputi: i) Jawa - 202 
KPP, ii) Sumatra — 71 KPP, iii) Sulawesi - 26 KPP, iv) Bali & Nusa Tenggara - 
19 KPP: v) Kalimantan — 27 KPP, dan vi) Papua dan Maluku — 7 KPP. 


Terkait hal tersebut, data rata-rata capaian IKU KPP dihitung berdasarkan 
kategori dimaksud dan hasilnya ditampilkan di Tabel 4-3. 


Tabel 4-3: Komparasi Nilai Rata-Rata Capaian IKU KPP tahun 2018 



























































No  KodeIKU Nasional Jawa Sumatra Sulawesi Bali & Kalimantan Papua & 
urut (N-352) (N-202) — (N-71) (13) Nusra (N-27) Maluku 

(Ni) (N-7) 
1 Sla CP 86.8 88.9 83.1 81.2 89.2 87.0 74.9 
2 S1b CP 108.6 106.5 107.6 119.5 116.8 112.0 104.0 
3 C2a CP 106.5 105.8 107.8 107.2 113.5 106.7 91.6 
4 C2b CP 106.5 106.3 103.3 105.9 121.2 111.6 90.3 
5 IP3a CP 155.9 163.3 143.6 165.6 131.6 134.1 180.2 
6 IP4a CP 105.4 104.7 105.6 111.8 101.4 106.4 109.5 
7 IP4b N 99.9 100.1 99.9 99.4 98.5 99.6 100.0 
8 IPSa CP 119.2 124.0 110.9 113.0 126.1 106.6 119.0 
9 IP6a CP 112.6 112.4 121.4 98.1 112.3 103.7 117.4 
10 IPeb N 161.3 168.3 138.7 149.9 204.9 174.7 62.9 
11 IP7a CP 143.8 150.8 129.9 130.6 168.3 132.8 108.2 
12 IP7b CP 112.5 112.0 113.2 114.1 113.0 111.4 114.6 
13 IP8a N 143.3 155.3 136.4 150.0 100.0 124.9 28.6 
14 IP9a N 129.9 133.7 124.8 113.6 105.3 134.1 181.0 
15 IP10a N 451.0 468.3 391.1 436.1 212.8 670.6 415.4 
16 IP10Ob N 102.1 103.1 100.9 103.3 103.3 98.4 89.9 
17 LG1la N 128.3 128.6 127.4 128.7 134.0 124.4 126.6 
18 LG12a N 116.6 116.7 116.8 116.6 115.7 115.8 117.7 
19 LG13a N 102.6 102.3 104.6 102.8 102.2 100.2 103.3 














72 Sebagai gambaran, misalnya Pulau Jawa yang hanya memiliki 6,59 persen dari total luas daratan Indonesia 
tetapi dihuni oleh lebih dari 53 persen populasi. Heterogenitas ini juga tercermin dari data yang 
menunjukkan bahwa 57,5 persen dari produk domestik bruto Indonesia (PDB) dihasilkan di Jawa (BPS 2013). 
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Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Merujuk pada Tabel 4-3, secara umum dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata 
capaian IKU KPP di beberapa pulau utama mengikuti pola yang terjadi 
secara nasional. Beberapa pengecualian terjadi untuk nilai rata-rata capaian 
IKU Persentase Usulan Riksus yang Disetujui dan IKU Persentase 
penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan untuk KPP di Papua 
Maluku. Dua IKU ini memiliki deviasi nilai yang relatif signifikan 
dibandingkan dengan nilai untuk IKU yang sama di level Nasional maupun 


pulau lainnya. 


Untuk mempermudah komparasi secara visual, data rata-rata capaian IKU 
di Tabel 4-3 dikonversi menjadi grafik dan ditampilkan dalam Grafik 4-3. 
Merujuk pada grafik dimaksud, secara visual dapat dilihat bahwa nilai rata- 
rata capaian IKU Persentase Usulan Riksus yang Disetujui dan IKU 
Persentase penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan untuk KPP di 
Papua Maluku memang tidak mengikuit pola yang ada di level nasional 


maupun kategori KPP di pulau utama lainnya. 


Grafik 4-3: Komparasi Rata-rata Capaian IKU tahun 2018, 6 Pulau Utama 
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Keterangan: 1 - penerimaan pajak rutin, 2 - penerimaan pajak extra effort, 3 - kepatuhan formal, 4 - kepatuhan 
material, 5 - efektivitas kegiatan penyuluhan, 6 - penyampaian SPT e-filing, 7 - layanan unggulan tepat waktu, 8 
- WP baru eksten membayar, 9 - himbauan SPT (SP2DK), 10 -— usulan riksus disetujui, 11 - ACR, 12 - SKP non- 
keberatan, 13 - usulan gelar perkara penyanderaan, 14 - penyampaian IDLP, 15 - penyediaan dapot perpajakan, 
16 - pengemasan dokumen SPT, 17 - jamlat pegawai, 18 - efektivitas DKO, 19 - kualitas pelaksanaan anggaran, 
m - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Tabel 4-3, diolah penulis 
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Perlu dicatat bahwa selain kondisi geografis dan sosial ekonomi yang 
heterogen, data yang ada pada level KPP dapat dikategorikan lagi dari sisi 
kontribusinya terhadap penerimaan.? Atas pertimbangan ini, di bagian 
selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi KPP berdasarkan kelompok 


proporsi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak. 
4.2.3 Klasifikasi Kontribusi Penerimaan Pajak Tahun 2018 


Di banyak negara, sebagian kecil Wajib Pajak berkontribusi yang signifikan 
terhadap total penerimaan pajak (Basri et al. 2019). Kondisi yang sama terjadi 
di Indonesia. Seperti terlihat dalam Grafik 4-4, 50 persen dari total 
penerimaan pajak pada tahun 2018 dikontribusikan oleh hanya 1 KPP.74 


Total penerimaan pajak pada tahun 2018 adalah Rp 1,302.7 triliun. 


Menggunakan prinsip Pareto',75 terlihat bahwa distribusi Pareto juga terjadi 
dalam konteks penerimaan pajak di Indonesia. Merujuk pada Grafik 4-4, 
terlihat bahwa sekitar 80 persen dari penerimaan tahun 2018 (Rp 1,036 
triliun) dihasilkan oleh penerimaan dari 75 KPP. Jumlah KPP ini adalah 20 
persen dari total KPP secara nasional yang berjumlah 352 KPP. Dengan kata 
lain, prinsip “80-20” juga terjadi dalam konteks kontribusi jumlah KPP 


terhadap total penerimaan pajak. 


Atas dasar tersebut, penulis memandang perlu dalam penyusunan kajian ini 
untuk membagi level analisis berdasarkan tingkat kontribusi KPP terhadap 
total penerimaan nasional pada tahun 2018. Merujuk pada Grafik 4-4, 


terdapat dua kelompok KPP yang akan diuji secara terpisah. 


73 Lihat catatan kaki 72. Implikasi dari sentralisasi ekonomi di Pulau Jawa adalah banyaknya jumlah KPP yang 
ada di wilayah ini (202: 5796 dari total KPP seluruh Indonesia) meskipun secara luas daratan hanya 6.64 dari 
luas total daratan Indonesia. 

74 Secara berurutan berdasarkan kontribusi: KPP WP Besar Dua, KPP WP Besar Empat, KPP WP Besar Satu, KPP 
WP Besar Tiga, KPP Minyak dan Gas Bumi, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Madya Surabaya, KPP Madya 
Jakarta Pusat, KPP Madya Malang, KPP Madya Jakarta Selatan, dan KPP Penanaman Modal Asing Dua. 

75 Seringkali disebut juga prinsip 80-20, prinsip Pareto (diambil dari seorang ekonom Italia bernama Vilfredo 
Pareto) menyatakan bahwa untuk banyak situasi, sekitar 80 persen dari akibat disebabkan oleh 20 persen 
penyebab (misalnya, 2096 dari cacat sistem menyebabkan 804 masalah). 
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Grafik 4-4: Distribusi '80-20' Penerimaan Pajak tahun 2018, N-352 KPP 
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Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Kelompok pertama adalah kelompok KPP Penentu' sebanyak 75 KPP (206 
dari total 352 KPP). KPP di kelompok ini pada tahun 2018 berkontribusi 
terhadap 80Y6 total penerimaan pajak. Kelompok kedua adalah kelompok 
KPP Non-Penentu sebanyak 277 KPP (80Y6 dari total 352 KPP). KPP di 
kelompok ini pada tahun 2018 menyumbang 20Y6 terhadap total penerimaan 


pajak. 


Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata capaian IKU 
antara kelompok KPP Penentu dan KPP Non-Penentu, langkah awal yang 
diambil adalah membuat komparasi nilai rata-rata capaian IKU dari dua 


kelompok KPP tersebut. Hasilnya secara visual ditampilkan di Grafik 4-5. 
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Grafik 4-5: Komparasi Rata-rata Capaian IKU, KPP Penentu vs Non-Penentu 
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Keterangan: 1 - penerimaan pajak rutin, 2 - penerimaan pajak extra effort, 3 - kepatuhan formal, 4 - kepatuhan 
material, 5 - efektivitas kegiatan penyuluhan, 6 - penyampaian SPT e-filing, 7 - layanan unggulan tepat waktu, 8 
- WP baru eksten membayar, 9 - himbauan SPT (SP2DK), 10 -— usulan riksus disetujui, 11 - ACR, 12 - SKP non- 
keberatan, 13 - usulan gelar perkara penyanderaan, 14 - penyampaian IDLP, 15 - penyediaan dapot perpajakan, 
16 - pengemasan dokumen SPT, 17 - jamlat pegawai, 18 - efektivitas DKO, 19 - kualitas pelaksanaan anggaran, 
# - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Data internal DJP, diolah penulis 


Seperti terlihat di Grafik 4-5, secara garis besar dapat dikatakan bahwa nilai 
rata-rata capaian IKU di dua kelompok KPP relatif tidak jauh berbeda. 
Perbedaan yang secara visual terlihat signifikan adalah untuk tiga IKU. 
Pertama, IKU Efektitvitas Kegiatan Penyuluhan, rata-rata capaian IKU ini 
untuk kelompok KPP Penentu lebih tinggi (186960) dibanding nilai untuk 
kelompok KPP Non-Penentu (14790). Kedua, IKU Persentase Realisasi 
Usulan Riksus yang Disetujui, rata-rata capaian IKU ini untuk kelompok KPP 
Penentu lebih tinggi (19190) dibanding nilai untuk kelompok KPP Non- 
Penentu (15366). Ketiga, IKU Persentase Penyediaan Data Potensi 
Perpajakan, rata-rata capaian IKU ini untuk kelompok KPP Penentu juga 


lebih tinggi (53890) dibanding nilai untuk kelompok KPP Non-Penentu 
(43790). 


Pertanyaan selanjutnya adalah dengan komposisi nilai rata-rata capaian IKU 


seperti yang ada, apakah terhadap hubungan kausalitas sebagaimana secara 
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konseptual dimaksudkan dalam peta strategi? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, langkah yang dilakukan adalah menerapkan metode SEM terhadap 


data. 


4.3 Statistik Inferensial: Hasil SEM 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya di Subbab 3.6.1, kajian ini mengadopsi 
pendekatan “theoretical testing! menggunakan SEM untuk melihat 
sejauhmana dampak kegiatan penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak. 
Konsep teoritis yang diuji dalam kajian ini adalah peta strategi DJP, 


khususnya di level Kanwil dan KPP. 


Terkait hal tersebut, dilihat dari sumbernya, sebagaimana telah dijelaskan di 
Subbab 3.4.1, terdapat dua kelompok data yang diuji: data level Kanwil dan 
data level KPP. Selanjutnya, untuk level KPP, mengingat tingkat 
heterogenitas KPP sebagai unit analisis, data di level ini dikelompokkan 
dalam beberapa kategori.79 Atas dasar tersebut, bagian ini akan menampilkan 


hasil analisis dari beberapa level data capaian IKU. 
4.3.1 Level Nasional: 34 Kanwil 


Sebagaimana telah dijabarkan di Subbab 4.2.1, terdapat data capaian IKU 
dari 34 yang dianalisis dalam kajian ini. Langkah awal yang dilakukan oleh 
penulis terhadap data di level Kanwil adalah menganalisis keseluruhan data 
capaian 19 IKU dari 34 Kanwil secara serentak sesuai dengan yang 


divisualisasikan dalam peta strategi DJP di level Kanwil. 


Merujuk pada komposisi IKU di peta strategi, terdapat 64 hubungan kausal 
yang diuji secara simultan dengan menggunakan SEM. Rincian dari 64 
hubungan tersebut adalah sebagai berikut: 36 hubungan antar IKU di 
perspektif learning & growth—internal process, 24 hubungan antar IKU di 


perspektif internal process—customer, dan 4 hubungan antar IKU di 





76 Terdapat empat kategori yang digunakan dalam kajian ini: (i) secara nasional: (ii) berdasarkan pendekatan 
regional/wilayah (dalam hal ini pulau): (iii) berdasarkan pendekatan tingkat kontribusi, yaitu KPP Penentu 
dan dan KPP Non-Penentu, dan (iv) berdasarkan kelompok KPP yang memiliki WP yang telah selesai 
dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2018. 
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perspektif customer—stakeholder. Rincian hasil analisis dari analisis SEM di 
level ini dapat dilihat di Lampiran 5. Untuk memudahkan analisis, hasil 


analisis di Lampiran 5 diringkas dan ditampilkan dalam Gambar 4-1. 


Gambar 4-1: Ringkasan Hasil Analisis Level Nasional, N-34 Kanwil 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, Sa - WP baru eksten 
membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - penagihan aktif dengan 
penyanderaan, Ya - penyelesaian keberatan tepat waktu, 9b - penyelesaian keberatan dan non-keberatan tanpa 
upaya hukum lanjutan, 10a - hasil penyidikan P21, 11a - penyediaan dapot perpajakan, 12a - jamlat pegawai, 
13a - efektivitas DKO, 14a - kualitas pelaksanaan anggaran 











Seperti terlihat dalam Gambar 4-1, terdapat tiga jenis warna garis panah 
hubungan kausal. Warna hijau tebal menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif signifikan antara dua IKU yang terhubung.” Dalam kajian 
ini, hubungan dianggap memiliki signifikansi statistik apabila nilai p « 0.05, 


atau dengan kata lain, tingkat keyakinan yang digunakan adalah 9596. Warna 


77 Hubungan kausal positif ADB dianggap terjadi apabila kenaikan nilai variabel A diikuti kenaikan nilai variabel 
B. Lihat kembali catatan kaki 66 terkait diskusi mengenai hubungan kausalitas. 


88 


merah tebal menunjukkan terhadap hubungan negatif yang signifikan 
antara dua IKU yang terhubung.” Sedangkan garis panah (tipis) berwarna 
hitam menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 


dua IKU yang terhubung.79 


Berdasarkan hasil output SEM, selanjutnya dilakukan klasifikasi variasi 
hubungan berdasarkan sifat hubungan dan tingkat signifikansi statistik yang 


terjadi. Dengan demikian, terdapat empat kategori sifat hubungan: 


i.  Positif—signifikan 
ii. ' Positif—tidak signifikan 
iii. — Negatif—signifikan 


iv.  Negatif—tidak signifikan 


Berdasarkan hasil analisis di Lampiran 5, untuk memudahkan analisis 
selanjutnya, variasi dan klasifikasi hubungan diringkas dalam Tabel 4-5. 
Seperti terlihat dalam tabel, dari total 64 hubungan antar IKU yang ada 
dalam peta strategi, 35 hubungan (5556) bersifat positif, dan sisanya 29 
hubungan (45960) bersifat negatif. Selanjutnya, yang bisa diklasifikasikan 
lebih rinci dari dua kategori ini adalah signifikansi statistik dari hubungan 
yang ada. Dari tabel terlihat bahwa dari total 40 hubungan positif, terdapat 
8 yang signifikan secara statistik (1396 dari total 64 hubungan). Sementara 
itu, dari total 29 hubungan negatif, terdapat 4 hubungan yang signifikan 
secara statistik (6Y6 dari total 64 hubungan). 


Tabel 4-4: Variasi Hubungan Kausalitas Peta Strategi, Nasional (N-34 Kanwil) 














Positif Negatif Total “5 Positif Negatif Total 

Signifikan 8 4 12 1346 646 1946 
Non-signifikan 27 25 52 42K 3946 81X 
35 29 64 55x 45K 10046 








Sumber: Diolah dari Lampiran 5 





78 Hubungan kausal negatif 'C DD' dianggap terjadi apabila kenaikan nilai variabel C diikuti penurunan nilai 
variabel D. 


79 Dengan kata lain, arah hubungan yang terjadi bisa bersifat positif atau negatif. 
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Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 IKU 
dalam area penegakan hukum yang memiliki hubungan kausal positif- 
signifikan dengan IKU Kepatuhan, yaitu: (i) IKU Audit Coverage Ratio (ga): , 
(ii) IKU Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (ga), dan (iii) IKU 
Persentase SK Keberatan dan Non Keberatan Pasal 36 ayat (1) b yang tidak 
diajukan upaya hukum selanjutnya (9b). 


4.3.2 Level Nasional: 352 KPP 


Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis terhadap data di level KPP 
sama dengan yang telah dilakukan terhadap data capain IKU level Kanwil, 
yaitu menganalisis keseluruhan data capaian 19 IKU dari 352 KPP secara 


serentak sesuai dengan yang divisualisasikan dalam peta strategi DJP di level 
KPP. 


Gambar 4-2: Ringkasan Hasil Analisis Level Nasional, N-352 KPP 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT etfiling, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 6 
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Merujuk pada komposisi IKU di peta strategi, seperti halnya di level Kanwil, 
terdapat 64 hubungan kausal yang diuji secara simultan dengan 
menggunakan SEM. Rincian hasil analisis dari analisis SEM di level ini dapat 
dilihat di Lampiran 6. Untuk memudahkan analisis, hasil analisis di 


Lampiran 6 diringkas sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4-2. 


Seperti terlihat dalam Gambar 4-2, terdapat tiga jenis warna garis panah 
hubungan kausal. Warna hijau tebal menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif signifikan antara dua IKU yang terhubung. Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, hubungan dianggap memiliki signifikansi statistik 
apabila nilai p « 0.05, atau dengan kata lain, tingkat keyakinan yang 
digunakan adalah 9546. Warna merah tebal menunjukkan terhadap 
hubungan negatif yang signifikan antara dua IKU yang terhubung. 
Sedangkan garis panah (tipis) berwarna hitam menunjukkan bahwa tidak 


terdapat hubungan yang signifikan antara dua IKU yang terhubung.” 


Seperti halnya yang telah dilakukan terhadap data di level Kanwil, 
selanjutnya dilakukan klasifikasi variasi hubungan berdasarkan sifat 
hubungan dan tingkat signifikansi statistik yang terjadi. Dengan demikian, 
terdapat empat kategori sifat hubungan: (i) positif—signifikan, (ii) positif— 


tidak signifikan, (iii) negatif—signifikan, (iv) negatif—tidak signifikan. 


Berdasarkan hasil analisis di Lampiran 6, untuk memudahkan analisis 
selanjutnya, variasi dan klasifikasi hubungan diringkas dalam Tabel 4-5. 
Seperti terlihat dalam tabel, dari total 64 hubungan antar IKU yang ada 
dalam peta strategi, 40 hubungan (6396) bersifat positif, dan sisanya 24 
hubungan (3896) bersifat negatif. Selanjutnya, yang bisa diklasifikasikan 
lebih rinci dari dua kategori ini adalah signifikansi statistik dari hubungan 
yang ada. Dari tabel terlihat bahwa dari total 40 hubungan positif, terdapat 
12 yang signifikan secara statistik (1996 dari total 64 hubungan). Sementara 
itu, dari total 24 hubungan negatif, terdapat 1 hubungan yang signifikan 
secara statistik (2Y6 dari total 64 hubungan). 





80 |ihat kembali catatan kaki 77 s.d. 79. 
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Terkait dengan tujuan pembuatan kajian ini, hasil analisis di Lampiran 6 
dijabarkan berdasarkan kelompok proses bisnis. Secara konseptual, 
sebagaimana digambarkan dalam peta strategi (lihat kembali Gambar 2-6), 


terdapat tiga area proses bisnis utama: 


i. Pelayanan, direpresentasikan oleh tiga IKU: 











IP3a CP Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan 
IP4a CP Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing 
IP4b N Persentase realisasi pemenuhan layanan unggulan tepat waktu 





ii. Pengawasan, direpresentasikan oleh tiga IKU: 











IPsa CP Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran 
IP6a CP Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti 
IPob N Persentase realisasi usulan riksus yang disetujui 





iii. Penegakan hukum, direpresentasikan oleh empat IKU: 














IPza CP Audit coverage ratio 

IPzb CP Persentase SKP yang tidak diajukan keberatan 

IP8a N Persentase penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan 
IPga N Persentase penyampaian IDLP 





Variasi dari hubungan IKU di tiga proses bisnis diatas dengan IKU 
Kepatuhan dijabarkan dalam Tabel 4-5. 


Tabel 4-5: Variasi Hubungan Kausalitas Peta Strategi, Nasional (N-352 KPP) 
Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif Negatif — Total “ Positif “5 Negatif “6 Total 











Signifikan 12 1 13 19Y6 2 206 
Non-signifikan 28 23 51 44K 36X 80X 
40 24 64 6346 3846 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 








Positif Negatif — Total “5 Positif “- Negatif Total 
Signifikan 4 0 4 67X 046 6746 
Non-signifikan 2 0 2 33Y6 0x6 33X 
6 0 6 10046 OX 10046 





Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif — Total “ Positif “- Negatif 1 Kej) 
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Signifikan 1 (0) 1 1746 046 17x 
Non-signifikan 2 3 5 33X 5096 836 
3 3 6 5096 5096 10046 

















Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 











Positif Negatif — Total Yc Positif “- Negatif 1 Kej) 

Signifikan 3 1 4 38X 13X 5096 
Non-signifikan 3 1 4 3846 1396 50x 
6 2 8 75X 25X 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 6 


Seperti ditampilkan dalam Tabel 4-5, untuk level nasional, IKU Pelayanan 
seluruhnya memiliki hubungan yang positif dengan IKU Kepatuhan dan 6746 
diantaranya memiliki hubungan positif—signifikan. Sementara itu, IKU 
Pengawasan memiliki porsi hubungan positif dan negatif yang seimbang 
(masing-masing 50) dengan IKU Kepatuhan, dengan porsi hubungan 
positif—signifikan sebesar 1746. IKU Penegakan Hukum memiliki porsi 
hubungan positif dengan IKU Kepatuhan sebanyak 7556, dengan porsi 


hubungan positif—signifikan sebanyak 3896 dari total. 


Terkait dengan hasil tersebut diatas, merujuk pada pengembangan hipotesis 
yang telah disebutkan sebelum di subbab 2.4, selanjutnya dapat dilakukan 


pengujian hipotesis. Hasil pengujian dapat dilihat di Tabel 4-6 berikut: 


Tabel 4-6: Hasil Uji Hipotesis Penelitian (a « 0,05) 























Kode IKU Penegakan Hukum Tingkat Kepatuhan 
IKU Formal Material 
7a Audit coverage ratio (4) (t) 
7b Persentase SKP yang tidak diajukan keberatan (#) (-) 
8a Persentase penyelesaian usulan gelar perkara o o 
penyanderaan 
9a Persentase penyampaian IDLP (#) o 








Keterangan: (#) - positif signifikan, (-) - negatif signifikan: O - tidak signifikan 


Sumber: Diolah dari Lampiran 6 


4.3.3 Pendekatan Berbasis Tingkat Kontribusi 


porsi hubungan positif dan negatif yang seimbang (masing-masing 5096) 
dengan IKU Kepatuhan, dengan porsi hubungan positif—signifikan sebesar 


1746. IKU Penegakan Hukum memiliki porsi hubungan positif dengan IKU 
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Kepatuhan sebanyak 7596, dengan porsi hubungan positif—signifikan 


sebanyak 38”6 dari total. 


43.31 Level KPP Penentu: 75 KPP 


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di Subbab 4.2.3., prinsip Pareto 
terjadi dalam konteks kontribusi KPP terhadap total penerimaan pajak— 
20 KPP dari total jumlah KPP berkontribusi 8096 terhadap total 
penerimaan tahun 2018 (75 dari 352 KPP). Mengingat besarnya kontribusi 
dari kelompok KPP ini, kajian ini melakukan pengujian secara terpisah 
untuk dua kelompok KPP: (i) KPP Penentu, 75 KPP dan (ii) KPP Non- 
Penentu, 277 KPP. 


Hasil analisis SEM terhadap data capaian IKU dari 75 KPP Penentu dapat 
dilihat di Lampiran 7. Selanjutnya, untuk memudahkan analisis, informasi 


di Lampiran 7 diringkas dalam Gambar 4-3. 


Gambar 4-3: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Penentu, N-75 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT etfiling, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru ekstern membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
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10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 7 


Merujuk pada Gambar 4-3 diatas, dapat diketahui bahwa hubungan antara 
IKU dalam empat perspektif peta strategi untuk 75 KPP Penentu memiliki 
beberapa variasi. Berdasarkan informasi di Lampiran 7, variasi sifat 
hubungan dan tingkat signikansi dari hubungan kausal IKU untuk 75 KPP 
Penentu ini diringkas dan ditampilkan di Tabel 4-7. 


Tabel 4-7: Variasi Kausalitas IKU, KPP Penentu (N-75) 
Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif Negatif — Total “Y Positif  X Negatif Total 











Signifikan 9 3 12 145 5 Xx 1946 
Non-signifikan 18 34 52 28K 53X 816 
27 37 64 42K 5846 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Nai 1 Kej) “ Positif “- Negatif 1 Kej) 











Signifikan 4 0 4 67X 046 6746 
Non-signifikan 1 1 2 1746 1746 3346 
5 1 6 8346 174 10046 








Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 


Positif Nai Total Xx Positif YX Negatif 1 Kel) 











Signifikan 0 0 0 OX 046 076 
Non-signifikan 1 5 6 1746 83K 10046 
1 5 6 174 8346 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 











Positif Nai Total vs Positif Negatif — Total 

Signifikan 2 0 2 25K OX 25K 
Non-signifikan 3 3 6 386 386 75X 
5 3 8 6346 3846 10046 








Sumber: Diolah dari Lampiran 7 


Berdasarkan hasil ringkasan di Tabel 4-7 dapat diketahui bahwa 426 
hubungan kausal antar IKU di KPP Penentu bersifat positif dan sisanya 
(5890) bersifat negatif. Dari total 64 hubungan, sekitar 9g hubungan (14960) 
bersifat positif-signifikan, dan 3 hubungan (5960) bersifat negatif-signifikan. 
Dalam tabel ini juga secara detil ditampilkan hubungan antara IKU di tiga 


proses bisnis dengan IKU Kepatuhan. Terlihat bahwa proporsi kausalitas 
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positif terbesar terjadi antara IKU probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
(83”o bernilai positif), disusul IKU Penegakan Hukum (6390) dan IKU 


Pengawasan (1796). 


4.3.3.2 Level KPP Non-Penentu: 277 KPP 


Merujuk pada penjelasan sebelumnya, terdapat 75 KPP yang dikategorikan 
sebagai KPP Penentu karena memberikan kontribusi sebesar 8056 terhadap 
total penerimaan pada tahun 2018.8' Artinya, dari total 352 KPP, kajian ini 


mengklasifikasikan 277 KPP sebagai KPP Non-Penentu. 


Di bagian ini, data capaian IKU dari 277 KPP dianalisis lebih lanjut untuk 
selanjutnya dibandingkan apakah hasilnya secara umum berbeda dengan 


hasil analisis dari 75 KPP Penentu. 


Gambar 4-4: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Non-Penentu, N-277 
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81 Lihat kembali Subbab 4.2.3. 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a -jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 8 


Berdasarkan data hasil analisis di Lampiran 8, hubungan kausal antar IKU 
dalam peta strategi untuk kelompok KPP Non-Penentu diringkas dan 
ditampilkan dalam Gambar 4-4. Terlihat bahwa terdapat 10 hubungan yang 
bersifat positif signifikan dan 2 hubungan yang bersifat negatif signifikan. 


Ringkasan dari variasi hubungan ini dapat dilihat di Tabel 4-8. 
Tabel 4-8: Variasi Kausalitas IKU, KPP Non-Penentu (N-277) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif Negatif Total vs Positif YX Negatif 1 Kej) 











Signifikan 10 2 12 1646 316 19Y6 
Non-signifikan 30 22 52 47K 34X 816 
40 24 64 6346 3846 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
Positif — Negatif Total vs Positif  X Negatif Total 








Signifikan 2 1 3 3346 1745 50X 
Non-signifikan 1 2 3 1746 33X 5096 
3 3 6 5096 5096 10046 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Ne Total Positif 4 Negatif Total 








Signifikan 2 1 3 33X 1746 50X 
Non-signifikan 2 1 3 3346 1746 5046 
4 2 6 67X 3346 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 


Positif Negatif Total “Positif 6 Negatif 1 Kel) 











Signifikan 0 0 0 OX 046 06 
Non-signifikan 6 2 8 75K 25X 10046 
6 2 8 7546 25K 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 8 


Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat diketahui bahwa meskipun 


tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik, mayoritas 
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hubungan antara IKU proses bisnis Penegakan Hukum memberikan 


pengaruh yang positif terhadap pencapaian IKU Kepatuhan. 


4.3.4 Pendekatan Berbasis Regional (Wilayah) 


43.4 


Pendekatan berbasis regional, dalam hal ini kelompok pulau, dilakukan 
berdasarkan pemahaman bahwa masing-masing wilayah di Indonesia 
memiliki karakteristik yang unik (lihat misalnya, Faturay et al. 2017). Atas 
dasar ini, kajian ini juga membedakan tingkat analisis berdasarkan lima 
kelompok pulau besar di Indonesia: (i) Jawa, (ii) Sumatra, (iii) Sulawesi, (iv) 
Kalimantan, dan (v) Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. Adapun hasil 


analisis dari masing-masing kelompok pulau adalah sebagai berikut. 


Level Pulau Jawa: 202 KPP 


Terdapat 202 KPP di Pulau Jawa. Hasil lengkap dari analisis untuk 
kelompok KPP di Pulau Jawa dapat dilihat di Lampiran 9. Untuk 
mempermudah pemahaman, hasil analisis tersebut diringkas dan disajikan 


dalam Gambar 4-5. 


Gambar 4-5: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Pulau Jawa, N-202 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 


98 











unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a -jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 9 


Berdasarkan gambar tersebut, seperti terlihat di Tabel 4-9, secara umum 
dapat dikatakan bahwa proporsi hubungan kausal IKU dalam peta strategi 
memiliki besaran yang tidak berbeda jauh untuk yang bersifat positif (5396) 
maupun negatif (470). 


Tabel 4-9: Variasi Kausalitas IKU, KPP di Pulau Jawa (N-202) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 


Positif Negatif Total YWPositif “ Negatif Total 








Signifikan 11 2 13 17x 36 20Y6 
Non-signifikan 23 28 51 36K 44 80X6 
34 30 64 5396 47X 10046 











Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif Total XX Positif Yo Negatif — Total 








Signifikan 4 0 4 67X 046 67X 
Non-signifikan 2 0 2 3346 06 33Y6 
6 0 6 10046 046 10046 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif Total SY Positif Negatif — Total 








Signifikan 0 0 0 046 06 06 
Non-signifikan 2 4 6 3340 6740 10046 
2 4 6 3346 6746 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif Total YPositif Negatif — Total 








Signifikan 2 0 2 25K OX 25K 
Non-signifikan 4 2 6 5046 25X 756 
6 2 8 75K 25K 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 9 


Secara umum, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa IKU probis 
Penegakan Hukum memberikan efek yang positif terhadap capaian IKU 
Kepatuhan (7546 bernilai positif). 
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4.3.4.2 Level Pulau Sumatra: 71 KPP 


Untuk level Pulau Sumatra, terdapat data capaian IKU dari 71 KPP yang 
dianalisis. Hasil analisis secara lengkap dapat dilihat di Lampiran 10. 


Ringkasan dari hasil analisis, secara visual ditampilkan dalam Gambar 4-6. 


Gambar 4-6: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Pulau Sumatra, N-71 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT etfiling, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 


DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 








Sumber: Diolah dari Lampiran 10 


Seperti terlihat di gambar, secara umum dapat diketahui bahwa proporsi 
jumlah hubungan antar IKU yang bersifat positif dan signifikan berjumlah 
lebih sedikit dengan proporsi yang ada di Pulau Jawa. Bahkan, jika meruju 
pada ringkasan hasil analisis yang ada di Tabel 4-10, terlihat bahwa 


hubungan antar IKU dalam peta strategi untuk level KPP di Pulau Sumatra 


lebih didominasi oleh negatif (5696). 
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4.3.4.3 


Tabel 4-10: Variasi Kausalitas IKU, KPP di Pulau Sumatra (N-71 KPP) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif Negatif — Total “vs Positif Negatif Total 








Signifikan 4 2 6 616 3Y6 9Y6 
Non-signifikan 24 34 58 38Y6 53 915 
28 36 64 446 5646 10046 











Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 


Positif Negatif — Total “vs Positif  YsNegatif Total 











Signifikan 0 0 0 06 06 Oto 
Non-signifikan 2 4 6 33Y6 676 10046 
2 4 6 3396 6746 10046 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 
Positif — Negatif Total cs Positif Negatif Total 








Signifikan 1 1 2 1746 1746 33K 
Non-signifikan 1 3 4 1746 50x 67Y6 
2 4 6 33K 6746 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 
Positif — Negatif Total Positif Negatif Total 








Signifikan 2 0 2 25K OX 25K 
Non-signifikan 5 1 6 63X 1346 75K 
7 1 8 88X 1346 10096 











Sumber: Diolah dari Lampiran 10 


Ringkasan hubungan kausal di tabel diatas juga menunjukan bahwa satu- 
satunya probis yang secara umum memiliki proporsi hubungan positif 
yang dominan adalah probis penegakan hukum. Dalam hal ini terlihat 
bahwa baik probis Pelayanan dan probis Pengawasan hanya memiliki 
proporsi nilai kausalitas positif sebanyak 33960. Di sisi lain, probis 
Penegakan Hukum memiliki proporsi kausalitas positif dengan capaian 


tingkat Kepatuhan sebanyak 8896. 


Level Pulau Sulawesi: 26 KPP 


Terdapat 26 KPP yang dianalisis untuk kelompok KPP di Pulau Sulawesi. 
Hasil analisis secara detil dapat dilihat di Lampiran 11. Ringkasan dari hasil 
analisis ini secara visual ditampilkan di Gambar 4-7 untuk memudahkan 
pemahaman. 
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Gambar 4-7: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Pulau Sulawesi, N-26 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, 9a - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 11 


Seperti terlihat dalam gambar, terlihat bahwa hubungan kausalitas yang 
bersifat positif dan signifikan ditemukan dalam beberapa IKU. Secara 
umum, sebagaimana terlihat dalam Tabel 4-11, hubungan yang bersifat 


dominan adalah hubungan yang bersifat positif (5896). 


Tabel 4-11: Variasi Kausalitas IKU, KPP di Pulau Sulawesi (N-26 KPP) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 














Positif Negatif — Total vs Positif 4x Negatif Total 

Signifikan 7 1 8 1116 2 13X 
Non-signifikan 30 26 56 474 41K 88K 
37 27 64 5896 426 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
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Positif — Negatif Total vs Positif Yc Negatif Total 











Signifikan 0 0 0 0Y6 06 06 
Non-signifikan 3 3 6 5096 5096 10046 
3 3 6 5096 5096 10046 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 








Positif Nae aa Kej! “& Positif Xx Negatif Total 

Signifikan 2 0 2 3346 OX 3346 
Non-signifikan 3 1 4 5096 17x 676 
5 1 6 8346 174 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 








Positif Nae aa Kej! v& Positif Yc Negatif 1 Kej) 

Signifikan 3 0 3 3846 OX 3846 
Non-signifikan 4 1 5 5096 13X 636 
7 1 8 8846 1346 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 11 


Seperti terlihat diatas, probis Penegakan Hukum terlihat memiliki proporsi 
hubungan positif yang paling besar (8840) terhadap capaian IKU 
Kepatuhan dibandingkan dua probis yang lain. 


4.3.4.4 Level Pulau Kalimantan: 27 KPP 


Terdapat 27 KPP yang berada di kelompok Pulau Kalimantan. Hasil analisis 
secara rinci terhadap data capaian IKU dari 27 KPP ini dapat dilihat dalam 
Lampiran 12. Seperti sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman, secara 


visual hasil analisis tersebut diringkas dan ditampilkan dalam Gambar 4-8. 


Seperti terlihat dalam gambar, proporsi hubungan positif signifikan jauh 
melebihi jumlah hubungan yang negatif signifikan. Dalam hal ini, terdapat 
8 hubungan yang positif signifikan dan 1 hubungan yang negatif signifikan. 
Ringkasan dari sifat hubungan yang terjadi antar IKU dalam peta strategi 
dapat dilihat dalam Tabel 4-12. Terlihat bahwa secara umum proporsi 
kausalitas positif (6790) lebih mendominasi dibanding kausalitas negatif 
(3396). 
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Gambar 4-8: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Pulau Kalimantan, N-27 










Stakeholder 


perspective 


Customer 


perspective 


Internal process 
perspective 





Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, Ya - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 








Sumber: Diolah dari Lampiran 12 
Tabel 4-12: Variasi Kausalitas IKU, KPP di Pulau Kalimantan (N-27 KPP) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif — Negatif Total “& Positif 46 Negatif Total 











Signifikan 8 1 9 1346 2 14Y6 
Non-signifikan 35 20 55 5596 31X 86Y6 
43 21 64 6746 3346 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan, 


Positif — Negatif 1 Kej) vs Positif 4 Negatif 1 Kej) 
Signifikan 4 0 4 67X 046 67X 





Non-signifikan 1 1 2 176 1746 3346 
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5 1 6 83X 1746 10046 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 








Positif — Negatif Total “vs Positif 6 Negatif Total 
Signifikan 1 0 1 1746 046 1746 
Non-signifikan 5 0 5 8340 0x6 83Y6 
6 0 6 10046 OX 10046 











Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 








Positif — Negatif Total “vs Positif 6 Negatif Total 
Signifikan 0 1 1 0Y6 13X 13Y6 
Non-signifikan 4 3 7 5096 386 88Y6 
4 4 8 50X 5096 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 12 


Seperti terlihat dalam tabel, salah satu yang menarik dari hasil analisis 
untuk hasil analisis level Pulau Kalimantan adalah IKU probis pengawasan 
menunjukkan kausalitas yang seluruhnya positif terhadap tingkat 
kepatuhan (10096) disusul dengan IKU probis Pelayanan di tempat kedua 
(8390). Di kelompok KPP di Pulau Kalimantan, probis Penegakan Hukum 
memberikan proporsi kausalitas positif paling kecil (5040) dibandingkan 


dengan dua probis lainnya. 


4.3.4.5 Level Pulau Lainnya: 26 KPP22 


Kelompok pulau ini dipilih karena alasan teknis. Hasil analisis secara 
lengkap dapat dilihat di Lampiran 13. Tampilan grafis dari hasil analisis 
tersebut secara ringkas dapat dilihat di Gambar 4-9. Seperti terlihat dalam 
gambar, proporsi hubungan yang bersifat negatif signifikan banyak terjadi 
jika dibandingkan dengan hasil analisis di kelompok pulau lainnya. 
Meskipun demikian, proporsi hubungan yang bersifat positif dan 


signifikan masih mendominasi untuk kelompok KPP ini. 


82 Bali, Nusa Tenggara, Papua & Maluku. 


88 Berdasarkan jumlah variabel yang diuji dalam kajian ini, pendekatan SEM mensyaratkan jumlah observasi 
yang diuji adalah sekitar 20 sampel. Oleh karenanya, KPP yang ada di empat kelompok pulau ini dianalisis 
secara gabungan. 
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Gambar 4-9: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Pulau Lainnya, N-26 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT etfiling, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, 9a - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 13 


Secara umum, dapat diketahui bahwa proporsi hubungan kausal positif 
mendominasi untuk kelompok KPP ini. Seperti terlihat dalam Tabel 4-13, 
sebanyak hampir 60Y6 hubungan dalam peta strategi bernilai positif. Dari 
tabel ini juga dapat diketahui bahwa probis yang memberikan proporsi 
nilai kausalitas positif adalah probis Pengawasan dan disusul oleh probis 
Penegakan Hukum. Probis Pelayanan memberikan proporsi kausalitas 


positif terkecil (3396). 
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Tabel 4-13: Variasi Kausalitas IKU, KPP di Pulau Lainnya (N-26 KPP)84 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 























Positif — Negatif 1 Kej) “& Positif 46 Negatif 1 Kel) 

Signifikan 10 5 15 1646 846 23K 
Non-signifikan 28 21 49 44K 33K 774 
38 26 64 59X 4146 10046 

Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 

Positif — Negatif Total “& Positif 46 Negatif 1 Kej) 

Signifikan 1 2 3 1746 3346 5096 
Non-signifikan 1 2 3 176 33K 5046 
2 4 6 33X 6746 100X 











Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 


Positif — Negatif Total vs Positif Yo Negatif Total 























Signifikan 2 0 2 3346 OX 33Y6 
Non-signifikan 3 1 4 5096 1746 6746 
5 7 6 8396 1796 10016 
Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 

Positif — Negatif 1 Ko) vs Positif 4 Negatif Total 

Signifikan 3 0 3 38K 0Y6 38X 
Non-signifikan 3 2 5 38Y6 25K 63Y6 
6 2 8 75K 25K 10046 











Sumber: Diolah dari Lampiran 13 


Berdasarkan tabel ini juga dapat diketahui bahwa probis Penegakan Hukum 
memberikan efek yang relatif besar terhadap tingkat kepatuhan. Seperti 
terlihat dalam tabel, dari 8 variasi hubungan antara 4 IKU Penegakan 
Hukum dengan 2 IKU Kepatuhan Pajak, 6 hubungan menunjukkan nilai 
yang positif (dengan 3 hubungan bernilai positif signifikan) dan hanya 2 yang 


memberikan nilai negatif (dan tidak signifikan). 





84 Bali, Nusa Tenggara, Papua & Maluku. 
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4.3.5 Pendekatan Berbasis Laporan Bukti Permulaan (LBP) 


Berdasarkan penjelasan sebelumnya di subbab 4.3.2, dinyatakan bahwa salah 
satu kategori yang digunakan dalam analisis adalah kelompok KPP yang 
terdapat WP yang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper). 
Berdasar data yang ada, pada tahun 2018 telah diselesaikan 480 Laporan 
Bukti Permulaan (LBP). Dari data ini kemudian dilakukan identifikasi di KPP 
mana saja WP yang dilakukan Buper ini terdaftar. Hasilnya, WP yang 
terdapat dalam 480 LBP dimaksud terdaftar di 185 KPP—selanjutnya untuk 
memudahkan kategorisasi disebut dengan “KPP Buper'.25 Sehingga, seperti 


tercantum dalam Tabel 4-14, terdapat 167 “KPP Non-Buper'. 


Tabel 4-14: Jumlah KPP Buper dan KPP Non-Buper 


Kelompok KPP Jumlah 








e Terdapat WP yang selesai dilakukan Buper tahun 2018 185 KPP 
e Tidak terdapat WP yang selesai dilakukan Buper tahun 167 KPP 

2018 
352 KPP 











Sumber: Direktorat Penegakan Hukum DJP, diolah penulis 


Hasil analisis kausalitas terhadap capaian IKU dalam peta strategi untuk 
kedua kelompok KPP ini dibahas secara lebih detil dalam subbab berikut 


INI. 


4.3.5.1 Level KPP Terdapat Pemeriksaan Buper: 185 KPP 


Rincian hasil analisis terhadap data capaian IKU dari 185 KPP yang 
memiliki WP yang dilakukan Buper dapat dilihat di Lampiran 14. Secara 
visual, hubungan kasual yang ada dalam peta strategi untuk kelompok KPP 
ini ditampilkan di Gambar 4-10. Seperti terlihat dalam gambar ini, proporsi 
hubungan yang positif signifikan lebih banyak daripada hubungan yang 


negatif signifikan. 





85 Berdasarkan informasi yang ada dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan Buper dilakukan 


selama antara 1,5 tahun s.d. 2 tahun. Dengan kata lain, proses pemeriksaan Buper yang ada di LBP tahun 
2018 telah dimulai sekitar tahun 2016 atau 2017. 
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Gambar 4-10: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Buper, N-185 
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Keterangan: Ta - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, 9a - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 14 


Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil analisis peta strategi untuk KPP 
yang dilakukan Buper didominasi oleh kausalitas positif (6190). Lebih lanjut, 
sebagaimana terlihat di Tabel 4-15, terlihat bahwa probis Penegakan Hukum 
memberikan proporsi kausalitas positif yang paling besar dibandingkan 
probis Pelayanan dan Probis Pengawasan, masing-masing secara berurutan 


sebesar 7596, 6746, dan 5056. 


Tabel 4-15: Variasi Kausalitas IKU, KPP Buper (N-185 KPP) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 








Positif — Negatif Total Positif Y Negatif 1 Kej) 
Signifikan 9 2 11 14X 316 17x 
Non-signifikan 30 23 53 47 36X 836 
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39 25 64 6146 396 10046 





Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 
Positif — Negatif Total “& Positif Y Negatif Total 











Signifikan 3 0 3 5096 06 5096 
Non-signifikan 1 2 3 1746 3346 50x 
4 2 6 6746 33X 10046 








Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 


Positif — Negatif Total Positif Yo Negatif Total 











Signifikan 0 0 0 06 06 Oo 
Non-signifikan 3 3 6 50x6 5096 10046 
3 3 6 5096 5096 10046 








Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 











Positif — Negatif Total Y Yo Total 
Positif — Negatif 
Signifikan 2 1 3 256 13X6 38X 
Non-signifikan 4 1 5 50x 13Y6 63X 
6 2 8 756 25K 1006 








Sumber: Diolah dari Lampiran 14 


4.3.5.2 Level KPP Tidak Terdapat Pemeriksaan Buper: 167 KPP 


Setelah data capaian IKU untuk KPP Buper dilakukan, langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis terhadap kelompok KPP Non-Buper. Seperti 
yang telah dijelaskan di Tabel 4-14, terdapat 167 KPP yang ada di kelompok 
ini. Rincian hasil analisis untuk kelompok KPP ini dapat dilihat di 
Lampiran 15. Sedangkan ringkasan atas hasil analisis ini secara visual dapat 


dilihat di Gambar 4-1. 


Seperti terlihat di Tabel 4-16, terlihat bahwa proporsi kausalitas postif di 
peta strategi untuk kelompok KPP Non-Buper hampir sama dengan 
kelompok KPP Buper, yaitu didominasi oleh nilai positif dengan kisaran 
6054. 


Seperti terlihat di tabel, di kelompok KPP Non-Buper, masing-masing 
probis memiliki proporsi kausalitas positif yang dominan terhadap capaian 
IKU Kepatuhan. Dalam hal ini, probis Penegakan Hukum memberikan 


kontribusi nilai kausalitas positif sebanyak 8846 dan disusul dengan 
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kontribusi dari probis Pelayanan dan Pengawasan masing-masing 


sebanyak 6776. 


Gambar 4-11: Ringkasan Hasil Analisis Level KPP Non-Buper, N-167 
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Keterangan: Ya - penerimaan pajak rutin, 1b - penerimaan pajak extra effort, 2a - kepatuhan formal, 2b - 
kepatuhan material, 3a - efektivitas kegiatan penyuluhan, Ya - penyampaian SPT e-filing, 4b - layanan 
unggulan tepat waktu, Sa - WP baru eksten membayar, 6a - himbauan SPT (SP2DK), 6b - usulan riksus 
disetujui, 7a - ACR, 7b - SKP non-keberatan, 8a - usulan gelar perkara penyanderaan, 9a - penyampaian IDLP, 
10a - penyediaan dapot perpajakan, 10b - pengemasan dokumen SPT, 11a - jamlat pegawai, 12a - efektivitas 
DKO, 13a - kualitas pelaksanaan anggaran, # - positif signifikan, # - negatif signifikan 











Sumber: Diolah dari Lampiran 15 
Tabel 4-16: Variasi Kausalitas IKU, KPP Non-Buper (N-167 KPP) 


Total Hubungan dalam Peta Strategi 
Positif Negatif Total “Positif Negatif Total 








Signifikan 7 0 7 1116 0Y6 1146 
Non-signifikan 31 26 57 1486 41 89X 
38 26 64 5996 416 10046 








Hubungan IKU Probis Pelayanan dengan IKU Kepatuhan 


Positif Negatif Total '6Positif Negatif Total 
Signifikan 2 0 2 3346 OX 3396 











Non-signifikan 2 2 4 336 33Y6 67Y6 
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4 2 6 6746 33Y6 10046 








Hubungan IKU Probis Pengawasan dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif Total “Y Positif So Negatif Total 











Signifikan 1 (0) 1 17x 046 1746 
Non-signifikan 3 2 5 5046 339 83Y6 
4 2 6 67X 3346 10046 








Hubungan IKU Probis Penegakan Hukum dengan IKU Kepatuhan 
Positif Negatif Total XPositf Negatif Total 











Signifikan 0 10) 0 OX 06 Oo 
Non-signifikan 7 1 8 88 1346 10046 
7 1 8 88K 1346 10046 








Sumber: Diolah dari Lampiran 15 


Meskipun demikian, seperti terlihat dalam tabel, jika kriteria signifikansi 
statistik digunakan (a —- 0,05), maka hanya probis Pelayanan dan probis 
Pengawasan yang memiliki kausalitas yang positif dan signifikan, masing- 
masing sebesar 33Y6 dan 1796. Sedangkan probis Penegakan Hukum sama 
sekali tidak memiliki proporsi kausalitas positif signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan—dari 7 hubungan positif dan 1 hubungan negatif yang ada, 


seluruhnya tidak signifikan secara statistik. 


Untuk memberikan gambaran yang lebih detil terkait variasi dan komparasi 
dari hasil analisis menggunakan data set dari beberapa kategori seperti yang 
diuraikan sebelumnya, bagian selanjutnya akan membahas secara lebih 
detil. 


4.4 Pembahasan Hasil SEM 


Bagian akan secara lebih detil membahas hasil analisis yang telah diuraikan 
sebelumnya. Secara umum pembahasan akan dilakukan dengan terlebih 


dahulu melakukan komparasi terhadap hasil yang ada. 


4.44 Komparasi Sifat Kausalitas Capaian IKU dalam Peta 


Strategi 


Langkah pertama yang dilakukan untuk membahas hasil analisis 
sebelumnya adalah dengan membuat perbandingan proporsi kausalitas 
capaian IKU dalam peta strategi 2018 berdasarkan kategori data set yang 


berbeda. Untuk tahap pertama, berdasarkan kategori wilayah dan 
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kontribusi, terdapat 8 hasil analisis yang diperbandingkan. Hasil 
perbandingan ditampilkan di Tabel 4-17. 


Tabel 4-17: Ringkasan Kausalitas Capaian IKU Peta Strategi 2013 





























Kelompok KPP Positif Nai 

Kalimantan (N-27) 6746 33K 
Nasional (N-352) 6346 3846 
KPP Non-Penentu (N-277) 636 38K 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 59x 414 
Sulawesi (N-26) 5845 12 
Jawa (N-202) 5345 474 
Sumatra (N-71) 44K 56X 
KPP Penentu (N-75) 121 5846 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 64: (ii) 
urutan berdasarkan nilai kausalitas positif tertinggi 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Selanjutnya, berdasarkan data di Tabel 4-17 dilakukan konversi menjadi 
grafik untuk memudahkan analisis. Hasil konversi visual menjadi grafik dapat 
dilihat di Grafik 4-6. Seperti terlihat dalam grafik, secara umum hubungan 
kausal dalam peta strategi didominasi oleh nilai positif, dengan proporsi 
tertinggi ada di kelompok KPP di Pulau Kalimantan dan di level Nasional, 


masing-masing 676 dan 636. 
Grafik 4-6: Komparasi Sifat Kausalitas Capaian IKU 2018 


80X 


679 
70K 2 63X 6346 


5946 5896 5896 
6076 2. 534 5696 0 
0, 
5096 41K 4216 1 aan 4296 
40X 33X 22 2 , 
( 6 
3046 
20X 
10X 
OX 
Kalimantan Nasional KPP Non- Bali Nusa Sulawesi Jawa (N-202) Sumatra  KPP Penentu 
(N-27) (N-352) Penentu Papua (N-26) (N-71) (N-75) 
(N-277) Maluku 


(N-26) 


mM Positif mM Negatif 
Sumber: Tabel 4-17 


Seperti terlihat di tabel di atas, dominasi nilai kausalitas negatif terjadi di 


dua kelompok data set: kelompok KPP di Pulau Sumatra dan kelompok KPP 
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Penentu, masing-masing memiliki proporsi nilai negatif sebanyak 5646 dan 
5840. 


Langkah selanjutnya adalah melihat tingkat signifikansi statistik dari 
masing-masing hasil analisis yang ada di subbab 4.3. Hubungan kausalitas 
dalam peta strategi dari masing-masing data set yang memiliki nilai 
confidence level 9546 (a « 0,05) diindentifikasi dan hasilnya ditampilkan di 
Tabel 4-18. Data di tabel ini menunjukkan bahwa proporsi nilai positif 
signifkan terbesar terjadi ketika level analisis adalah level nasional (seluruh 
KPP, N — 352), sedangkan proporsi terkecil terjadi di kelompok KPP di Pulau 


Sumatra (196). 


Tabel 4-18: Ringkasan Kausalitas Signifikan IKU 2018 (a « 0.05) 


Positif Signifikan — Negatif Signifikan 


























Nasional (N-352) 19Y6 21 

Jawa (N-202) 17X 3X 

KPP Non-Penentu (N-277) 166 3 

Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 1646 8 

KPP Penentu (N-75) 146 56 
Kalimantan (N-27) 1346 2h 
Sulawesi (N-26) 1146 21 
Sumatra (N-71) 6X 31X 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 64: (ii) urutan 
berdasarkan nilai positif signifikan tertinggi dan nilai negatif signifikan terendah 











Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Grafik 4-7: Komparasi Kausalitas Signifikan IKU 2018 
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Sumber: Tabel 4-18 


114 





Untuk memudahkan analisis secara visual, data di Tabel 4-18 dikonversi 
menjadi grafik. Seperti terlihat di Grafik 4-3, terlihat bahwa proporsi nilai 
positif signifkan terbanyak ada di KPP level nasional dan KPP di Pulau Jawa 
sedangkan proporsi nilai negatif signifikan terbanyak ada di KPP di Pulau 
Bali Nusa Papua Maluku (896) dan kelompok KPP Penentu (5960). 


4.4.2 Efektivitas IKU Proses Bisnis Pelayanan terhadap IKU 
Kepatuhan 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, analisis kuantitatif di kajian ini menguji 
hubungan kausal yang terjadi antara IKU yang ada di tiga probis kunci 
dengan IKU kepatuhan dalam peta strategi secara simultan. Atas dasar ini, 
berdasarkan hasil analisis di bagian sebelumnya dilakukan komparasi hasil 
berdasarkan data set yang digunakan. Mengingat ada 3 IKU dalam probis 
Pelayanan dan terdapat 2 IKU Kepatuhan, terdapat 6 variasi hubungan yang 
terjadi. Sifat hubungan dari masing-masing data set diringkas dan 
ditampilkan di Tabel 4-19. Terlihat bahwa untuk level nasional dan 
kelompok KPP di Pulau Jawa, seluruh IKU dalam probis Pelayanan memiliki 
sifat kausalitas positif (100Y6). Sebaliknya, IKU probis pelayanan memiliki 
proporsi sifat negatif terbesar di dua kelompok KPP: (i) Bali Nusa Papua 
Maluku dan (ii) Sumatra. Di dua kategori ini, proporsi sifat positif hanya 


mencapai masing-masing 33”6. 


Tabel 4-19: Kausalitas IKU Probis Pelayanan terhadap IKU Kepatuhan 


Positif Nail 





























Nasional (N-352) 10046 OY6 
Jawa (N-202) 10046 06 
KPP Penentu (N-75) 83K 1746 
Kalimantan (N-27) 83K 1746 
KPP Non-Penentu (N-277) 50x 50x 
Sulawesi (N-26) 50x 50x 
Sumatra (N-71) 33K 67X 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 33X 67X 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 6, (ii) 
urutan berdasarkan nilai kausalitas positif tertinggi dan kausalitas 
negatif terendah 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Untuk memudahkan pemahaman, data komparasi tersebut diatas 


dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-8. Di grafik ini 
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secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal kausalitas positif 


terjadi untuk KPP di level nasional dan kelompok KPP di Pulau Jawa. 


Grafik 4-8: Kausalitas IKU Probis Pelayanan terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-19 


Langkah selanjutnya adalah melihat tingkat signifikansi statistik dari 
masing-masing hasil analisis yang ada di subbab 4.3. Hubungan kausalitas 
yang signifikan antara IKU di probis Pelayanan dan IKU Kepatuhan dari 
masing-masing data set yang memiliki nilai confidence level 9546 (a « 0,05) 
diindentifikasi dan hasilnya ditampilkan di Tabel 4-20. Data di tabel ini 
menunjukkan bahwa proporsi nilai positif signifkan terbesar terjadi ketika 
level analisis adalah kelompok KPP di level nasional, KPP Penentu, KPP di 
Pulau Jawa, dan KPP di Pulau Kalimantan, masing-masing memiliki proporsi 
sebanyak 6746. Sementara itu, untuk KPP di Pulau Bali Nusa Papua Maluku, 
proporsi negatif signifikan mendominasi (3390). Hal lain yang menarik 
adalah tidak ditemukannya hubungan kausal yang signifikan baik untuk 


sifat positif maupun negatif di dua kelompok pulau: Sumatra dan Sulawei. 


Tabel 4-20: Kausalitas Signifikan IKU Pelayanan terhadap IKU Kepatuhan 














Nasional (N-352) 6746 0X6 
KPP Penentu (N-75) 6746 046 
Jawa (N-202) 6746 0X6 
Kalimantan (N-27) 676 046 
KPP Non-Penentu (N-277) 3346 176 
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Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 17X 3346 
Sumatra (N-71) 06 046 
Sulawesi (N-26) 06 046 














Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 6, (ii) urutan 
berdasarkan nilai positif signifikan tertinggi dan nilai negatif signifikan 
terendah 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Seperti sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman, data komparasi 
tersebut diatas dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-9. 
Di grafik ini secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal 
kausalitas positif terjadi untuk KPP di level nasional, KPP Penentu, KPP di 


Pulau Jawa, dan KPP di Pulau Kalimantan. 


Grafik 4-9: Kausalitas Signifikan IKU Pelayanan terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-20 


4.4.3 Efektivitas IKU Proses Bisnis Pengawasan terhadap IKU 
Kepatuhan 


Probis kedua yang ada dalam peta strategi setelah probis Pelayanan adalah 
probis Pengawasan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya di subbab 4.3.2, 
terdapat 3 IKU di probis Pengawasan dan 2 IKU di probis Pelayanan. Dengan 
demikian, terdapat 6 variasi hubungan antara IKU probis Pengawasan dan 
IKU Kepatuhan. Hasil identifikasi dari sifat hubungan kedua kelompok IKU 
dengan data set yang berbeda-beda dapat dilihat di Tabel 4-21. Di tabel ini 
terlihat bahwa proporsi kausalitas positif terbesar terjadi di kelompok KPP 
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di Kalimantan dimana seluruhnya bernilai positif (10046). Sebaliknya, ada 
tiga kategori yang proporsi nilai negatif mendominasi: KPP di Pulau Jawa 
(6750), Pulau Sumatra (676), dan KPP Penentu (8396). 


Tabel 4-21: Kausalitas IKU Pengawasan terhadap IKU Kepatuhan 


Positif Negatif 





























Kalimantan (N-27) 10046 046 
Sulawesi (N-26) 836 176 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 8346 17X 
KPP Non-Penentu (N-277) 6746 3346 
Nasional (N-352) 5096 5096 
Jawa (N-202) 33X 67X 
Sumatra (N-71) 336 67X6 
KPP Penentu (N-75) 176 836 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 6, 
(ii) urutan berdasarkan nilai kausalitas positif tertinggi dan 
kausalitas negatif terendah 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Untuk memudahkan pemahaman, data komparasi tersebut diatas 
dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-10. Di grafik ini 
secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal kausalitas positif 
terjadi untuk kelompok KPP di Kalimantan (100960), sedangkan proporsi 
kausalitas negatif terbesar terjadi di kelompok KPP Penentu (8396). 


Grafik 4-10: Kausalitas IKU Pengawasan terhadap IKU Kepatuhan 
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Seperti yang dilakukan sebelumnya di probis Pelayanan, langkah selanjutnya 
adalah melihat tingkat signifikansi statistik dari masing-masing hasil analisis 
yang ada di subbab 4.3. Hubungan kausalitas yang signifikan antara IKU di 
probis Pengawasan dan IKU Kepatuhan dari masing-masing data set yang 
memiliki nilai confidence level 9596 (a « 0,05) diindentifikasi dan hasilnya 
ditampilkan di Tabel 4-22. Data di tabel ini menunjukkan bahwa proporsi 
nilai positif signifkan terbesar terjadi ketika level analisis adalah kelompok 
KPP di Pulau Sulawesi, Bali Nusa Papua Maluku, dan KPP Non-Penentu: 
masing-masing memiliki proporsi sebanyak 3396. Sementara itu, untuk 
kelompok KPP Penentu dan KPP di Pulau Jawa, tidak ditemukan adanya 
hubungan kausal yang signifikan baik untuk sifat positif maupun negatif di 


dua data set ini. 


Tabel 4-22: Kausalitas Signifikan IKU Pengawasan terhadap IKU Kepatuhan 
































Positif signifikan — Negatif Signifikan 
Sulawesi (N-26) 3346 0Y6 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 3346 0Y6 
KPP Non-Penentu (N-277) 3346 176 
Nasional (N-352) 176 0Y6 
Kalimantan (N-27) 176 06 
Sumatra (N-71) 176 176 
KPP Penentu (N-75) 0Y6 06 
Jawa (N-202) 046 046 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 6, (ii) urutan 
berdasarkan nilai positif signifikan tertinggi dan nilai negatif signifikan 
terendah 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Seperti sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman, data komparasi 
tersebut diatas dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-1. 
Di grafik ini secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal 
kausalitas positif terjadi untuk kelompok KPP di Pulau Sulawesi dan Bali 
Nusa Papua Maluku, sedangkan di kelompok KPP Penentu dan KPP di Pulau 


Jawa tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan secara statistik. 
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Grafik 4-11: Kausalitas Signifikan IKU Pengawasan terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-22 


4.4.4 Efektivitas IKU Proses Bisnis Penegakan Hukum terhadap 


IKU Kepatuhan 


Probis ketigaa yang ada dalam peta strategi setelah probis Pengawasan 
adalah probis Penegakan Hukum. Probis ini merupakan fokus perhatian dari 
kajian ini. Berdasarkan uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam 
peta strategi probis ini direpresentasikan oleh 4 IKU. Dengan demikian, 
mengingat tingkat Kepatuhan direpresentasikan oleh 2 IKU, terdapat 8 
variasi hubungan antar IKU yang terjadi. Hasil identifikasi dari sifat 
hubungan kedua kelompok IKU dengan data set yang berbeda-beda dapat 
dilihat di Tabel 4-23. Di tabel ini terlihat bahwa proporsi kausalitas positif 
terbesar terjadi di kelompok KPP di Pulau Sumatra dan Pulau Sulawesi, 
masing-masing memiliki proporsi nilai positif sebanyak 8846. Proporsi yang 
seimbang antara nilai positif dan negatif terjadi di kelompok KPP di 


Kalimantan. 


Tabel 4-23: Kausalitas IKU Penegakan hukum terhadap IKU Kepatuhan 











Level KPP Positif Negatif 
Sumatra (N-71) 880 136 
Sulawesi (N-26) 886 1346 
Nasional (N-352) 7546 25K 
KPP Non-Penentu (N-277) 756 256 
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Jawa (N-202) 756 256 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 7546 25K 
KPP Penentu (N-75) 636 3846 
Kalimantan (N-27) 5046 5046 








Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 8: 
(ii) urutan berdasarkan nilai kausalitas positif tertinggi dan 
kausalitas negatif terendah. 








Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Untuk memudahkan pemahaman, data komparasi tersebut di atas 
dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-12. Di grafik ini 
secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal kausalitas positif 
terjadi untuk kelompok KPP di Pulau Sumatra dan Sulawesi, sedangkan 


proporsi kausalitas seimbang terjadi di Pulau Kalimantan (5096). 


Grafik 4-12: Kausalitas IKU Penegakan Hukum terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-23 


Seperti yang dilakukan sebelumnya di probis Pelayanan, langkah selanjutnya 
adalah melihat tingkat signifikansi statistik dari masing-masing hasil analisis 
yang ada di subbab 4.3. Hubungan kausalitas yang signifikan antara IKU di 
probis Penegakan Hukum dan IKU Kepatuhan dari masing-masing data set 
yang memiliki nilai confidence level 9546 (a « 0,05) diindentifikasi dan 
hasilnya ditampilkan di Tabel 4-24. Data di tabel ini menunjukkan bahwa 
proporsi nilai positif signifkan terbesar terjadi ketika level analisis adalah 
kelompok KPP di Pulau Sulawesi, Bali Nusa Papua Maluku, dan level 
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nasional, masing-masing memiliki proporsi sebanyak 3396. Untuk kelompok 


KPP Non-Penentu tidak ditemukan adanya hubungan kausal yang signifikan 


baik untuk sifat positif maupun negatif, sedangkan untuk kelompok KPP di 


Pulau Kalimantan, terdapat 1 IKU yang memiliki hubungan kausal negatif 


yang signifikan. 


Tabel 4-24: Kausalitas Signifikan IKU Gakkum terhadap IKU Kepatuhan 


























Positif signifikan Negatif Signifikan 
Sulawesi (N-26) 386 06 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 38X 046 
Nasional (N-352) 3846 13X6 
KPP Penentu (N-75) 25K 046 
Jawa (N-202) 256 0x6 
Sumatra (N-71) 2546 0X6 
KPP Non-Penentu (N-277) 046 06 
Kalimantan (N-27) 046 1346 








Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 8: (ii) urutan berdasarkan 
nilai positif signifikan tertinggi dan nilai negatif signifikan terendah 





Sumber: Diolah dari Lampiran 6 s.d. Lampiran 13 


Seperti di pembahasan sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman, data 


komparasi tersebut di atas dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di 


Grafik 4-13. 
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Grafik 4-13: Kausalitas Signifikan IKU Gakkum terhadap IKU Kepatuhan 
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Di grafik ini secara mudah dapat diketahui bahwa proporsi maksimal 
kausalitas positif terjadi untuk kelompok KPP di Pulau Sulawesi, Bali Nusra 
Papua dan Maluku. Di level nasional, meski proporsi positif signifikan juga 


mencapai 38Y6, terdapat hubungan negatif signifikan sebanyak 1356. 


4.4.5 Komparasi Efektivitas IKU Pelayanan, Pengawasan, dan 
Penegakan Hukum terhadap IKU Kepatuhan 


Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di subbab 4.4.2. s.d. 4.4.4, 
terkait dengan tujuan penelitian, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan 
adalah dengan melakukan komparasi proporsi kausalitas tiga probis inti 
dalam peta strategi terhadap tingkat kepatuhan berdasarkan 8 kategori unit 
analisis yang berbeda. Hasil kompilasi dari hasil analisis sebelumnya 
ditampilkan dalam Tabel 4-25. Berdasarkan data di tabel ini, terlihat bahwa 
akumulasi nilai kausalitas terbesar antara probis Pelayanan, Pengawasan, 
dan Penegakan Hukum dengan tingkat kepatuhan terjadi untuk kelompok 


KPP di Kalimantan (23396) dan di level nasional (22576). 


Tabel 4-25: Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 
































Pelayanan Pengawasan Penegakan Akumulasi 
Hukum 

Kalimantan (N-27) 83K 10046 50x 2336 
Nasional (N-352) 10046 5096 75K 225 
Sulawesi (N-26) 50X 836 88K 22146 
Jawa (N-202) 10046 33X 756 2086 
Bali Nusa Papua Maluku 339 83Y6 75x 1926 
KPP Non-Penentu (N-277) 50X 6746 75K 1926 
KPP Penentu (N-75) 83K 176 63X 1636 
Sumatra (N-71) 33K 3346 88K 1546 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 20: (ii) urutan berdasarkan nilai 
akumulasi (positif) tertinggi 








Sumber: Diolah dari Tabel 4-19, Tabel 4-21, dan Tabel 4-23 


Untuk memudahkan analisis, data komparasi di tabel diatas dikonversi 
menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-14. Berdasarkan grafik ini, 
secara visual dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan bahwa probis 
Penegakan Hukum memiliki pengaruh yang lebih stabil dibandingkan 
dengan dua probis lainnya. Hal ini dapat dilihat secara kuantitatif, bahwa 
rentang nilai proporsi kausalitas positif untuk probis Penegakan Hukum 


relatif stabil di kisaran angka 506 s.d. 8849. Sedangkan proporsi kausalitas 


123 





positif untuk probis Pelayanan berada dalam rentang yang lebih fluktuatif di 
kisaran angka 3396 s.d. 10096. Hal yang sama juga terjadi untuk proporsi 
probis Pengawasan yang juga memiliki rentang nilai fluktuatif di kisaran 1796 


s.d. 1006. 


Grafik 4-14: Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 
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Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hubungan kausal positif yang 
ada di Tabel 4-25 yang memiliki tingkat signifikansi statistik yang ditetapkan 
(a « 0,05). Hasil indentifikasi ini selanjutnya ditampilkan di Tabel 4-26. 
Berdasarkan data di tabel ini, dapat dilihat bahwa kausalitas positif 
signifikan terbesar terjadi ketika unit analisis adalah level nasional. Di level 
ini proporsi hubungan positif signifikan mencapai 12146.88 Sedangkan 
proporsi terkecil terjadi di level KPP di Pulau Sumatra dengan nilai total 


4250. 


Tabel 4-26: Kausalitas Signifikan IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 


Pelayanan Pengawasan Penegakan Akumulasi 





Hukum 
Nasional (N-352) 6746 17X 3846 12145 





86 Angka maksimal untuk nilai ini adalah 30096. Berasal dari akumulasi nilai maksimal 1004 untuk tiga probis: 
Pelayanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. 
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KPP Penentu (N-75) 676 046 25K 926 
Jawa (N-202) 6746 OX 25K 9246 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 1746 3346 3846 8846 
Kalimantan (N-27) 67Y6 1746 046 83X 
Sulawesi (N-26) OX 33X 3846 7146 
KPP Non-Penentu (N-277) 336 33X 046 676 
Sumatra (N-71) 046 176 254 142 








Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 20 (ii) urutan berdasarkan nilai 
akumulasi (positif signifikan) tertinggi 
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Sumber: Diolah dari Tabel 4-20, Tabel 4-22, dan Tabel 4-24 


Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, untuk memudahkan analisis, data 


komparasi di tabel diatas dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di 


Grafik 4-15. Berdasarkan grafik ini, secara visual dapat diketahui bahwa 


terdapat kecenderungan bahwa probis Penegakan Hukum memiliki 


pengaruh yang lebih stabil dibandingkan dengan dua probis lainnya, kecuali 


untuk level KPP di Pulau Kalimantan dan kelompok KPP Non-Penentu—di 


dua kelompok ini signifikansi dari probis Penegakan Hukum tidak 


ditemukan. 


Grafik 4-15: Kausalitas Signifikan IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 
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Secara kuantitatif, rentang nilai proporsi kausalitas positif untuk probis 


Penegakan Hukum relatif stabil di kisaran angka 2556 s.d. 3840. Sedangkan 
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proporsi kausalitas positif untuk probis Pelayanan berada dalam rentang 
yang lebih fluktuatif di kisaran angka 1796 s.d. 6790. Hal yang sama juga 
terjadi untuk proporsi probis Pengawasan yang juga memiliki rentang nilai 
fluktuatif di kisaran 1796 s.d. 3390. Seperti halnya probis Penegakan Hukum, 
probis Pengawasan juga tidak ditemukan memiliki efek yang signifikan 
secara statistik di dua kelompok KPP: (i) KPP Penentu dan (ii) KPP di Pulau 


Jawa. 


4.4.6 Komparasi Berbasis Tindakan Buper 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya di subbab 4.3.5, kajian ini juga 
menganalisis secara simultan capaian IKU dari kelompok KPP yang memiliki 
WP yang dilakukan Pemeriksaan Buper dan kelompok KPP yang tidak 
memiliki WP yang dilakukan Buper. Berdasarkan hasil analisis yang 
ditampilkan sebelumnya di Tabel 4-15 dan Tabel 4-16, dilakukan kompilasi 
dan komparasi untuk masing-masing kelompok KPP. Hasil dari proses ini 
ditampilkan di Tabel 4-27. Seperti terlihat di tabel, hubungan kausalitas 
positif lebih banyak terjadi di kelompok KPP yang tidak dilakukan Buper, 


meskipun selisih untuk probis Penegakan Hukum relatif tidak besar (1396). 


Tabel 4-27: Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 





Pelayanan Pengawasan Penegakan Akumulasi 
Hukum 
KPP Buper (N-185) 67X 5046 75K 19246 
KPP Non-Buper (N-167) 67X 6746 88K 22146 











Sumber: Tabel 4-15 dan Tabel 4-16 


Perbandingan secara visual proporsi kausalitas positif antara dua kelompok 
KPP dapat dilihat di Grafik 4-16. Berdasarkan tampilan grafik ini bisa dilihat 
bahwa secara umum baik probis pelayanan, pengawasan, maupun 
penegakan hukum menunjukkan arah hubungan kausal dengan capaian 
tingkat kepatuhan yang relatif identik. Misalnya, probis pelayanan 
memberikan proporsi kausalitas positif yang sama di kisaran 6746, 
sedangkan probis pengawasan memberikan proporsi yang sedikit berbeda 
(50Y6 untuk kelompok KPP Buper dan 6746 untuk untuk kelompok KPP Non- 
Buper). Begitu juga dengan probis penegakan hukum, proporsi kausalitas 
positif sedikit lebih banyak terjadi di kelompok KPP Non-Buper (88”6)— 
sedangkan di kelompok KPP Buper sebesar 7556. 
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Grafik 4-16: Komparasi Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-27 


Selanjutnya, untuk mengetahui secara komparatif probis mana saja dalam 
dua kelompok KPP ini yang memang memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan, hubungan yang signifikan secara statistik diidentifikasi dan 
dikompilasi. Hasil dari proses ini ditampilkan di Tabel 4-28. Terlihat di 
dalam tabel, bahwa akumulasi kausalitas yang lebih besar ada di kelompok 
KPP Buper (7590)—kelompok KPP Non-Buper memiliki kausalitas signifikan 
sebesar 5096. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa probis Penegakan Hukum 
memiliki proporsi kausalitas positif dan signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan sebesar 2546, sedangkan untuk KPP Non-Buper, kausalitas positif 


dan signikan tidak ditemukan. 


Tabel 4-28: Kausalitas Signifikan IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 


MEN ANE Pengawasan Penegakan — Akumulasi 








Hukum 
KPP Buper (N-185) 5096 046 25K 75X 
KPP Non-Buper (N-167) 33X 1746 046 5046 











Sumber: Tabel 4-15 dan Tabel 4-16 


Visualisasi dari komparasi data di Tabel 4-28 dapat dilihat di Grafik 4-17. 
Terlihat di sini bahwa kelompok KPP Buper tidak hanya memiliki akumulasi 
kausalitas positif signikan yang lebih besar dari KPP Non-Buper, namun juga 


memiliki kausalitas positif signifikan untuk probis Penegakan Hukum. 
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Grafik 4-17: Kausalitas Signifikan IKU Probis terhadap IKU Kepatuhan 
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Sumber: Tabel 4-28 


4.4.7 Pendekatan Non-Peta: Efektivitas IKU Tiga Proses Bisnis 


terhadap IKU Penerimaan 


Analisis tambahan yang dapat dilakukan dalam bagian ini adalah melihat 
hubungan IKU yang ada di perspektif proses bisnis internal langsung dengan 
IKU Penerimaan yang ada di perspektif stakeholder. Selain dalam praktik hal 
ini sering menjadi pertanyaan, konsepsi bahwa untuk entitas sektor publik 
hubungan antara sasaran strategis dalam perspektif internal business 
process langsung menuju ke perspektif stakeholders (tanpa harus melewati 
sasaran strategi yang ada di perspektif customer) juga ditawarkan dalam 


beberapa literatur (lihat misalnya, Marr 2008). 


Rincian hasil analisis terhadap hubungan probis Pelayanan, Pengawasan, 
dan Penegakan Hukum terhadap IKU Penerimaan Pajak dapat dilihat di 


Lampiran 16 s.d. Lampiran 23. Berdasarkan data ini, langkah selanjutnya 





87 Dalam praktik sering ditemukan bahwa kantor pajak lebih menitikberatkan tindakan-tindakan yang 


memberikan efek jangka pendek berupa penerimaan pajak dibandingkan dengan upaya untuk menciptakan 


tingkat kepatuhan pajak yang berkelanjutan. 
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yang dilakukan adalah melakukan komparasi proporsi kausalitas tiga probis 
inti dalam peta strategi terhadap capaian penerimaan pajak berdasarkan 8 


kategori unit analisis yang berbeda, sebagaimana ditampilkan di Tabel 4-29. 


Tabel 4-29: Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Penerimaan 


Pelayanan Pengawasan Penegakan Akumulasi 





























Hukum 

Kalimantan (N-27) 836 67X 63Y6 2136 
KPP Penentu (N-75) 83X 676 38X 1886 
Nasional (N-352) 67X 8346 38K 18846 
KPP Non-Penentu (N-277) 6746 50x 63X 17946 
Sumatra (N-71) 5096 5096 6346 163X5 
Bali Nusa Papua Maluku (N-26) 5096 5096 6346 163X5 
Jawa (N-202) 67X 6746 25K 15846 
Sulawesi (N-26) 33X 1746 50X 10046 
Catatan: (i) total hubungan kausal yang diuji simultan - 24: (ii) urutan berdasarkan nilai 
akumulasi (positif) tertinggi 











Sumber: Diolah dari Lampiran 16 s.d. Lampiran 23. 


Selanjutnya, untuk memudahkan analisis, data komparasi di tabel diatas 


dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-18. 


Grafik 4-18: Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Penerimaan 
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Sumber: Tabel 4-29 


Berdasarkan grafik ini, secara visual dapat diketahui bahwa terdapat 
kecenderungan probis Pengawasan dan Pelayanan memiliki hubungan 


kausal positif yang lebih besar dibandingkan dengan probis Penegakan 
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Hukum dalam kaitannya dengan tingkat pencapaian penerimaan pajak. 
Berdasarkan grafik ini juga dapat diketahui bahwa secara nasional, proporsi 
terbesar hubungan positif dimiliki oleh probis Pengawasan (8396), disusul 
oleh probis Pelayanan (6790), dan probis Penegakan Hukum memiliki 


proporsi terkecil (3896). 


Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh efek dari dari ketiga probis ini 
dalam mempengaruhi tingkat capaian penerimaan pajak, dilakukan 
identifikasi signifikansi statistik. Menggunakan tingkat confidence level 


9596, hasil identifikasi ditunjukkan di Tabel 4-30. 


Tabel 4-30: Signifikansi Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Penerimaan 


Pelayanan Pengawasan Penegakan Akumulasi 


























Hukum 

Bali Nusa Papua Maluku 046 3346 OYo 339 
(N-26) 

Sumatra (N-71) 046 046 256 254 
Nasional (N-352) 046 176 046 1746 
KPP Penentu (N-75) 17x 046 096 17x 
KPP Non-Penentu (N-277) 046 176 OYo 1746 
Jawa (N-202) OX 17X 0X6 1746 
Kalimantan (N-27) 046 1746 096 17x 
Sulawesi (N-26) 046 046 1346 1346 











Sumber: Diolah dari Lampiran 16 s.d. Lampiran 23. 


Selanjutnya, untuk memudahkan analisis, data komparasi di tabel diatas 
dikonversi menjadi grafik dan hasilnya tampak di Grafik 4-19. Berdasarkan 
grafik ini, secara visual dapat diketahui bahwa capaian penerimaan pajak di 
masing-masing kategori kelompok data hanya dipengaruhi oleh satu jenis 
probis yang memiliki hubungan kausalitas positif yang signifikan. Misalnya, 
seperti terlihat di grafik, untuk level nasional, probis yang memberikan 
pengaruh positif dan signifkan terhadap capaian penerimaan pajak adalah 


probis Pengawasan. 


Terlihat secara umum probis Pengawasan memberikan efek yang lebih 
merata dibandingkan dengan probis lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa 
efek probis pengawasan terhadap capaian penerimaan tidak hanya terjadi 
untuk level nasional saja, tapi juga terjadi untuk kelompok KPP di Pulau Bali 
Nusra Papua Maluku, kelompok KPP Non-Penentu, kelompok KPP di Pulau 
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Jawa, dan di kelompok KPP di Pulau Kalimantan. Sedangkan probis 
Penegakan Hukum memberikan efek yang signifikan terhadap capaian 
penerimaan pajak untuk dua kelompok KPP: (i) Pulau Sumatra dan (ii) Pulau 
Sulawesi. Salah satu temuan yang menarik dari hasil analisis ini adalah 
ternyata yang memberikan pengaruh signifikan terhadap capaian 


penerimaan di kelompok KPP Penentu adalah probis Pelayanan. 
Grafik 4-19: Signifikansi Kausalitas IKU Probis terhadap IKU Penerimaan 
3596 
3076 
2596 


20X 


33X 
1596 : 
1096 
1796 1796 1796 1796 1796 
59 
096 


Bali Nusa Sumatra Nasional — KPP Penentu KPP Non- Jawa (N-202) Kalimantan Sulawesi 


Si 


Papua Maluku — (N-71) (N-352) (N-75) Penentu (N-27) (N-26) 
(N-26) (N-277) 
Mm Pelayanan IM Pengawasan Penegakan Hukum 


Sumber: Tabel 4-30 


4.5 Pendekatan Kualitatif: Metode AHP 


Pendekatan AHP dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua: 
“penegakan hukum seperti apakah yang paling tepat dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia?” Berdasarkan studi pustaka 
yang telah dilakukan sebelumnya di subbab 2.2.2 dan model konseptual yang 
dijelaskan sebelumnya di subbab 3.6.2, kajian ini menentukan bahwa terdapat 
empat dimensi yang relevan untuk diprioritaskan untuk meningkatkan 
efektivitas penegakan hukum di Indonesia: 
»  FEguity and fairness — similarly situated taxpayers should be taxed 
similarly: 


" Certainty — the tax rules should clearly specify how the amount of 
payment is determined, when payment of the tax should occur, and 
how payment is made, 


» Transparency and visibility — taxpayers should know that a tax exists 
and how and when it is imposed upon them and others: 
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» Minimum tax gap — structuring tax laws to minimize noncompliance 
is essential. 


Dalam pendekatan kualitatif, empat dimensi ini akan ditentukan prioritasnya 
dan selanjutnya akan ditentukan alternatif kegiatan apa yang paling penting 
untuk diutamakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di 


Indonesia. 
4.5.1 Data Kualitatif 


Data yang dianalisis untuk pendekatan ini berasal dari wawancara dan 
tanggapan atas survei yang dilakukan secara purposive sampling (lihat 
kembali subbab 3.4.2.). Secara total, terdapat 16 responden yang 
diwawancara dan disurvei. Wawancara dilakukan dalam dua tahap 
berdasarkan kelompok responden: tahap pertama untuk responden yang 
berasal dari Kanwil (n-3), dan tahap kedua untuk responden dari KPP 
(n—9).88 Secara garis besar, wawancara dilakukan untuk meminta tanggapan 
dari responden terkait hasil temuan dari pendekatan kuantitatif. Poin-poin 
penting hasil wawancara dapat dilihat di Lampiran 24. Sedangkan data hasil 
survei dari 16 responden dengan pendekatan AHP selanjutnya diolah dengan 


aplikasi Expert Choice (EC). Hasilnya dibahas lebih mendetil sebagai berikut. 
4.5.2 Pembahasan Hasil AHP 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua kelompok responden yang 
diwawancara. Tahap pertama adalah responden dari Kanwil (n-7 dari 3 
Kanwil). Hasil keluaran dari aplikasi EC dapat dilihat di Grafik 4-20. 
Berdasarkan grafik ini dapat diketahui bahwa dimensi yang paling penting 
menurut responden dari 3 Kanwil, secara berurutan, adalah certainty, eguity 
and fairness, transparency and visibility, dan paling terakhir minimum tax 
gap. Dalam alternatif tindakan atau kegiatan yang paling diprioritaskan, 
kelompok responden Kanwil memilih "meningkatkan kualitas pemeriksaan 


sebagai hal yang paling penting untuk diprioritaskan. 


88 Rincian unit kantor di mana responden berasal dapat dilihat di lampiran Surat Undangan Direktur Penegakan 
Hukum Nomor UND-710/PJ.65/2019 tanggal 25 Oktober 2019. 
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Grafik 4-20: Hasil Performance Sensitivity Level Kanwil (n-7) 


Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yang 
efektif - Kanwil (n-7) 
























































Objse Alt2o79 
90 1 
70 
.60 
50 
40 
Bin and f Certainty Transparency Minimum tax OVERALL si 
Priorities with respect to: 
Memilih penegakan hukum yang efektif - Kanwil (n-7) 
Eguity and fairness 25 “Tn 
Certainty 513 
Transparency & visibility 138 MEN 
Minimum tax gap 074 TN 


Inconsistency - 0.0039 
with 0 missing judgments. 


Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - Kanwil (n-7) 


Overall Inconsistency - .07 


Meningkatkan ACR 4 1 

Meningkatkan kualitas audit 544 Man 
Meningkatkan usul gelar sandera 065 MN 

Meningkatkan jumlah IDLP 1150 MN 


Sumber: Keluaran Expert Choice 


Selanjutnya, tahap kedua dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 
responden dari KPP (n-g dari 3 KPP). Hasil keluaran dari aplikasi EC dapat 
dilihat di Grafik 4-21. Berdasarkan grafik ini dapat diketahui bahwa dimensi 
yang paling penting menurut responden dari 3 KPP, secara berurutan, adalah 
certainty, eguity and fairness, minimum tax gap, dan paling terakhir 


transparency and visibility. 


133 





Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa terdapat konsensus antara 
responden dari Kanwil maupun responden dari KPP terkait dengan dua 
dimensi terpenting yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan 


efektivitas penegakan hukum: (i) certainty dan (ii) eguity and fairness.89 


Sementara itu, dalam alternatif tindakan atau kegiatan yang paling 
diprioritaskan, kelompok responden KPP juga menetapkan prioritas yang 
sama dengan responded dari Kanwil dan memilih “meningkatkan kualitas 


pemeriksaan' sebagai hal yang paling penting untuk diprioritaskan. 


Grafik 4-21: Hasil Performance Sensitivity Level KPP (n-9) 


Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yang 
efektif - KPP (n-9) 
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Eguity and f Certainty Transparency Minimum tax OVERALL 
Priorities with respect to: 

Memilih penegakan hukum yang efektif - KPP (n-9) 

Eguity and fairness 317 

Certainty 4 

Transparency && visibility 120  MENGGGN 

Minimum tax gap .150 MAN 


Inconsistency - 0.08 
with O missing judgments. 





89 Kedua kelompok responden hanya berbeda mengenai prioritas nomor 3 dan 4 saja. 
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Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - KPP (n-9) 


Overall Inconsistency - .09 


Meningkatkan ACR 220 “ 

Meningkatkan kualitas audit .522. NN 
Meningkatkan usul gelar sandera 073. MEN 

Meningkatkan jumlah IDLP 17 TN 


Sumber: Keluaran Expert Choice 


Selanjutnya, untuk melihat apakah hasil analisis gabungan juga 
menghasilkan informasi yang sama dengan analisis per kelompok 
responden, tanggapan dari seluruh responden (n-16) dianalisis secara 


bersamaan. Hasilnya dapat dilihat di Grafik 4-22. 


Grafik 4-22: Hasil Performance Sensitivity Final (n-16) 


Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yang 
efektif - All (n-16) 
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Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - All (n-16) 


Overall Inconsistency - .08 


Meningkatkan ACR PAM 0. 

Meningkatkan kualitas audit 541 Mw 
Meningkatkan usul gelar sandera 070: MN 

Meningkatkan jumlah IDLP 161 


Sumber: Keluaran Expert Choice 


Berdasarkan tampilan dari grafik diatas diketahui bahwa dimensi kepastian 
hukum (certainty) merupakan dimensi yang paling penting untuk 
diprioritaskan oleh kedua kelompok responden, dengan bobot 46656. 
Sedangkan tindakan yang paling penting untuk diprioritaskan dalam 
meningkatkan efektivitas penegakan hukum adalah “meningkatkan kualitas 


peneriksaan', dengan bobot 5496. 


4.6 Diskusi Hasil Analisis 
4.6.1 Hasil Pendekatan Kuantitatif 


Tujuan utama dari pendekatan kuantitatif adalah untuk mendapatkan 
jawaban atas pertanyaan apakah kebijakan penegakan hukum yang ada 
dalam peta strategi DJP sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak 
di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan di 


subbab 4.4, dapat disimpulkan lima poin penting. 


Pertama, dapat dilihat bahwa secara umum hubungan sasaran strategis yang 
ada di peta strategi memiliki hubungan yang sesuai dengan yang diharapkan. 
Hal ini dapat diindikasikan dengan proporsi hubungan kausal positif yang 
dominan untuk level nasional (6396). Bahkan, ketika unit analisis diperkecil 
menjadi kategori kelompok pulau, hasil analisis menunjukkan bahwa 
kausalitas positif masih mendominasi meskipun besarannya bervariasi dari 
5346 s.d. 6740. Hal yang menjadi pengecualian adalah untuk kelompok KPP 
di Pulau Sumatra dimana proporsi kausalitas negatif mendominasi (5646). 
Hal yang perlu menjadi catatan juga adalah ketika unit analisis dibagi 
menjadi kelompok KPP Penentu dan KPP Non-Penentu. Terlihat bahwa 
hubungan ideal kausalitas dalam peta strategi belum terjadi di kelompok 


KPP Penentu. Di kelompok KPP ini, di jumlah kausalitas mendominasi 
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(5890).99 Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa di level nasional, 
proporsi kausalitas positif signifikan mencapai proporsi tertinggi (1996) 
sedangkan proporsi terkecil ada di level KPP di Pulau Sumatra (696). Perlu 
dicatat, proporsi kausalitas negatif signifikan ditemukan di hampir semua 
kategori kelompok, dengan proporsi tertinggi ada di level kelompok KPP di 
Bali Nusa Papua Maluku (896) dan kelompok KPP Penentu (5960). 


Kedua, probis penegakan hukum secara umum memberikan efek yang 
diharapkan. Hal ini terlihat dari proporsi kausalitas positif yang 
mendominasi untuk di beberapa hasil analisis.” Di level nasional misalnya, 
proporsi kausalitas positif mencapai 75”6. Proporsi tertinggi terjadi di 
kelompok KPP di Pulau Sumatra (8846) dan yang terendah di kelompok KPP 
di Pulau Kalimantan (5096). Proporsi dominasi nilai positif juga terjadi di 
kelompok KPP Penentu (6396) dan kelompok KPP Non-Penentu (7546). 
Terkait hasil uji signifikansi hubungan, dapat disimpulkan bahwa probis 
penegakan hukum juga memberikan hasil yang sesuai dengan yang 
diharapkan, dengan beberapa catatan. Meskipun secara umum memiliki 
proporsi positif signifikan yang relatif merata (berada di kisaran 25Y6 dan 
38Y0), probis penegakan hukum sama sekali tidak memberikan efek yang 
positif untuk kelompok KPP Non-Penentu dan bahkan memberikan nilai 


negatif signikan untuk kelompok KPP di Pulau Kalimantan.?? 


Ketiga, probis penegakan hukum secara umum memiliki pengaruh yang 
relatif stabil dan merata terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini bisa 
dilihat dari komparasi yang telah dilakukan sebelumnya di subbab 4.4.5. 
Terlihat bahwa proporsi kausalitas positif untuk probis penegakan hukum 
relatif stabil di kisaran angka 5046 s.d. 8846. Hal ini tidak ditemukan untuk 
probis yang lain. Misalnya, untuk probis pelayanan, proporsi kausalitas 


positif bersifat fluktuatif di angka 3396 s.d. 10096, sedangkan untuk probis 


20 | jhat kembali Tabel 4-17 atau Grafik 4-6. 
21 |ihat kembali Tabel 4-23 atau Grafik 4-12. 
2 Lihat kembali Tabel 4-23 atau Grafik 4-13. 
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pengawasan angkanya berada di rentang 176 s.d. 10046.2 Stabilitas efek 


probis penegakan hukum juga terindikasi dari uji signifikansi statistik.?4 


Keempat, mendukung apa yang disebut sebagaimana fenomena 'spillover 
effect (lihat misalnya, Alm 201, Lederman 2010), tindakan hard enforcement 
berupa pemeriksaan Buper memberikan efek yang nyata dalam menentukan 
apakah probis penegakan hukum yang dijalankan memberikan pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini bisa 
dilihat dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya di subbab 4.4.6. 
Berdasarkan hasil analisis ini ditemukan bahwa sini bahwa kelompok KPP 
Buper tidak hanya memiliki akumulasi kausalitas positif signikan yang lebih 
besar dari KPP Non-Buper, namun juga memiliki kausalitas positif signifikan 


untuk probis Penegakan Hukum.?5 


Kelima, meskipun bukan merupakan tujuan utama dari kajian ini, poin 
penting yang perlu dicatat dari hasil analisis kuantitatif adalah pencapaian 
penerimaan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh probis pengawasan. 
Indikasi ini bisa dilihat dari hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya 
di subbab 4.4.7. Berdasarkan hasil analisis ini dapat diketahui bahwa secara 
keseluruhan probis pengawasan memberikan efek yang positif dan 
signifikan terhadap pencapaian penerimaan. Yang menarik adalah efek 
probis penegakan hukum memberikan efek yang positif dan signifikan di 
kelompok KPP di Pulau Sumatra dan kelompok KPP di Sulawesi. Hal lain 
yang juga menarik adalah untuk kelompok KPP Penentu, probis yang 


memiliki efek yang positif dan signifikan adalah probis pelayanan.” 


4.6.2 Hasil Pendekatan Kualitatif 


Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas 


pertanyaan penegakan hukum seperti apakah yang paling tepat dilakukan 


23 Lihat kembali Tabel 4-25 atau Grafik 4-14. 
“4 Lihat kembali Tabel 4-25 atau Grafik 4-15. 
”5 Lihat kembali Tabel 4-27 dan Tabel 4-28: atau Grafik 4-16 dan Grafik 4-17. 
26 Lihat kembali Tabel 4-30 atau Grafik 4-19. 
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untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil 
analisis sebagaimana telah diuraikan di subbab 4.5, dapat disimpulkan dua 


poin penting. 


Pertama, diantara empat dimensi terpilih yang dianalisis, disimpulkan 
bahwa dimensi yang paling penting dalam penegakan hukum adalah aspek 
“kepastian hukum' (certainty). Yang menarik dari poin ini adalah 
terdapatnya konsensus terkait hasil ini antara dua kelompok responden yang 
berbeda secara entitas dan urutan pengambilan data. Baik responden dari 
Kanwil maupun dari KPP menyatakan bahwa aspek kepastian hukum adalah 
aspek terpenting untuk dilakukan dalam meningkatkan efektivitas 


penegakan hukum.” 


Kedua, dari hasil pendekatan kualitatif dapat disimpulkan bahwa agar efektif 
dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, aspek yang paling penting 
untuk diprioritaskan dalam kegiatan penegakan hukum adalah 
meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.98 Kualitas pemeriksaan pajak 


secara konsensus mendapat prioritas tertinggi di dua kelompok responden. 


4.7 Kesimpulan 


Bagian ini telah membahas secara rinci hasil analisis dari dua pendekatan yang 
digunakan dalam kajian ini. Di tahap pertama, fokus analisis adalah 
pendekatan kuantitatif. Di bagian ini diuraikan secara detil data empiris yang 
diuji dengan pendekatan deskriptif maupun inferensial. Hasil dari pendekatan 
deskriptif dijabarkan di subbab 4.2. Di bagian ini, ditentukan juga kelompok 
KPP berdasarkan kontribusinya terhadap penerimaan. Selanjutnya, uji 
statistik inferensial menggunakan pendekatan SEM diuraikan di subbab 4.3. 
Di bagian ini, hasil pengujian dilakukan pada beberapa variasi kategori data, 
mulai dari data level Kanwil, level KPP secara nasional, level kelompok pulau, 
level tingkat kontribusi, dan level kelompok KPP yang memiliki WP yang 


dilakukan tindakan Buper. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dilakukan 





” Lihat kembali Grafik 4-20 dan Grafik 4-21. 
28 Lihat kembali Grafik 4-22. 
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penelaahan yang lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
spesifik, sebagaimana diuraikan di subbab 4.4. Tahap kedua dari bab ini 
membahas mengenai pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dari 
pendekatan ini dan hasil analisisnya diuraikan di subbab 4.5.1 dan 4.5.2. 
Selanjutnya pembahasan hasil kedua pendekatan ini dibahas lebih lanjut di 
subbab 4.6 untuk meringkas poin-poin penting yang muncul dari kedua 


analisis. 


Di bab selanjutnya akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan 


penelitian, dan usulan saran yang terkait dengan hasil kajian ini. 
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BAB V 
PENUTUP 


5.1 Pendahuluan 


Bab sebelumnya membahas tentang hasil analisis dan pembahasan temuan 
yang terkait dengan tujuan kajian ini. Selanjutnya bagian ini akan 
menyimpulkan apa yang telah diperoleh dari kajian ini. Bagian ini terdiri dari 


tiga bagian utama: kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 


5.2 Kesimpulan 


Kajian ini memiliki dua tujuan inti. Pertama, kajian ini berupaya untuk 
mengukur sejauhmana efektivitas dari kegiatan penegakan hukum yang 
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan 
pajak. Upaya ini berkaitan dengan pengukuran di level strategis. Atas dasar 
ini, perspektif yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam kajian ini 


adalah kerangka peta strategi DJP. 


Perspektif peta strategi dipilih karena merupakan penjabaran strategi secara 
visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan 
sebab akibat. Oleh karenanya secara konsep dapat digunakan sebagai 
parameter untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Dalam hal ini, 
sebuah kegiatan atau program dinilai efektif apabila memberikan dampak 
sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas kegiatan penegakan hukum 
diukur dan diuji secara kuantitatif dengan melihat dampaknya terhadap 


pencapaian tingkat kepatuhan. 


Untuk mengukur efektivitas kegiatan penegakan hukum terhadap tingkat 
kepatuhan pajak, kajian ini mendasarkan analisis pada data empiris capaian 
IKU dari 352 KPP seluruh Indonesia pada tahun 2018 sebagai bahan analisis 
utama. Selanjutnya, untuk memahami lebih jauh implikasi kegiatan 
penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan pajak, kajian ini membagi 
kelompok KPP yang diuji secara empiris dalam empat kategori: (i) nasional 
(data dari 352 KPP diuji secara bersamaan), (ii) berbasis tingkat kontribusi 
terhadap penerimaan (75 KPP Penentu dan 277 KPP Non-Penentu diuji secara 


terpisah), (iii) berbasis regional (kelompok KPP di masing-masing 5 pulau 
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utama diuji secara terpisah), dan (iv) berbasis tindakan penegakan hukum 
pemeriksaan Bukti Permulaan (kelompok KPP yang terdapat dan yang tidak 


terdapat WP yang dilakukan pemeriksaan Buper diuji secara terpisah). 


Hasil analisis kuantitatif terhadap data capaian IKU tahun 2018 yang diuji 
secara simultan sesuai dengan hubungan konseptual peta strategi 
menunjukkan hasil sebagai berikut: (i) secara nasional, hubungan kausalitas 
sasaran strategis dalam peta strategi DJP didominasi oleh nilai positif (6396), 
(ii) proses bisnis penegakan hukum dalam peta strategi cenderung efektif 
untuk jenis kepatuhan formal. Meski demikian, secara agregat, proses bisnis 
penegakan hukum memiliki pengaruh yang lebih stabil dan merata terhadap 


tingkat kepatuhan dibandingkan proses bisnis pelayanan dan pengawasan. 


Khusus untuk tindakan penegakan hukum hard enforcement berupa 
pemeriksaan Bukti Permulaan, diperoleh hasil sebagai berikut: (i) pada tahun 
2018 diterbitkan sebanyak 480 Laporan Bukti Permulaan dengan jumlah WP 
yang dilakukan Buper tersebar di 185 KPP, (ii) hasil analisis secara simultan 
menunjukkan bahwa di kelompok KPP yang WP-nya dilakukan Buper (N-185 
KPP), proses bisnis penegakan hukum memberikan efek yang positif dan 
signifikan (a« « 0,05) terhadap tingkat kepatuhan, (iii) sebaliknya, untuk 
kelompok KPP yang tidak terdapat WP yang dilakukan Buper (N-167 KPP), 
tidak ditemukan hubungan kausal yang positif dan signifikan antara proses 
bisnis penegakan hukum dengan tingkat kepatuhan. Berdasarkan temuan ini 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan Buper merupakan faktor 
yang menentukan efektivitas probis penegakan hukum dalam meningkatkan 
kepatuhan pajak karena terindikasi memberikan apa yang oleh literatur 


disebut sebagai “spillover effect. 


Kedua, kajian ini juga memiliki tujuan mengetahui karakteristik penegakan 
hukum seperti apa yang paling tepat dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak di Indonesia. Untuk menjawab tujuan tambahan ini, peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan kualitatif 
dapat disimpulkan dua poin penting yaitu: (i) dimensi yang paling penting 
dalam penegakan hukum adalah aspek “kepastian hukum' (certainty): dan (ii) 
agar efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, aspek yang paling 
penting untuk diprioritaskan dalam kegiatan penegakan hukum adalah 


meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
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Validitas dari pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah face value validity. Selain itu, hasil kajian ini terbatas pada data capaian 
IKU 2018. Dengan demikian, hasil analisis dan kesimpulan yang diambil 
mungkin saja berbeda apabila data capaian IKU yang menjadi acuan analisis 


berasal dari tahun yang berbeda. 


Saran 


Kajian ini berhasil menawarkan sebuah parameter yang dapat diuji secara 
empiris untuk mengukur efektivitas kegiatan penegakan hukum di Indonesia. 
Parameter yang dimaksud adalah hubungan kausalitas dalam peta strategi 
DJP yang secara konseptual diharapkan terjadi antara proses bisnis 
penegakan hukum dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karenanya, 
pihak yang berkepentingan untuk menguji sejauhmana proses bisnis yang 
dilakukan DJP efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat 
menggunakan pendekatan ini sebagai salah satu alternatif empiris. Satu hal 
penting yang perlu dilakukan jika pendekatan ini digunakan—untuk 
memperkaya dan mempertajam hasil analisis, sangat disarankan analisis 


lanjutan dengan menggunakan data dengan tahun yang beragam. 


Kajian ini menunjukkan bahwa secara umum pendekatan “one size fits all 
bukan merupakan pendekatan yang tepat di Indonesia, sehingga agar dapat 
dijalankan secara efektif, penyusunan strategi peningkatan kepatuhan harus 
memperhatikan operating contexts (misalnya faktor sosial dan ekonomi) dari 


masing-masing wilayah/kantor. 
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2 LG12a N D5  IP3b N -0.181 0.362 -0.5 0.617 negatif NS 
3 LG12a N 5D  IP4a CP -0.165 0.092 -1.79 0.073 negatif NS 
4 LG12a N 5D  IP5a CP 0.287 0.25 1.146 0.252 positif — NS 
5 LG12a N 5D IP6a CP -0.074 0.257 -0.287 0.774 negatif NS 
6 LG12a N 5D IP7a CP -0.492 0.505 -0.974 0.33 negatif NS 
7 LG12a N D5  IP7b N 0.017 0.044 0.39 0.697 positif — NS 
8 LG12a N 5D  IP8a CP 2.928 6.328 0.463 0.644 positif NS 
9 LG12a N D  IP9a N 0.059 0.325 0.181 0.857 positif — NS 
10 LG12a N D  IPOb N 0.033 0.695 0.047 0.962 positif — NS 
11 LG12a N D  IP10a CP -1.444 0.91 -1.587 0.113 negatif NS 
12 LG12a N D  IPlla N -2.568 2.385 -1.077 0.282 negatif NS 
13 LG13a N D  IP3a CP 0.677 0.831 0.815 0.415 positif — NS 
14 LG13a N D  IP3b N -0.263 1.532 -0.172 0.864 negatif NS 
15 LG13a N D  IP4a CP 0.353 0.391 0.903 0.366 positif — NS 
16 LG13a N D  IP5a CP -1.827 1.06 -1.724 0.085 negatif NS 
17 LG13a N D  IP6a CP 2.859 1.087 2.63 0.009 positif  S 

18 LG13a N 5D  IP7a CP -5.208 2.142 -2.432 0.015 negatif S 

19 LG13a N D5  IP7b N -0.024 0.186 -0.131 0.896 negatif NS 
20 LG13a N 5  IP8a CP -7.039 26.816 -0.262 0.793 negatif NS 
21 LG13a N 5D  IP9a N -1.913 1.377 -1.389 0.165 negatif NS 
22 LG13a N DS IPOb N 1.076 2.944 0.366 0.715 positif — NS 
23 LG13a N 5D  IP10a CP 1.848 3.858 1.257 0.209 positif — NS 
24 LG13a N D5  IPlla N 2.8 10.108 0.277 0.782 positif — NS 
25 LG14a CP 5D  IP3a CP -0.364 0.309 -1.177 0.239 negatif NS 
26 LG14a CP DS IP3b N -0.886 0.57 -1.555 0.12 negatif NS 
27 LG14a CP D  IP4a CP -0.104 0.145 -0.717 0.474 negatif NS 
28 LG14a CP D  IP5a CP -0.076 0.394 -0.194 0.846 negatif NS 
29 LG14a CP D  IP6a CP 0.277 0.404 0.686 0.493 positif — NS 
30 LG14a CP D  IP7a CP -0.085 0.797 -0.107 0.915 negatif NS 
31 LG14a CP D  P7bN 0.153 0.069 2.219 0.026 positif  S 

32 LG14a CP D  IP8a CP 9.578 9.973 0.96 0.337 positif — NS 
33 LG14a CP D  IP9a N 0.114 0.512 0.222 0.824 positif NS 
34 LG14a CP D  IPOb N 1.247 1.095 1.138 0.255 positif — NS 
35 LG14a CP D  IP10a CP 0.192 1.435 0.134 0.894 positif — NS 
36 LG14a CP 5D IP1la N 1.415 3.759 0.377 0.707 positif NS 
37 IP3a CP 5  C2a CP 0.003 0.216 0.012 0.99 positif NS 
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38 IP3a CP D5  C2b CP -0.845 0.246 -3.43 “tk hegatif S 
39 IP3b N 5  C2a CP -0.395 0.12 -3.279 0.001 negatif S 
40 IP4a CP 5  C2a CP 1.524 0.463 3.29 0.001 positif  S 
41 IP5a CP 5  C2a CP -0.049 0.172 -0.284 0.776 negatif NS 
42 IP6a CP 5  C2a CP -0.138 0.163 -0.845 0.398 negatif NS 
43 IP7a CP 5D  C2a CP 0.244 0.082 2.962 0.003 positif  S 
44 IP1la N 5D C2a CP -0.014 0.019 -0.777 0.437 negatif NS 
45 IP10a CP D  C2a CP -0.013 0.047 -0.285 0.776 negatif NS 
46 IP9b N D  C2a CP 0.125 0.064 1.961 0.05 positif  S 
47 IP9a N D  C2a CP 0.111 0.135 0.822 0.411 positif NS 
48 IP3a CP D  C2a CP 0.005 0.007 0.717 0.473 positif — NS 
49 IP7b N D  C2a CP 0.068 0.962 0.07 0.944 positif NS 
50 IP3b N D  C2b CP -0.118 0.138 -0.86 0.39 negatif NS 
51 IP5a CP D  C2b CP 0.973 0.197 4.951 “kt bositif  S 
52 IP4a CP D  C2b CP 0.07 0.529 0.132 0.895 positif — NS 
53 IP6a CP D  C2b CP 0.221 0.186 1.189 0.235 positif — NS 
54 IP7a CP D5  C2b CP -0.065 0.094 -0.695 0.487 negatif NS 
55 IP7b N 5D  C2b CP -4.969 1.099 -4.52 “kk  hegatif S 
56 IP8a CP D5  C2b CP 0.003 0.008 0.392 0.695 positif — NS 
57 IP9a N D5  C2b CP 0.69 0.155 4.466 "Kk positif S 
58 IP9b N D5  C2b CP 0.284 0.073 3.907 “x£ bositif  S 
59 IP10a CP 5D  C2b CP -0.036 0.054 -0.669 0.503 negatif NS 
60 IPl1a N D5  C2b CP -0.003 0.021 -0.155 0.877 negatif NS 
61 C2a CP 5  Sla CP 0.041 0.068 0.609 0.542 positif — NS 
62 C2b CP 5D  Si1b CP 0.19 0.125 1.517 0.129 positif — NS 
63 C2b CP D Sila CP 0.001 0.044 0.016 0.987 positif — NS 
64 C2a CP D  S1b CP -0.359 0.192 -1.875 0.061 negatif NS 
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Lampiran 6: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (KPP, N-352) 
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Ind. Stand. S CR. P Direction Sig. 
ariable bl timate 
aN 5 3 .04 0.44 positif NS 
N 5 01 0.87 atif NS 
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3 LGila N 5D IP4b N -0.04 0.01 -0.76 0.45 negatif NS 
4 LG1la N 5D IP5a CP 0.18 0.13 3.41 utuk positif s 

5 LG1la N 5D IP6a CP 0.07 0.21 1.26 0.21 positif NS 
6 LG1la N D IP6eb N 0.02 0.46 0.29 0.78 positif NS 
7 LG1la N 5D IP7a CP 0.03 0.19 0.60 0.55 positif NS 
8 LG1la N D 1IP7b CP -0.05 0.02 -0.87 0.38 negatif NS 
9 LG1la N D IP8a N 0.04 0.36 0.67 0.50 positif NS 
10 LG1la N D IP1Oa N -0.06 3.05 -1.17 0.24 negatif NS 
11 LG1la N D IP1Ob N 0.01 0.04 0.22 0.83 positif NS 
12 LG12a N D IP6b N -0.03 1.62 -0.48 0.63 negatif NS 
13 LG12a N D IP7a CP -0.05 0.67 -0.90 0.37 negatif NS 
14 LG12a N D IP7b CP 0.02 0.06 0.41 0.69 positif NS 
15 LG12a N D IP8a N -0.04 1.25 -0.75 0.46 negatif NS 
16 LG13a N D IP6b N 0.12 1.03 2.16 0.03 positif Ss 

17 LG13a N D IP7b CP 0.02 0.04 0.41 0.68 positif NS 
18 LG13a N D IP1Ob N 0.11 0.10 2.06 0.04 positif s 

19 LG13a N D IP1Oa N -0.04 6.78 -0.66 0.51 negatif NS 
20 LG12a N 5D IP10b N -0.05 0.15 -1.00 0.32 negatif NS 
21 LG12a N 5D IP6a CP -0.03 0.73 -0.47 0.64 negatif NS 
22 LG13a N 5D IP6a CP -0.02 0.46 -0.37 0.71 negatif NS 
23 LG13a N 5D IP7a CP 0.09 0.43 1.60 0.11 positif NS 
24 LG12a N 5D 1IP3a CP 0.02 0.82 0.32 0.75 positif NS 
25 LG13a N 5D 1IP3a CP 0.08 0.52 1.53 0.13 positif NS 
26 LG12a N 5D IP4a CP -0.01 0.17 -0.25 0.80 negatif NS 
27 LG13a N D IP4a CP 0.01 0.11 0.14 0.89 positif NS 
28 LG1i2a ND IP4b N 0.05 0.03 0.94 0.35 positif NS 
29 LG13a N D IP4b N 0.10 0.02 1.78 0.08 positif NS 
30 LG12a N D IP5a CP -0.02 0.44 -0.40 0.69 negatif NS 
31 LG13a N D IP5a CP 0.03 0.28 0.59 0.56 positif NS 
32 LG13a N D IP8a N 0.01 0.79 0.23 0.82 positif NS 
33 LG13a N D IP9a N -0.04 0.72 -0.78 0.43 negatif NS 
34 LG1la N D IP9a N 0.01 0.32 0.12 0.90 positif NS 
35 LG12a N D IP9a N -0.05 1.13 -0.93 0.35 negatif NS 
36 LG12a N D IP10a N 0.06 10.69 1.19 0.23 positif NS 
37 IP3a CP D C2a CP 0.11 0.03 2.12 0.03 positif s 

38 IP3a CP 5D C2b CP 0.15 0.03 3.03 0.00 positif s 

39 IP4a CP D C2a CP 0.22 0.12 4.40 ulik positif Ss 
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40 IP4b N D C2a CP 0.03 0.67 0.57 0.57 positif NS 
41” IP6a CP” D C2a CP -0.05 0.03  -0.98 — 0.33 negatif NS 
42 IPGb N D C2a CP 0.01 0.01 0.20 0.84 positif NS 
43 IP10a ND C2a CP -0.04 0.00 -0.70 0.48 negatif NS 
44” IP9a N D C2a CP 0.08 0.02 1.67 0.10 positif St 
45 — IPSa N D C2a CP -0.02 0.02  -0.32 0.75 negatif NS 
46 IP7b CP” D C2a CP 0.10 0.36 208 0.04 positif s 
47 IP7a CP” D C2a CP 0.13 0.03 2.68 0.01 positif s 
48  IP4a CP” D C2b CP 0.14 0.14 276 0.01 positif s 
49  IPSa CP” D C2b CP 0.17 0.05 3.31 ud positif s 
50 IP46 N D C2b CP 0.02 0.76 040 0.69 positif NS 
51 IP6a CP” D C2b CP -0.04 0.03  -0.83 0.41 negatif NS 
52  IP6b N D C2b CP -0.02 0.02  -0.49 0.63 negatif NS 
53 IP7a CP” D C2b CP 0.15 0.04 293 0.00 positif s 
54 IP7b CP” D C2b CP -0.12 0.41  -2.42 0.02 negatif s 
55  IP3a N D C2b CP 0.03 0.02 0.59 0.55 positif NS 
56 IP9a N D C2b CP 0.02 0.02 042 0.68 positif NS 
57 IP1OaN  D C2b CP 0.04 0.00 0.75 0.45 positif NS 
58  IP1O0b N” D C2b CP 0.09 0.16 1.74 0.08 positif NS 
59  IPSa CP” D C2a CP 0.06 0.05 1.26 0.21 positif NS 
60 IP10b ND C2a CP 0.15 0.14 2.97 0.00 positif s 
61 C2a CP D Sia CP 0.04 0.03 0.67 0.50 positif NS 
62 C2b CP » Sib CP -0.08 0.06 -151 0.13 negatif NS 
63 C2a CP D Sib CP -0.04 0.07 -0.78 0.43 negatif NS 
64 C2b CP D Sia CP -0.02 0.02  -0.45 0.66 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 7: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (KPP Penentu, N-75) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU 75 KPP PENENTU PENERIMAAN 2018 
N-75 




















Est. S.E. C.R. P 
1 LGlla N D IP3a CP 1.123 0.913 1.23 0.219 positif NS 
2 LGila N D IP4a CP 0.046 0.069 0.667 0.505 positif — NS 
3 LGlla N D IP4b N 0.016 0.01 1.618 0.106 positif  S 
4 Gila N D IP5Sa CP 0.911 0.401 2.271 0.023 positif  S 
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5 LGlla N D IP6a CP 0.649 0.573 1.131 0.258 positif — NS 
6 LGllaN D IP6eb N 0.47 1.341 0.35 0.726 positif — NS 
7 LGila N D IP7a CP -0.441 0.385 -1.144 0.252 negatif NS 
8 LGila N D IP7b CP -0.025 0.05 -0.51 0.61 negatif NS 
9 LGilaN D IP8a N 0.489 1.016 0.482 0.63 positif  S 
10 LGila N D IP1Oa N -18.136 10.504 -1.727 0.084 negatif S 
11 LGila N D IP1Ob N -0.04 0.063 -0.643 0.52 negatif NS 
12 LGi2a N D IP6eb N -1.074 3.921 -0.274 0.784 negatif NS 
13 LGi2a N D IP7a CP -3.252 1.127 -2.886 0.004 negatif S 
14 1G1i2a N D IP7b CP -0.15 0.146 -1.025 0.305 negatif NS 
15 LG1i2a N D IP8a N -0.872 2.972 -0.294 0.769 negatif NS 
16 LG13a N D IPeb N 5.473 2.352 2.327 0.02 positif  S 
17 1G13a N D IP7b CP 0.001 0.088 0.01 0.992 positif — NS 
18 1G13a N D IP10Ob N -0.133 0.11 -1.206 0.228 negatif NS 
19 1G13a N D IP1Oa N -8.024 18.421 -0.436 0.663 negatif NS 
20 LG1i2a N D IP1Ob N -0.138 0.184 -0.749 0.454 negatif NS 
21 LGi2a N D IP6a CP -3.19 1.677 -1.903 0.057 negatif NS 
22 LG13a N D IP6a CP -0.345 1.006 -0.343 0.732 negatif S 
23 LG13a N D IP7a CP -0.489 0.676 -0.724 0.469 negatif NS 
24 LGi2a N D IP3a CP 0.78 2.67 0.292 0.77 positif NS 
25 LG13a N D IP3a CP 3.312 1.601 2.068 0.039 positif  S 
26 LGi2a N D IP4a CP -0.262 0.201 -1.302 0.193 negatif NS 
27 LG13a N D IP4a CP 0 0.121 -0.004 0.997 negatif NS 
28 LG1i2a N D IP4b N -0.013 0.028 -0.467 0.641 negatif NS 
29 LG13a N D IP4b N -0.001 0.017 -0.037 0.97 negatif NS 
30 LG12a N D IPSa CP -0.939 1.173 -0.8 0.424 negatif NS 
31 LG13a N D IP5Sa CP -0.1 0.704 -0.142 0.887 negatif NS 
32 LG13a N D IP8a N -0.217 1.782 -0.122 0.903 negatif NS 
33 LG13a N D IP9a N -0.313 1.571 -0.199 0.842 negatif NS 
34 LGlla N D IP9a N 0.5 0.896 0.559 0.576 positif NS 
35 LG12a N D IP9a N 1.19 2.619 0.455 0.649 positif — NS 
36 LG12a N D IP1da N 20.621 30.713 0.671 0.502 positif — NS 
37 IP3a CP  D  C2a CP 0.113 0.027 4.22 “#k positif  S 
38 IP3a CP D  C2b CP 0.165 0.044 3.716 “#k positif  S 
39 IP4a CP 5D  C2a CP 0.061 0.363 0.167 0.867 positif — NS 
40 IP4b N 5D C2a CP 6.413 2.573 2.493 0.013 positif  S 
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A1 IP6a CP” D C2a CP -0.025 0.043 -0.58 0.562 negatif NS 
42 IPEb N” D  C2a CP -0.012 0.018 -0.68 0.497 negatif NS 
43 IPlda ND C2a CP -0.003 0.002 -1.361 0.174 negatif NS 
44 IP9a ND  C2a CP 0.008 0.028 0.293 0.77 positif” NS 
A5 IPBa ND  C2a CP -0.033 0.025 -1.33 0.184 negatif NS 
46 IP7b CP” D  C2a CP 0.818 0.5 1.634 0.102 positif — NS 
47 1P7a CP” D  C2a CP 0.197 0.061 3.211 0.001 positif S 

48 IP4a CP” D  C2b CP -0.935 0.604 -1.548 0.122 negatif NS 
49 IPSa CP” D  C2b CP -0.065 0.101 -0.641 0.522 negatif NS 
50 IP4b ND C2b CP 10.363 4.285 2.418 0.016 positif S 

51 IPca CP” D  C2b CP 0.054 0.071 0.764 0.445 positif — NS 
52 IPEb N” D C2b CP -0.033 0.03 -1.103 0.27 negatif NS 
53 IP7a CP” D  C2b CP 0.342 0.102 3.348 tt positif” S 

54 IP7b CP” D  C2b CP -1.401 0.833 -1.681 0.093 negatif NS 
55 IPBa ND C2b CP -0.036 0.041 -0.863 0.388 negatif NS 
56 IP9a ND C2b CP 0.01 0.047 0.212 0.832 positif — NS 
57 IPlOa ND  C2b CP 0 0.004 -0.052 0.958 negatif NS 
58 IP1Ob ND C2b CP -0.425 0.658 -0.646 0.519 negatif NS 
59 IPSa CP” D  C2a CP -0.072 0.061 -1.186 0.236 negatif NS 
60 IP1Ob ND C2a CP -0.109 0.395 -0.276 0.783 negatif NS 
61 C2a CP” D Sila CP 0.068 0.053 1.274 0.203 positif NS 
62 C2b CP  D Sib CP -0.283 0.075 -3.751 tt negatif S 

63 C2a CP” D Sib CP 0.101 0.123 0.823 0.411 positif NS 
64 C2b CP  D Sila CP -0.081 0.033 -2.492 0.013 negatif S 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 8: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (KPP Non-Penentu, N-277) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU 277 KPP NON-PENENTU PENERIMAAN TAHUN 2018 











Est. S.E. C.R. P 
1 LGlla N 5 IP3a CP -0.121 0.149 -0.813 0.416 negatif NS 
2 LGila N 5D IP4a CP -0.027 0.06 -0.455 0.649 negatif NS 
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3 LGila N D IP4b N -0.013 0.011 -1.169 0.242 negatif NS 
4 LGila N 5D IP5Sa CP 0.299 0.122 2.459 0.014 positif  S 
5 LGila N D IP6a CP 0.109 0.21 0.521 0.602 positif — NS 
6 LGila N 5D IPeEb N -0.018 0.462 -0.039 0.969 negatif NS 
7 LGila N 5D IP7a CP 0.274 0.213 1.288 0.198 positif NS 
8 LGila N D IP7b CP -0.001 0.015 -0.097 0.923 negatif NS 
9 LGila N D IP8a N 0.095 0.365 0.261 0.794 positif — NS 
10 LGila N 5D IP10a N -0.688 2.758 -0.249 0.803 negatif NS 
11 LGila N 5D IP1Ob N 0.014 0.052 0.258 0.796 positif — NS 
12 LG12a N 5D IPeEb N -0.611 1.702 -0.359 0.72 negatif NS 
13 LG12a N ni IP7a CP 0.378 0.784 0.482 0.63 positif — NS 
14 LG12a N D IP7b CP 0.064 0.054 1.181 0.237 positif NS 
15 LG122 N 5D IP8a N -0.75 1.345 -0.558 0.577 negatif NS 
16 LG13a N D IPeb N 1.239 1.11 1.117 0.264 positif NS 
17 LG13a N D IP7b CP -0.009 0.036 -0.24 0.81 negatif NS 
18 LG13a N D IP1Ob N 0.348 0.126 2.765 0.006 positif  S 
19 LG13a N D IP10a N -2.765 6.625 -0.417 0.676 negatif NS 
20 LG12a N 5D IP1Ob N -0.129 0.193 -0.668 0.504 negatif NS 
21 LG12a N 5D IP6a CP 0.852 0.773 1.101 0.271 positif NS 
22 LG13a N D IP6a CP 0.206 0.504 0.409 0.682 positif NS 
23 LG13a N D IP7a CP 1.083 0.511 2.119 0.034 positif  S 
24 LG12a N 5D IP3a CP 0.135 0.55 0.246 0.806 positif — NS 
25 LG13a N D IP3a CP 0.142 0.358 0.395 0.693 positif NS 
26 LGI2a N D IP4a CP 0.051 0.22 0.234 0.815 positif — NS 
27 LG13a N 5D IP4a CP 0.052 0.144 0.363 0.716 positif NS 
28 LG12a N D IP4b N 0.047 0.04 1.172 0.241 positif NS 
29 LG13a N 5D IP4b N 0.055 0.026 2.07 0.038 positif  S 
30 LG12a N D IPSa CP 0.146 0.449 0.326 0.744 positif — NS 
31 LG13a N 5D IPSa CP 0.39 0.293 1.334 0.182 positif — NS 
32 LG13a N 5D IP8a N 0.616 0.877 0.703 0.482 positif — NS 
33 LG13a N D IP9a N -0.551 0.805 -0.685 0.494 negatif NS 
34 LGila N 5 IP9a N -0.114 0.335 -0.34 0.734 negatif NS 
35 LG12a N ni IP9a N -1.8 1.234 -1.459 0.145 negatif NS 
36 LG12a N 5D IP10a N 11.736 10.161 1.155 0.248 positif NS 
37 IP3a CP D C2a CP -0.082 0.051 -1.609 0.108 negatif NS 
38 IP3a CP 5D C2b CP -0.108 0.047 -2.279 0.023 negatif 
39 IP4a CP 5D C2a CP 0.565 0.127 4.447 “kk positif 
40 IP4b N 2 C2a CP 0.165 0.684 0.241 0.81 positif NS 
41 IP6a CP 5D C2a CP -0.025 0.036 -0.697 0.486 negatif NS 
42 IP6Eb N 5D C2a CP 0.007 0.016 0.405 0.685 positif — NS 
43 IP10a N 5D C2a CP -0.001 0.003 -0.266 0.791 negatif NS 
44 1P9a N D C2a CP 0.043 0.023 1.892 0.058 positif NS 
45 IP8a N 5D C2a CP -0.005 0.021 -0.237 0.812 negatif NS 
46 1IP7b CP 5D C2a CP 0.749 0.513 1.46 0.144 positif NS 
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47 IP7a CP” D  C2a CP 0.042 0.035 1.181 0.238 positif — NS 
48 IP4a CP” DD  C2b CP 0.474 0.118 4.003 tk positif” S 
49 IPSa CP” DD C2b CP 0.401 0.057 6.994 "tk positif S 
50 IP4b N D  C2b CP -0.102 0.638 -0.16 0.873 negatif NS 
51 IP6a CP” D  C2b CP -0.073 0.034 -2.173 0.03 negatif S 
52 IP6b N D  C2b CP 0.005 0.015 0.324 0.746 positif NS 
53 IP7a CP” D  C2b CP 0.022 0.033 0.656 0.512 positif NS 
54 IP7b CP” DD C2b CP -0.155 0.478 -0.325 0.745 negatif NS 
55 IP8a N D  C2b CP 0.002 0.019 0.127 0.899 positif — NS 
56 IP9a N 5D  C2b CP 0.009 0.021 0.447 0.655 positif — NS 
57 IP10a ND C2b CP 0.001 0.003 0.231 0.818 positif NS 
58 IP10b N” D  C2b CP 0.305 0.133 2.285 0.022 positif  S 
59 IP5a CP D  C2a CP 0.165 0.061 2.688 0.007 positif  S 
60 IP1Ob ND C2a CP 0.449 0.143 3.135 0.002 positif  S 
61 C2a CP D Sila CP 0.02 0.032 0.643 0.52 positif NS 
62 C2b CP 5  Slb CP 0.022 0.08 0.279 0.78 positif ”— NS 
63 C2a CP 5D Slb CP -0.104 0.078 -1.329 0.184 negatif NS 
64 C2b CP D Sila CP -0.005 0.032 -0.16 0.873 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 9: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (Jawa, N-202) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU KPP DI PULAU JAWA TAHUN 2018 
N- 202 
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2 h KIS » Pt 
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No Ind. Dep Stand. S.E C.R P Direct Sig." 
ur ble bl estimat 
e 
1 LGila N D IP3a CP 0.05 0.36 0.71 0.48 positif NS 


























































































































2 LGila N —D IP4a CP -0.04 0.06 -0.61 0.54 negatif NS 
3 LGila N —D IP4b N -0.04 0.01 -0.49 0.62 negatif NS 
4 LGila N —D IP5a CP 0.16 0.19 2.24 0.03 positif Ss 

5 LGlla N —D IP6a CP 0.06 0.27 0.83 0.41 positif NS 
6 LGila N D IP6eb N -0.03 0.65 -0.47 0.64 negatif NS 
7 LGila N —D IP7a CP 0.06 0.26 0.90 0.37 positif NS 
8 LGila N —D IP7b CP -0.02 0.03 -0.26 0.79 negatif NS 
9 LGila N D IP8a N 0.09 0.46 1.29 0.20 positif NS 
10 LGila N DD IP1Oa N -0.12 4.26 -1.69 0.09 negatif NS 
11 LGila N D IP1Ob N -0.02 0.06 -0.25 0.80 negatif NS 
12 LGi2a N D IPeb N -0.08 1.96 -1.10 0.27 negatif NS 
13 LG12a N D IP7a CP -0.06 0.78 -0.85 0.40 negatif NS 
14 LGi2a N D IP7b CP -0.02 0.08 -0.25 0.81 negatif NS 
15 LGi2a N D IP8a N -0.03 1.40 -0.42 0.68 negatif NS 
16 LG13a N D IP6b N 0.22 1.32 3.22 0.00 positif Ss 

17 LG13a N D IP7b CP 0.03 0.05 0.41 0.68 positif NS 
18 LG13a N —D IP1Ob N 0.15 0.11 2.09 0.04 positif Ss 

19 LG13a N —D IP1Oa N -0.08 8.72 -1.08 0.28 negatif NS 
20 LGi2a N DD IP1Ob N -0.05 0.17 -0.68 0.50 negatif NS 
21 LGi2a N —D IP6a CP -0.03 0.82 -0.46 0.65 negatif NS 
22 LG13a N —D IP6a CP -0.07 0.56 -0.97 0.33 negatif NS 
23 LG13a N —D IP7a CP 0.18 0.53 2.53 0.01 positif Ss 

24 LGi2a N —D IP3a CP 0.02 1.08 0.31 0.75 positif NS 
25 LG13a N —D IP3a CP 0.11 0.73 1.54 0.13 positif NS 
26 LGi2a N —D IP4a CP -0.04 0.17 -0.59 0.56 negatif NS 
27 LG13a N D IP4a CP -0.02 0.12 -0.23 0.82 negatif NS 
28 LG122 N D IP4b N -0.01 0.04 -0.11 0.91 negatif NS 
29 LG13a N D IP4b N 0.06 0.03 0.90 0.37 positif NS 
30 LGi2a N D IP5Sa CP -0.05 0.58 -0.67 0.51 negatif NS 
31 LG13a N D IP5a CP 0.08 0.39 1.14 0.26 positif NS 
32 LG13a N D IP8a N 0.01 0.94 0.19 0.85 positif NS 
33 LG13a N D IP9a N -0.08 0.96 -1.14 0.26 negatif NS 
34 LGila N D IP9a N 0.01 0.47 0.09 0.93 positif NS 
35 LG1i2a N D IP9a N -0.04 1.42 -0.52 0.61 negatif NS 
36 LGi2a N —D IP1Oa N 0.08 12.93 1.08 0.28 positif NS 
37 IP3a CP 5D C2a CP 0.21 0.03 3.29 0.00 positif Ss 
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38 IP3a CP 5D C2b CP 0.28 0.04 4.43 Hi positif Ss 
39  IP4a CP” 5D C2a CP 0.27 0.19 4.27 wali positif Ss 
40 IP4b N 5D C2a CP 0.06 0.38 0.99 0.32 positif NS 
A1” IP6a CP” D C2a CP -0.03 0.04 -0.45 0.65 — negatif NS 
42 IPeb N 5D C2a CP -0.02 0.02 -0.28 0.78 negatif NS 
43  IP1Oa ND C2a CP -0.03 0.00 -0.44 0.66 — negatif NS 
44” IP9a ND C2a CP 0.05 0.02 0.84 0.40 positif” NS 
45 IP8a N D C2a CP 0.03 0.02 0.40 0.69 positif NS 
46” IP7b CP” D C2a CP 0.11 0.45 170 0.09 positif S# 
47 IP7a CP D C2a CP 0.19 0.04 3.04 0.00 positif Ss 
48 IP4a CP D C2b CP 0.20 0.22 3.21 0.00 positif Ss 
49 IPSa CP D C2b CP 0.08 0.07 1.23 0.22 positif NS 
50 IP ND C2b CP 0.02 1.01 0.31 0.76 positif” NS 
51 IP6a CP D C2b CP -0.06 0.05 -0.88 0.38 negatif NS 
52 IPeb N D C2b CP -0.06 0.02 -0.99 0.32 negatif NS 
53 IP7a CP D C2b CP 0.25 0.05 4.02 ui positif Ss 
54 IP7b CP” D C2b CP -0.10 0.51 1.68 0.09 — negatif — S5“ 
55 IP8a N D C2b CP 0.06 0.03 0.99 0.32 positif NS 
56 IP9a N 5D C2b CP -0.01 0.03 -0.11 0.91 negatif NS 
57 IPlOa ND C2b CP 0.06 0.00 0.94 0.35 positif NS 
58 IP1Ob N D C2b CP 0.10 0.23 1.52 0.13 positif NS 
59 IPSa CP 5D C2a CP 0.02 0.06 0.31 0.75 positif NS 
60 IP1Ob N 5D C2a CP 0.13 0.20 2.09 0.04 positif Ss 
61 C2a CP 5D Sla CP 0.13 0.03 1.85 0.07 positif NS 
62 C2b CP D Silb CP -0.10 0.07 1.44 — 0.15 — negatif NS 
63 C2a CP D Ss1b CP -0.16 0.08 -2.30 0.02 negatif Ss 
64 C2b CP D Sila CP -0.18 0.03 -2.49 0.01 negatif Ss 
Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS - Not-significant: "”) 


signifikan pada level P « o.10 
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Sumber: Diringkas dari output SEM 








Lampiran 10: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (Sumatra, N-71) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU KPP DI PULAU SUMATRA TAHUN 2018 
N- 





Sumber: Output SEM 











Ind. Dep. Stand. S.E. C.R. P Direction Sig.“ 
variable variable estimate 
1 LGila N 5D Ip3a CP -0.11 0.37 -0.90 0.37 negatif NS 
2 LGila N 5D IP4a CP 0.06 0.14 0.51 0.61 positif NS 
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3 LGila N D IP4b N -0.19 0.01 -1.63 0.10 negatif NS 
4 LGila N 5 IP5Sa CP 0.21 0.22 1.77 0.08 positif NS 
5 LGiIla N D IP6a CP -0.02 0.63 -0.15 0.88 negatif NS 
6 LGila N D IP6eb N -0.02 0.96 -0.13 0.90 negatif NS 
7 LGila N 5 (IP7a CP -0.19 0.35 -1.62 0.11 negatif NS 
8 LGilaN  D IP7b CP -0.14 0.03 -117 0.24 negatif NS 
9 LGila N 5 IP8a N -0.20 0.83 -1.67 0.10 negatif NS 
10 LGila N D IP1Oa N 0.25 4.54 2.11 0.04 positif s 

11 LGila N D IP1Ob N -0.24 0.10 -2.02 0.04 negatif s 

12 LG12a N D IPeb N 0.10 4.44 0.83 0.41 positif NS 
13 LG12a N D IP7a CP -0.08 1.65 -0.67 0.50 negatif NS 
14 LG12a N D IP7b CP -0.05 0.13 -0.41 0.68 negatif NS 
15 LG12a N D IPSa N -0.19 3.83 -1.60 0.11 negatif NS 
16 LG13a N D IPeb N 0.14 3.99 1.15 0.25 positif NS 
17 LG13a N D IP7b CP -0.03 0.12 -0.27 0.79 negatif NS 
18 LG13a N D IP1Ob N -0.07 0.41 -0.63 0.53 negatif NS 
19 LG13a N 5 IP1Oa N 0.14 18.98 1.18 0.24 positif NS 
20 LG12a N D5 IP1Ob N -0.02 0.46 -0.15 0.88 negatif NS 
21 LG1I2a N 5D IP6a CP -0.15 2.91 -1.22 0.22 negatif NS 
22 LG13a N 5D IP6a CP 0.09 2.62 0.79 0.43 positif NS 
23 LG13a N 5D IP7a CP -0.01 1.48 -0.09 0.93 negatif NS 
24 LG12a N 5D IP3a CP -0.10 1.71 -0.85 0.39 negatif NS 
25 LG13a N 5D IP3a CP -0.09 1.54 -0.76 0.45 negatif NS 
26 LGI2a N 5D IP4a CP 0.02 0.63 0.18 0.86 positif NS 
27 LG13a N 5D IP4a CP 0.12 0.57 1.04 0.30 positif NS 
28 LG12a N D P4 N -0.11 0.04 -0.90 0.37 negatif NS 
29 LG13a N D P4 N -0.10 0.04 -0.87 0.39 negatif NS 
30 LG12a N D IP5a CP 0.03 1.01 0.25 0.81 positif NS 
31 LG13a N D IP5a CP -0.13 0.91 -1.14 0.25 negatif NS 
32 LG13a N D IP8a N -0.04 3.45 -0.30 0.77 negatif NS 
33 LG13a N D IP9a N 0.03 2.76 0.24 0.81 positif NS 
34 LGila N D IP9a N 0.08 0.66 0.66 0.51 positif NS 
35 LG12a N D IP9a N -0.19 3.07 -1.64 0.10 negatif NS 
36 LG12a N D IP1Oa N 0.10 21.10 0.84 0.40 positif NS 
37 IP3a CP 5D C2a CP -0.03 0.08 -0.32 0.75 negatif NS 
38 IP3a CP D5 C2b CP 0.04 0.08 0.41 0.68 positif NS 
39 IP4a CP 5D C2a CP 0.06 0.21 0.54 0.59 positif NS 
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40 IP4b N 5D C2a CP -0.01 3.41 -0.06 0.95 negatif NS 
41 IP6a CP 5 C2a CP -0.16 0.05 -1.57 0.12 negatif NS 
42 IPeb N 5D C2a CP -0.23 0.03 -2.25 0.02 negatif Ss 

43 IP10a N 5D C2a CP -0.05 0.01 -0.46 0.65 negatif NS 
44 IP9a N 5D C2a CP 0.24 0.04 2.27 0.02 positif Ss 

45 IP8a N 5D C2a CP -0.15 0.03 -1.41 0.16 negatif NS 
46 1IP7b CP 5D C2a CP 0.21 1.03 2.00 0.05 positif Ss 

47 1P7a CP D C2a CP 0.17 0.08 1.59 0.11 positif NS 
48 IP4a CP D C2b CP -0.04 0.21 -0.44 0.66 negatif NS 
49 1IP5a CP D C2b CP 0.53 0.13 5.45 ski positif NS 
50 IP4b N D C2b CP -0.01 3.31 -0.07 0.94 negatif NS 
51 IP6a CP D C2b CP -0.09 0.04 -0.89 0.38 negatif NS 
52 IPeb N D C2b CP -0.04 0.03 -0.38 0.70 negatif NS 
53 IP7a CP D C2b CP 0.03 0.08 0.27 0.78 positif NS 
54 IP7b CP D C2b CP 0.07 1.00 0.75 0.45 positif NS 
55 IPsa N D C2b CP 0.05 0.03 0.47 0.64 positif NS 
56 IP9a N 5D C2b CP 0.13 0.04 1.34 0.18 positif NS 
57 IP10a N 5D C2b CP -0.07 0.01 -0.66 0.51 negatif NS 
58 IP1Ob N 5D C2b CP 0.15 0.28 1.54 0.12 positif NS 
59 IP5Sa CP 5 C2a CP 0.11 0.13 1.03 0.30 positif NS 
60 IP1Ob N 5 C2a CP 0.05 0.29 0.48 0.63 positif NS 
61 Ca CP 5D Sila CP 0.03 0.09 0.26 0.80 positif NS 
62 C2b CP D5 Sib CP -0.09 0.13 -0.72 0.47 negatif NS 
63 C2a CP D5 Sib CP -0.12 0.14 -0.99 0.32 negatif NS 
64 C2b CP 5 Sila CP 0.15 0.09 1.27 0.21 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S - significant, NS — Not-significant: "”) 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 11: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (Sulawesi, N-26) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU KPP DI PULAU SULAWESI TAHUN 2018 





YA 
24 












$ Aj) 
SD API 
KHAN 
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Sumber: Output SEM 








3 Dep. Stand. S.E. C.R. P Direct Sig.“ 
varia ble variable estimate 
1 LGilla N 5 IP3a CP 0.05 0.81 0.22 0.83 positif NS 
2 LGila N 5 IP4a CP -0.08 0.22 -0.40 0.69 negatif NS 
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3 LGila N D IP4b N -0.05 0.04 -0.29 0.78 negatif NS 
4 LGila N 5 IP5a CP -0.06 0.28 -0.29 0.77 negatif NS 
5 LGila N D IP6a CP 0.14 0.35 0.66 0.51 positif NS 
6 LGila N D IP6eb N 0.19 0.92 1.00 0.32 positif NS 
7 LGila N 5 (P7a CP -0.21 0.68 -1.11 0.27 negatif NS 
8 LGila N D IP7b CP 0.17 0.02 0.85 0.40 positif NS 
9 LGila N D5 IP8a N 0.23 1.21 1.42 0.16 positif NS 
10 LGila N D IP1Oa N 0.06 7.69 0.28 0.78 positif NS 
11 LGila N D IP1Ob N 0.15 0.08 0.72 0.47 positif NS 
12 LG12a N D IPeb N 0.22 8.12 1.10 0.27 positif NS 
13 LG12a N D IP7a CP 0.14 5.98 0.68 0.50 positif NS 
14 LG12a N D IP7b CP -0.39 0.13 -1.84 0.07 negatif NS 
15 LG12a N D5 IPSa N -0.67 10.70 -3.90 ui negatif Ss 

16 LG13a N D IPeb N -0.21 2.33 -1.10 0.27 negatif NS 
17 LG13a N D IP7b CP -0.09 0.04 -0.47 0.64 negatif NS 
18 LG13a N D IP1Ob N -0.21 0.20 -1.02 0.31 negatif NS 
19 LG13a N 5D IP1Oa N 0.24 19.47 1.13 0.26 positif NS 
20 LG12a N D5 IP1Ob N -0.12 0.69 -0.56 0.57 negatif NS 
21 LG12a N 5D IP6a CP -0.01 3.08 -0.05 0.96 negatif NS 
22 LG13a N 5D IP6a CP -0.10 0.88 -0.46 0.65 negatif NS 
23 LG13a N 5D IP7a CP 0.35 1.72 1.75 0.08 positif NS 
24 LG12a N D IP3a CP -0.19 7.18 -0.86 0.39 negatif NS 
25 LG13a N 5D IP3a CP 0.12 2.06 0.59 0.56 positif NS 
26 LGI2a2 N 5D IP4a CP 0.31 1.96 1.48 0.14 positif NS 
27 LG13a N 5D IP4a CP -0.05 0.56 -0.23 0.82 negatif NS 
28 LG12a2 N  D IP4b N 0.06 0.33 0.35 0.72 positif NS 
29 LG13a N D P4 N 0.62 0.09 3.66 babi positif Ss“ 
30 LG12a N D IP5a CP -0.01 2.45 -0.02 0.98 negatif NS 
31 LG13a N D IP5a CP 0.39 0.70 1.95 0.05 positif NS 
32 LG13a N D IP8a N -0.01 3.07 -0.05 0.96 negatif NS 
33 LG13a N D IP9a N 0.06 1.15 0.31 0.76 positif NS 
34 LGila N D IP9a N -0.18 0.46 -0.98 0.33 negatif NS 
35 LG12a N D IP9a N 0.52 4.01 2.67 0.01 positif s 

36 LG12a N D IP1Oa N 0.02 67.82 0.08 0.94 positif NS 
37 IP3a CP 5D C2a CP -0.15 0.04 -1.00 0.32 negatif NS 
38 IP3a CP 5D C2b CP -0.12 0.05 -1.00 0.32 negatif NS 
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39 IP4a CP” D C2a CP 0.07 0.15 0.48 0.64 positif” NS 
40 IP4b N 5D C2a CP -0.07 0.77  -046 0.65 negatif NS 
41 IP6a CP” D C2a CP 0.02 0.10 0.15 0.88 positif” NS 
42 IP6b N D Ca CP 0.50 0.03 3.14 0.00 positif s 

43 IPlOa ND C2a CP 0.02 0.00 0.13 0.90 positif” NS 
44 IP9a N DD C2a CP 0.02 0.07 0.13 0.90 positif” NS 
45 IP3a N D Ca CP 0.18 0.02 1.07 0.29 positif NS 
46 1P7b CP” D C2a CP 0.11 221 071 048 positif” NS 
47 IP7a CP” D C2a CP 0.35 0.05 2.26 0.02 positif s 

48 IP4a CP” D C2b CP 0.17 0.18 1.42 0.15 positif NS 
49 IPSa CP” D C2b CP 0.65 0.14 5.43 "tx positif s 

50 IP4b N D C2b CP 0.11 0.93 0.86 0.39 positif” NS 
51 IPca CP” D C2b CP 0.05 O1l1 0.43 0.67 positif” NS 
52 IP6Gb N D C2b CP 21 0.04  -174 0.08 negatif NS 
53 IP7a CP” D C2b CP -0.09 0.06  -0.79 0.43 negatif NS 
54 IP7b CP” D C2b CP 0.29 267 247 0.01 positif s 

55 IP3a N DD C2b CP 0.11 0.03 0.90 0.37 positif” NS 
56 IP9a N D C2b CP 0.26 0.08 — 211 0.04 positif s 

57 IPloa ND C2b CP -0.08 0.01  -0.65 0.52 negatif NS 
58 IP1Ob ND C2b CP -0.07 0.51  -059 0.55 negatif NS 
59 IPSa CP” D C2a CP 0.23 0.12 1.49 0.14 positif NS 
60 IP1Ob ND C2a CP -0.13 0.42  -0.83 0.41 negatif NS 
61 C2a CP 5» Sila CP -0.09 0.14  -043 0.67 negatif NS 
62 C2b CP D Sib CP 0.20 0.18 1.03 0.30 positif” NS 
63 C2a CP D Sib CP 0.15 0.29 0.75 0.45 positif NS 
64 C2b CP D Sila CP -0.20 0.09  -1.01 0.32 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S - significant, NS — Not-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 12: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (Kalimantan, N-27) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU KPP DI PULAU KALIMANTAN TAHUN 2018 





Sumber: Output SEM 





Ind. Dep. Stand. S.E. C.R. P Direction Sig." 
variable variable estimate 
1 LGila N 5 (IP3a CP 0.12 0.27 0.62 0.54 positif NS 
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2 LGllaN  D IP4a CP 0.09 0.18 0.44 0.66 positif NS 
3 LGilaN  D IP4b N 0.18 0.03 0.94 0.35 positif NS 
4 LGila N D IPSa CP 0.31 0.33 1.70 0.09 positif NS 
5 LGila N D IP6a CP 0.47 0.60 2.62 0.01 positif Ss 

6 LGilaN D IP€eb N 0.23 1.74 1.17 0.24 positif NS 
7 LGila N D IP7a CP 0.35 0.49 1.85 0.06 positif NS 
8 LGila N D IP7b CP -0.09 0.05 -0.56 0.58 negatif NS 
9 LGilaN D IP8a N 0.13 0.80 0.67 0.50 positif NS 
10 LGila N D IPlda N -0.02 18.40  -0.12 0.90 negatif NS 
11 LGilaN  D IP1Ob N 0.23 0.23 1.23 0.22 positif NS 
12 LGi2a N D IPeb N 0.11 8.81 0.58 0.56 positif NS 
13 LGi2a N  D IP7a CP 0.01 2.50 0.05 0.96 positif NS 
14 LGi2a N  D IP7b CP 0.58 0.26 3.66 Ka positif Ss 

15 LGi2a N D IPBa N 0.15 4.05 0.73 0.47 positif NS 
16 LG13a N D IP6b N -0.11 3.64 -0.55 0.59 negatif NS 
17 LG13a2 N DD IP7b CP -0.06 0.11 -0.39 0.70 negatif NS 
18 1G13a N DD IP1Ob N 0.26 0.48 1.40 0.16 positif NS 
19 LG13a N D IP1Oa N 0.11 38.38 — 0.57 0.57 positif NS 
20 LGi2a N D IP1Ob N -0.11 1.17 -0.57 0.57 negatif NS 
21 LGi2a N D IP6a CP 0.06 3.03 0.31 0.76 positif NS 
22 1G13a N D IP6a CP -0.19 1.25 -1.03 0.30 negatif NS 
23 LG13a N  D IP7a CP -0.20 1.03 -1.05 0.29 negatif NS 
24 LGi2a N D IP3a CP -0.34 1.39 -1.84 0.07 negatif NS 
25 LG13a N  D IP3a CP 0.03 0.57 0.16 0.88 positif NS 
26 LGi2a N  D IPda CP -0.14 0.91 -0.68 0.50 negatif NS 
27 LG13a N  D IP4a CP -0.13 0.37 -0.63 0.53 negatif NS 
28 1LGi2a N D IP4b N 0.25 0.13 1.32 0.19 positif NS 
29 1G13a N  D IP4b N -0.22 0.05 -1.16 0.25 negatif NS 
30 LGi2a N D IPSa CP -0.17 1.64 -0.95 0.34 negatif NS 
31 LG13a N  D IPSa CP -0.29 0.68 -1.56 0.12 negatif NS 
32 LG13a N D IP8a N 0.01 1.67 0.03 0.98 positif NS 
33 LG13a N D IP9a N 0.16 2.20 0.81 0.42 positif NS 
34 LGilaN  D IP9a N 0.25 1.06 1.31 0.19 positif NS 
35 LGi2a N D IP9a N -0.10 5.34 -0.51 0.61 negatif NS 
36 LGi2a N D IP1Oa N 0.18 93.05 0.89 0.37 positif NS 
37 IP3a CP 5 C2a CP 0.41 0.17 3.63 si positif Ss 

38 IP3a CP D Cc2b CP 0.36 0.24 2.76 0.01 positif Ss 
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39 IP4a CP 5 C2a CP 0.47 0.27 4.26 sikit positif Ss 

40 IP4b N 5 C2a CP -0.04 187  -0.35 0.72 negatif NS 
A1 IPea CP” D C2a CP 0.14 0.07 1.26 0.21 positif” NS 
42 IPeb N 5 C2a CP 0.25 0.03 2.25 0.02 positif Ss 

43 IP10a N 5 C2a CP 0.19 0.00 1.72 0.09 positif NS 
44 IP9a N 5 C2a CP -0.03 0.04 -0.27 0.79 negatif — NS 
45 IPSa N 5 C2a CP -0.04 0.06 -0.33 0.74 negatif NS 
46 IP7b CP 5 C2a CP 0.17 0.79 1.42 0.16 positif NS 
47 IP7a CP” D C2a CP 0.17 0.09 1.54 0.12 positif” NS 
48 IP4a CP 5D C2b CP 0.39 0.38 3.09 0.00 positif Ss 

49 IPSa CP” D C2b CP 0.19 0.20 1.47 0.14 positif” NS 
50 IP4b N 5D C2b CP 0.06 2.66 0.42 0.67 positif NS 
51 IP6ca CP” D C2b CP 0.04 O1l1 — 0.33 0.74 positif” NS 
52 IPeb N 5D C2b CP 0.04 0.04 0.33 0.74 positif NS 
53 IP7a CP 5D C2b CP 0.06 0.13 0.46 0.65 positif NS 
54 IP7b CP” D C2b CP -0.07 112  -0.53 0.60 negatif NS 
55 IP8a N 5 C2b CP -0.33 0.09 -2.63 0.01 negatif Ss 

56 IP9a N 5 C2b CP 0.13 0.06 1.02 0.31 positif NS 
57 IP1Oa N 5D C2b CP 0.22 0.00 1.76 0.08 positif NS 
58 IP10Ob N 5 C2b CP 0.06 0.28 0.45 0.66 positif NS 
59 IP5Sa CP 5 C2a CP 0.21 0.14 1.82 0.07 positif NS 
60 IP1Ob N 5 C2a CP 0.13 0.20 1.18 0.24 positif NS 
61 C2a CP 5 Sia CP 0.03 0.10 0.15 0.88 positif” NS 
62 C2b CP 5 Si1b CP -0.28 0.30 -1.48 0.14 negatif NS 
63 Ca CP 5 Si1b CP 0.63 0.37 3.29 0.00 positif Ss 

64 C2b CP D Sila CP -0.13 0.08  -0.56 0.58 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S - significant, NS - Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 13: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (Lainnya, N-26) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU KPP DI PULAU BALI, NUSRA & PAPUA TAHUN 2018 
N-26 





Sumber: Output SEM 











Ind. Dep. Stand. S.E. C.R. P Direction Sig.“ 
variable variable estimate 
1 LGilla N 5D Ip3a CP 0.13 0.56 0.61 0.54 positif NS 
2 LGila N 5D IP4a CP -0.09 0.21 -0.41 0.68 negatif NS 
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3 LGilaN  D IP4b N 0.12 0.04 0.67 0.50 positif NS 
4 LGila N 5 IP5a CP 0.45 0.30 2.33 0.02 positif Ss 

5  LGlla N 5 IP6a CP -0.05 0.49 -0.25 0.80 negatif NS 
6 LGila N 5 IP6eb N 0.26 1.67 1.22 0.22 positif NS 
7 LGila N 5 (P7a CP 0.08 0.90 0.36 0.72 positif NS 
8 LGila N 5 (IP7b CP -0.09 0.05 -0.42 0.68 negatif NS 
9 LGllaN D IP8a N 0.33 1.20 1.62 0.11 positif NS 
10 LGila N 5 IP1Oa N -0.20 3.20 -0.97 0.33 negatif NS 
11 LGila N D5 IP1Ob N 0.27 0.16 1.34 0.18 positif NS 
12 LG12a N D5 IP6eb N 0.11 5.92 0.56 0.58 positif NS 
13 LG12a2 N 5D IP7a CP -0.11 3.17 -0.58 0.57 negatif NS 
14 LG12a N 5D IP7b CP -0.01 0.19 -0.04 0.97 negatif NS 
15 LGi2a N D IP8a N 0.10 4.23 0.51 0.61 positif NS 
16 LG13a N D5 IP6eb N -0.03 3.98 -0.15 0.89 negatif NS 
17 LG13a N  D IP7b CP -0.17 0.13 -0.79 0.43 negatif NS 
18 1G13a N  D IP1Ob N -0.20 0.39 -1.01 0.31 negatif NS 
19 1G13a N  D IP10a N 0.24 7.61 1.17 0.24 positif NS 
20 LG12a N 5 (IP1Ob N -0.22 0.58 -1.16 0.25 negatif NS 
21 LG12a N 5 IP6a CP 0.38 1.74 2.04 0.04 positif Ss 

22 1G13a N 5 IP6a CP 0.05 1.17 0.25 0.80 positif NS 
23 LG13a N 5 (IP7a CP -0.20 2.14 -0.93 0.35 negatif NS 
24 LG12a N 5 IP3a CP 0.16 1.97 0.79 0.43 positif NS 
25 1G13a N 5 (IP3a CP -0.02 1.33 -0.11 0.92 negatif NS 
26 LG12a N 5 IP4a CP 0.09 0.74 0.46 0.65 positif NS 
27 1G13a N 5 IP4a CP 0.31 0.50 1.48 0.14 positif NS 
28 LG12a2 N  D IP4b N 0.53 0.15 3.10 0.00 positif Ss 

29 LG13a ND IP4b N 0.09 0.10 0.50 0.61 positif NS 
30 LG12a N D IP5a CP 0.28 1.06 1.55 0.12 positif NS 
31 LG13a N D IP5a CP -0.12 0.72 -0.64 0.52 negatif NS 
32 LG13a N D IPSa N -0.27 2.84 -1.31 0.19 negatif NS 
33 LG13a N D5 IP9a N 0.29 2.42 1.60 0.11 positif NS 
34 LGila N D IP9a N -0.58 1.02 -3.24 0.00 negatif Ss 

35 LG12a N D IP9a N 0.04 3.60 0.22 0.83 positif NS 
36 LGiI2a N DD IP1Oa N 0.22 1132 118 0.24 positif NS 
37 IP3a CP D C2a CP -0.15 0.09 -2.05 0.04 negatif S 

38 IP3a CP D C2b CP -0.33 0.14  -2.80 0.01 negatif S 
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39 IP4a CP 5 C2a CP 0.62 0.24 3.36 sa positif Ss 
40 IP4b N 5 C2a CP -0.09 112  -120 0.23 negatif NS 
41 IP6a CP 5 C2a CP 0.08 0.10 1.08 0.28 positif NS 
42 IPEb N 5 C2a CP -0.03 0.03  -040 0.69 negatif NS 
43 IPlda ND C2a CP -0.40 0.02 -5.23  ### negatif NS 
44 1IP9a N 5 C2a CP 0.36 0.05 4.66 sin positif Ss 
45 IPSa N 5 C2a CP 0.24 0.04 3.14 0.00 positif s 
46 IP7b CP 5D C2a CP 0.09 0.94 1.23 0.22 positif NS 
47 1P7a CP 5 C2a CP 0.08 0.06 1.03 0.30 positif NS 
48 IP4a CP 5D C2b CP 0.19 0.37 1.65 0.10 positif NS 
49 IPSa CP 5D C2b CP 0.35 0.25 2.87 0.00 positif Ss 
50 IP4b N 5D Cc2b CP -0.03 1.73 -0.26 0.80 negatif NS 
51 IP6a CP 5D C2b CP 0.19 0.16 1.59 0.11 positif NS 
52 IPeb N 5D C2b CP 0.13 0.05 1.08 0.28 positif NS 
53 IP7a CP 5D Cc2b CP -0.20 0.09 -1.71 0.09 negatif NS 
54 IP7b CP” D C2b CP 10.22 145  -187 0.06 negatif NS 
55 IP8a N 5 C2b CP 0.31 0.07 2.63 0.01 positif Ss 
56 IP9a N 5» Cc2b CP 0.06 0.07 — 0.47 0.64 positif” NS 
57 IP1Oa N 5 C2b CP -0.26 0.02 -2.19 0.03 negatif Ss 
58 IPIOb ND C2b CP -0.32 0.47  -2.63 0.01 negatif s 
59 IPSa CP 5 C2a CP 0.36 0.16 4.69 jeda positif Ss 
60 IP10Ob N 5 C2a CP 0.31 0.30 4.03 Er positif Ss 
61 Ca CP 5 Sla CP -0.10 0.07 -0.49 0.63 negatif NS 
62 C2b CP 5 Si1b CP 0.01 0.21 0.04 0.97 positif NS 
63 Ca CP 5 Si1b CP 0.32 0.21 1.61 0.11 positif NS 
64 C2b CP D Sia CP 0.26 0.07 1.28 0.20 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S - significant, NS — Not-significant: "”) 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 14: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (KPP Buper, N-185) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU 185 KPP WP BUPER 




















Estimate S.E. C.R. P 
1 LG1la N D Ip3a CP 0.392 0.41 0.954 0.34 positif NS 
2 LG1la N 5 IP4a CP -0.046 0.059 -0.782 0.434 negatif NS 
3 LG1la N D P4 N 0.002 0.004 0.6 0.549 positif NS 
4 LG1la N 5D IP5a CP 0.363 0.176 2.068 0.039 positif  S 









































































































































5 LG1ila N D IP6a CP 0.442 0.3 1.473 0.141 positif NS 
6 LG1ila N D5 IPeb N 0.139 0.725 0.191 0.848 positif NS 
7 LG1ila N 5D IP7a CP 0.173 0.264 0.657 0.511 positif NS 
8 LGila N 5D IP7b CP -0.031 0.024 -1.292 0.196 negatif NS 
9 LGila N D5 IPsa N 0.551 0.561 0.982 0.326 positif NS 
10 LG1ila N D IP10a N -0.56 3.939 -0.142 0.887 negatif NS 
11 LG1ila N 5 IP1Ob N -0.038 0.048 -0.796 0.426 negatif NS 
12 LG12a N D IP6eb N -1.244 2.047 -0.607 0.544 negatif NS 
13 LG12a N 5D IP7a CP -0.238 0.745 -0.32 0.749 negatif NS 
14 LG12a N 5D IP7b CP 0.031 0.069 0.447 0.655 positif NS 
15 LG12a N D IP3a N -0.326 1.584 -0.206 0.837 negatif NS 
16 LG13a N D5 IPeb N 4.179 1.586 2.635 0.008 positif  S 
17 LG13a N D (P7b CP 0.005 0.053 0.089 0.929 positif NS 
18 LG13a N 5D IP1Ob N -0.222 0.105 -2.107 0.035 negatif S 
19 LG13a N 5D IP1Oa N 7.827 8.615 0.909 0.364 positif NS 
20 LG12a N D5 IP1Ob N -0.088 0.136 -0.646 0.518 negatif NS 
21 LG12a N 5D IP6a CP -0.639 0.847 -0.755 0.45 negatif NS 
22 LG13a N D IP6a CP -0.852 0.656 -1.299 0.194 negatif NS 
23 LG13a N 5D IP7a CP 0.189 0.577 0.327 0.743 positif NS 
24 LG12a N D Ip3a CP 0.391 1.159 0.338 0.736 positif NS 
25 LG13a N 5D IP3a CP 1.897 0.898 2.114 0.035 positif  S 
26 LG12a N 5D IP4a CP -0.207 0.167 -1.237 0.216 negatif NS 
27 LG13a N D IP4a CP 0.173 0.13 1.332 0.183 positif NS 
28 LG12a N 5D IP4b N 0.01 0.011 0.953 0.34 positif NS 
29 LG13a N D P4 N 0.02 0.008 2.445 0.014 positif  S 
30 LG12a N 5 IP5a CP -0.147 0.496 -0.295 0.768 negatif NS 
31 LG13a N 5D IP5a CP 0.182 0.385 0.474 0.635 positif NS 
32 LG13a N 5 IPSa N 1.174 1.227 0.956 0.339 positif NS 
33 LG13a N D5 IP9a N -0.513 1.152 -0.445 0.656 negatif NS 
34 LGila N D IP9a N 0.168 0.527 0.319 0.749 positif NS 
35 LG12a N 5 IP9a N -1.676 1.487 -1.127 0.26 negatif NS 
36 LG12a N D IP10a N 15.515 11.122 1.395 0.163 positif NS 
37 IP3a CP 5D C2a CP 0.079 0.029 2.72 0.007 positif  S 
38 IP3a CP D C2b CP 0.106 0.033 3.183 0.001 positif  S 
39 IP4a CP D C2a CP 0.748 0.203 3.677 “x£ bositif  S 

40 IP4b N D C2a CP -4125 3.182 -1.29 0.195 negatif NS 
41 IP6a CP D C2a CP -0.052 0.04 -1.30 0.192 negatif NS 
42 IPeb N 5D C2a CP 0.005 0.016 0.286 0.775 positif — NS 
43 IP10a N D C2a CP 0.001 0.003 0.387 0.699 positif NS 
44 IP9a N 5D C2a CP 0.021 0.023 0.919 0.358 positif — NS 
45 IP8a N 5D C2a CP -0.008 0.022 -0.37 0.708 negatif NS 
46 IP7b CP D C2a CP 0.953 0.497 1.918 0.055 positif — NS 
47 IP7a CP D C2a CP 0.143 0.046 3.096 0.002 positif  S 

48 IP4a CP D C2b CP 0.364 0.232 1.569 0.117 positif — NS 
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49 IPSa CP D C2b CP 0.107 0.078 1.366 0.172 positif — NS 
50 IP4b N D C2b CP -2.414 3.634 -0.66 0.507 negatif NS 
51 IP6a CP D C2b CP -0.057 0.046 -1.24 0.212 negatif NS 
52 IPeb N 5D C2b CP -0.017 0.019 -0.87 0.38 negatif NS 
53 IP7a CP D C2b CP 0.147 0.053 2.794 0.005 positif  S 

54 IP7b CP D C2b CP -1.429 0.568 -2.51 0.012 negatif S 

55 IP8a N D C2b CP 0.023 0.025 0.935 0.35 positif NS 
56 IP9a N D C2b CP 0.008 0.026 0.315 0.753 positif — NS 
57 IP10a N D C2b CP 0.006 0.003 1.733 0.083 positif — NS 
58 IP1Ob N D C2b CP 0.089 0.284 0.312 0.755 positif — NS 
59 IPSa CP D C2a CP 0.056 0.068 0.817 0.414 positif — NS 
60 IP1Ob N D C2a CP 0.349 0.249 1.401 0.161 positif NS 
61 C2a CP D Sila CP 0.021 0.028 0.754 0.451 positif NS 
62 C2b CP D Sl1b CP -0.122 0.072 -1.69 0.09 negatif NS 
63 C2a CP D Ssi1b CP -0.084 0.081 -1.04 0.298 negatif NS 
64 C2b CP D Sila CP -0.037 0.025 -1.50 0.131 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 15: Hasil Analisis SEM Peta Strategi (KPP Non-Buper, N-167) 


HUBUNGAN STRUKTURAL PETA STRATEGI DJP 
BERDASARKAN CAPAIAN IKU 167 KPP WP NON-BUPER 





Sumber: Output SEM 














Estimate S.E. C.R. P 
1 LGlla N —D IP3a CP -0.097 0.188  -0.516 0.606 negatif NS 
2 LGlla N D  IP4a CP 0.014 0.08 0.169 0.866 positif NS 
3 LGilaN D IP4b N -0.017 0.018  -0.968 0.333 negatif NS 
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4 Gila N D IP5a CP 0.526 0.182 2.885 0.004 positif  S 
5  LGlla N D  IP6a CP 0.016 0.279 0.058 0.954 positif NS 
6 LGilaN D IPeEb N -0.032 0.547  -0.058 0.954 negatif NS 
7 Gila N D IP7a CP 0.075 0.28 0.269 0.788 positif NS 
8 LGlla N D IP7b CP 0.006 0.023 0.265 0.791 positif NS 
9 LGilaN D IP8a N -0.114 0.425  -0.268 0.789 negatif NS 
10 LGllaN —D IP1Oa N -6.385 4.668  -1.368 0.171 negatif NS 
11 LGilaN D IP1Ob N 0.049 0.071 0.686 0.492 positif NS 
12 LGi2a N D IPeEb N 0.926 2.821 0.328 0.743 positif NS 
13 LGi2a N D IP7a CP -1.592 1.444  -1.103 0.27 negatif NS 
14 LG1i2a N D IP7b CP -0.024 0.117  -0.204 0.838 negatif NS 
15 LG12a N D IP8a N -2.82 2.195  -1.284 0.199 negatif NS 
16 LG13a N D IPeEb N 0.841 1.246 0.675 0.5 positif NS 
17 LG13a N —D IP7b CP 0.009 0.052 0.167 0.867 positif NS 
18 LG13a N D IP1Ob N 0.692 0.161 4.292 ji positif  S 
19 LG13a N DD IP1Oa N -18.031 10.643 -1.694 0.09 negatif NS 
20 LGi2a N D IP1Ob N -0.102 0.365 -0.28 0.779 negatif NS 
21 LGi2a N D IP6a CP 1.354 1.442 0.939 0.348 positif NS 
22 LG13a N D IP6a CP 0.812 0.637 1.274 0.203 positif NS 
23 LG13a N D  IP7a CP 1.158 0.638 1.816 0.069 positif NS 
24 LGi2a N —D IP3a CP -0.097 0.971 -0.1 0.921 negatif NS 
25 LG13a N D IP3a CP -0.033 0.429  -0.078 0.938 negatif NS 
26 LGi2a N D  IP4a CP 0.486 0.414 1.174 0.24 positif NS 
27 LG13a N —D  IP4a CP -0.094 0.183  -0.517 0.605 negatif NS 
28 LGi2a N D IP4b N 0.107 0.093 1.156 0.248 positif — NS 
29 LG13a N 5 IP4b N 0.057 0.041 1.391 0.164 positif NS 
30 LGi2a N D IP5a CP -0.479 0.941  -0.509 0.611 negatif NS 
31 LG13a N D IP5a CP 0.027 0.416 0.065 0.948 positif NS 
32 LG13a N D IP8a N -0.593 0.97 -0.611 0.541 negatif NS 
33 LG13a N D IP9a N 0.169 0.763 0.221 0.825 positif NS 
34 LGilaN D IP9a N -0.267 0.335  -0.799 0.424 negatif NS 
35 LGi2a N D IP9a N 2.178 1.726 1.262 0.207 positif NS 
36 LGi2a N D IP1Oa N -2.056 24.089 -0.085 0.932 negatif NS 
37  IP3a CP 5 C2a CP -0.07 0.061 -1.148 0.251 negatif NS 
38 IP3a CP” D C2b CP -0.029 0.07 -0.412 0.68 negatif NS 
39 IP4a CP D C2a CP 0.487 0.143 3.402 Tah positif  S 
40  IP46 N D  C2a CP 0.594 0.634 0.938 0.348 positif NS 
41 IP6a CP D  C2a CP -0.016 0.041  -0.401 00.688 negatif NS 
42 IPeEb N 5D  C2a CP -0.009 0.021  -0.406 0.685 negatif NS 
43 IPloa N DD  C2a CP -0.003 0.002  -1.433 0.152 negatif NS 
44 IP9a N 5  C2a CP 0.032 0.034 0.929 0.353 positif NS 
45 IP8a N D  C2a CP 0.016 0.027 0.578 0.563 positif NS 
46 1P7b CP D C2a CP 0.675 0.51 1.323 0.186 positif NS 
47 1IP7a CP D  C2a CP 0.043 0.041 1.049 0.294 positif — NS 
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48 IP4a CP” D  C2b CP 0.457 0.164 2.782 0.005 positif  S 
49 IP5a CP D  C2b CP 0.303 0.071 4.268  "““« positif S 
50 IPM ND C2b CP 0.301 0.727 0.413 0.679 positif NS 
51 IP6a CP” D  C2b CP 0.002 0.047 0.042 0.967 positif NS 
52 IPEbb ND C2b CP 0.009 0.024 0.353 0.724 positif NS 
53 IP7a CP” D  C2b CP 0.057 0.047 1.211 0.226 positif NS 
54 IP7b CP D  C2b CP -0.268 0.585  -0.458 0.647 negatif NS 
55  IPBa ND C2b CP 0.009 0.031 0.306 0.76 positif NS 
56  IP9a ND C2b CP 0.004 0.039 0.092 0.926 positif NS 
57 IP1da ND C2b CP -0.002 0.003  -0.723 0.469 negatif NS 
58 IP1Ob ND  C2b CP 0.375 0.178 2.112 0.035 positif  S 
59 IP5a CP D  C2a CP 0.097 0.062 1.57 0.116 positif NS 
60 IP10b N 5D  C2a CP 0.425 0.155 275 0.006 positif  S 
61 C2a CP  D Sila CP 0.002 0.051 0.039 0.969 positif NS 
62 C2b CP D Sib CP -0.045 0.096  -0.468 0.64 negatif NS 
63 C2a CP  D  Sib CP -0.003 O.111  -0.026 0.979 negatif NS 
64 C2b CP  D Sia CP 0.024 0.044 0.546 0.585 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 16: Hasil Analisis IKU Probis vs. IKU Penerimaan (Nasional, N-352) 





Dep. 
variable 


Estim 


ia") 


Sig. 
x 
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S1b CP 


-0.001 
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4 IP1Ob N 5 Sla CP 0.235 0.075 3.125 0.002 positif S 
5 IP3a CP —D Sla CP -0.016 0.015 -1.073 0.283 negatif NS 
6 IP3a CP —D Slb CP 0.029 0.036 0.797 0.425 positif NS 
7 IP4a CP D5 Sla CP 0.004 0.069 0.052 0.958 positif NS 
8 IP4a CP D S1lb CP 0.196 0.165 1.189 0.235 positif NS 
9 IP4b N 5D Sla CP -0.536 0.364 -1.472 0.141 negatif NS 
10 IP4b N 5 S1lb CP 0.846 0.867 0.976 0.329 positif NS 
11 IPSa CP D Sla CP 0 0.026 -0.015 0.988 negatif NS 
12 IPSa CP D S1lb CP 0.017 0.063 0.264 0.792 positif NS 
13 IP6a CP D Sla CP 0.01 0.016 0.633 0.527 positif NS 
14 IP6a CP —D S1b CP 0.073 0.038 1.91 0.056 positif NS 
15 IP6eb N 5 Sla CP 0.002 0.007 0.274 0.784 positif NS 
16 IPEb N 5 S1b CP 0.043 0.017 2.458 0.014 positif S 
17 IP7a CP D S1b CP -0.08 0.044 -1.839 0.066 negatif — NS 
18 IP7a CP D Sla CP 0.005 0.018 0.27 0.787 positif NS 
19 IP7b CP — Slb CP -0.065 0.494 -0.132 0.895 negatif NS 
20 IP7b CP — Sla CP -0.045 0.208 -0.216 0.829 negatif NS 
21 IP8a N 5 S1lb CP 0.009 0.023 0.413 0.68 positif NS 
22 IP8a N 5D Sla CP -0.002 0.01 -0.24 0.81 negatif NS 
23 IP9a N 5 S1lb CP -0.06 0.025 -2.385 0.017 negatif S 
24 IP9a N 5 Sla CP 0.004 0.01 0.408 0.683 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 17: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (KPP Penentu, N-75) 









AN sa: 
. O 
» 
OR, -g 5 t 5 C0 
ag D RN “N 
KI - No NNN 
138 $ Ge 
X NA 
v AN x 


Ng Cg aT— 


7 M 
12 


Con «3 
Ce ON 
PAN PAN 


S 
SBN, 


AN 
SY, 


OK 
CA 
AN 


AR 
IK 


SKA 


Up ag 10 
11133 


1/4 


2 


11 


Pi 
1125 


1) 

5 KAN 

Pp (2 2 
“ TAB 11111111 Map 111441 

24444444 Kaddddiii MA 


EA, 
1) 
(14 


N 3 
Mn Teng — 
3 Z 
D2: 2D Ta A 
12 5 
Yasi 


Hu 


Uh 


Yg 
TM 
111111 


Ah 











HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP PENENTU (N-75) 
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5 IP3a CP” D Sla CP -0.046 0.015 -3.14 0.002 negatif Ss 
6 IP3a CP” —D S1b CP 0.042 0.037 1.12 0.263 positif NS 
7 IP4a CP” D Sla CP 0.646 0.216 2.996 0.003 positif S 
8 IP4a CP” D S1b CP 0.245 0.551 0.444 0.657 positif NS 
9 IP4b N D Sla CP 0.388 1.28 0.303 0.762 positif NS 
10 IP4b N D S1b CP 5.645 3.273 1.725 0.085 positif NS 
11 IPSa CP” D Sla CP -0.059 0.035 -1.676 0.094 negatif NS 
12 IP5a CP” D S1b CP O.1 0.091 1.104 0.27 positif NS 
13 IP6a CP” D Sla CP -0.004 0.021 -0.197 0.844 negatif NS 
14 IP6a CP” D S1b CP 0.061 0.055 1.109 0.268 positif NS 
15 IPeb N D Sla CP 0.001 0.01 0.126 0.9 positif NS 
16 IPeb N D S1b CP 0.012 0.025 0.467 0.641 positif NS 
17 IP7a CP” D S1b CP -0.167 0.08 -21 0.036 negatif Ss 
18 IP7a CP” D Sla CP -0.01 0.031 -0.328 0.743 negatif NS 
19 1P7b CP” D S1b CP 0.141 0.697 0.202 0.84 positif NS 
20 IP7b CP D Sla CP 0.009 0.272 0.032 0.975 positif NS 
21 IP8a N D S1b CP 0.023 0.034 0.653 0.514 positif NS 
22 IP8a N D Sla CP -0.024 0.013 -1.788 0.074 negatif NS 
23 IP9a N D S1b CP -0.06 0.037 -1.597 0.11 negatif NS 
24 IP9a N D Sla CP -0.016 0.015 -1.107 0.268 negatif NS 
Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 
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Sumber: Diringkas dari output SEM 








Lampiran 18: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Pen. (KPP Non-Penentu, N-277) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP NON-PENENTU (N-277) 

















Est. S.E. C.R. P 
1 PldaN D  Sib CP -0.002 0.004 -0.559 0.576 negatif NS 
2 IP1daN D Sila CP 0 0.002 -0.187 — 0.851 negatif NS 
3 IP10b N D  Sib CP 0.032 0.198 0.159 0.874 positif NS 
4 IP1Ob N D Sila CP 0.209 0.081 2.589 0.01 positif S 
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5 IP3a CP 5 Sla CP 0.002 0.029 0.069 0.945 positif NS 
6 IP3a CP 5 S1b CP 0.056 0.07 0.789 0.43 positif NS 
7 IP4a CP D  Sla CP -0.04 0.073 -0.552 0.581 negatif NS 
8 IP4a CP 5 Slb CP 0.192 0.179 1.071 0.284 positif NS 
9 IP4b N 5 Sla CP -0.584 0.377 -1.55 0.121 negatif NS 
10 IP4b N 5 Slb CP 0.633 0.925 0.684 0.494 positif NS 
11 IP5a CP D Sla CP -0.027 0.037 -0.749 0.454 negatif NS 
12 IP5a CP 5D S1b CP -0.044 0.09 -0.49 0.624 negatif NS 
13 IP6a CP 5 Sla CP 0.003 0.02 0.165 0.869 positif NS 
14 IP6a CP 5 S1b CP 0.07 0.05 1.394 0.163 positif NS 
15 IPeb N 5 Sla CP -0.006 0.009 -0.604 0.546 negatif NS 
16 IPEb N 5 Slb CP 0.06 0.022 2.691 0.007 positif S 
17 IP7a CP D5  Sib CP -0.051 0.052 -0.987 0.324 negatif NS 
18 IP7a CP 5 Sla CP 0.018 0.021 0.839 0.401 positif NS 
19 IP7b CP 5 S1b CP -0.597 0.704 -0.848 0.396 negatif NS 
20 IP7b CP 5 Sla CP 0.279 0.287 0.975 0.33 positif NS 
21 IP8a N 5D S1b CP 0.016 0.029 0.563 0.573 positif NS 
22 IP8a N 5D Sla CP 0.006 0.012 0.521 0.602 positif NS 
23 IP9a N 5 Slb CP -0.048 0.031 -1.563 0.118 negatif NS 
24 IP9a N 5 Sla CP 0.001 0.013 0.079 0.937 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 19: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (Jawa, N-202) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP JAWA (N-202) 














Estimate S.E. C.R. P 
1 IP1da N D S1b CP 0.001 0.003 0.379 0.704 positif NS 
2 IP1oa ND Sla CP -0.002 0.001 -1.91 0.056 negatif NS 
3 IP10b N — S1b CP 0.022 0.238 0.091 0.927 positif NS 
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4 IP1Ob ND Sla CP 0.108 0.089 1.215 0.224 positif NS 
5 IP3a CP” D Sla CP -0.044 0.016 -2.785 0.005 negatif S 
6 IP3a CP” D S1b CP 0.043 0.042 1.024 0.306 positif” NS 
7 IP4a CP” D Sla CP 0.081 0.093 0.866 0.386 positif” NS 
8 IP4a CP” D S1b CP 0.058 0.249 0.231 0.817 positif” NS 
9 IPA ND Sla CP -0.348 0.397 -214 0.032 negatif S 
10 IP4b ND S1b CP 1.245 1.057 1.178 0.239 positif NS 
11 IPsa CP” D Sla CP -0.023 0.026 -0.854 0.393 negatif NS 
12 IPsa CP” D S1b CP -0.034 0.07 -0.478 0.633 negatif NS 
13 IPsa CP” D Sla CP 0.008 0.018 0.454 0.65 positif” NS 
14 IPca CP” D S1b CP 0.105 0.048 2.167 0.03 positif” S 
15 IPbb ND Sla CP 0.005 0.008 0.617 0.537 positif” NS 
16 IPbb ND S1b CP 0.001 0.021 0.041 0.967 positif” NS 
17 IP7a CP” D S1b CP -0.15 0.056 -268 0.007 negatif S 
18 IP7a CP” D Sla CP -0.051 0.021 -2.436 0.015 negatif 
19 IP7b CP” D S1b CP -0.093 0.587 -0.158 0.874 negatif NS 
20 IP7b CP” D Sla CP -0.191 0.22 -0.866 0.386 negatif NS 
21 IP8a ND S1b CP 0.022 0.03 0.732 0.464 positif” NS 
22 IP8a ND Sla CP -0.012 0.011 -L11 0.267 negatif NS 
23 IP9a ND S1b CP -0.074 0.029 -2.521 0.012 negatif S 
24 IP9a ND Sla CP 0.002 0.011 0.163 0.87 positif” NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 20: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (Sumatra, N-71) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP KALIMANTAN (N-71) 











Estimate S.E. C.R. P 
1 IPloa N D S1b CP -0.011 0.008 -1.469 0.142 negatif NS 
2 IPlda N D Sla CP -0.006 0.005 -1.184 0.237 negatif NS 
3 IP1Ob ND S1b CP -0.552 0.355 -1.555 0.12 negatif NS 
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4 IP1Ob N D Sla CP 0.317 0.214 1.479 0.139 positif — NS 
5 IP3a CP” D Sla CP 0.031 0.059 0.535 0.593 positif — NS 
6 IP3a CP” D S1b CP 0.002 0.098 0.021 0.983 positif — NS 
7 IP4a CP” D Sla CP 0.278 0.16 1.74 0.082 positif — NS 
8 IP4a CP” D S1b CP -0.096 0.265 -0.363 0.716 negatif NS 
9 IPA ND Sla CP -1.283 2.61 -0.491 0.623 negatif NS 
10 IPAb ND S1b CP -14.232 4.327 -3.289 0.001 negatif S 
11 IPsa CP D Sla CP 0.148 0.101 1.474 0.141 positif ”— NS 
12 IPsa CP” D S1b CP -0.007 0.167 -0.042 0.967 negatif NS 
13 IP6a CP” D Sla CP 0.016 0.036 0.449 0.653 positif — NS 
14 IP6a CP” D S1b CP -0.031 0.06 -0.52 0.603 negatif NS 
15 IPbb ND Sla CP -0.021 0.024 -0.85 0.396 negatif NS 
16 IPbb ND S1b CP 0.054 0.04 1.345 0.179 positif — NS 
17 IP7a CP” D S1b CP 0.133 0.104 1.278 0.201 positif — NS 
18 IP7a CP” D Sla CP 0.17 0.063 271 0.007 positif — S 
19 1IP7b CP” D S1b CP -2.541 1.315 -1.932 0.053 negatif NS 
20 IP7b CP Sla CP 2.414 0.793 3.043 0.002 positif  S 
21 IP8a ND S1b CP 0.049 0.044 1.116 0.264 positif — NS 
22 IPBa ND Sla CP -0.034 0.026 -1.286 0.198 negatif NS 
23 IP9a ND S1b CP 0.03 0.057 0.534 0.593 positif — NS 
24 P9a ND Sla CP -0.029 0.034 -0.857 0.392 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 21: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (Sulawesi, N-26) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP SULAWESI (N-26) 








Estimate S.E. C.R. P 
1 IP10a N 5 S1b CP 0.02 0.007 2.629 0.009 positif S 
2 IP10Oa N 5 Sla CP 0.008 0.004 2.325 0.02 positif S 
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3 IP1Ob ND S1b CP 1.326 0.705 1.88 0.06 positif” NS 
4 IP1Ob ND Sla CP 0.116 0.332 0.349 0.727 positif — NS 
5 IP3a CP” D Sla CP 0.025 0.03 0.845 0.398 positif — NS 
6 IP3a CP” D S1b CP -0.052 0.063 -0.825 0.41 negatif NS 
7 IP4a CP” D Sla CP -0.315 0.132 -2.376 0.017 negatif S 
8 IPd4a CP” D S1b CP -0.073 0.282 -0.258 0.796 negatif NS 
9 IPA ND Sla CP -0.335 0.645 -0.519 0.604 negatif NS 
10 IPA ND S1b CP 1.436 1.373 1.046 0.296 positif — NS 
11 IPsa CP” D Sla CP -0.012 0.099 -0.12 0.905 negatif NS 
12 IPsa CP” D S1b CP -0.113 0.21 -0.538 0.59 negatif NS 
13 IPsa CP” D Sla CP -0.095 0.074 -1.275 0.202 negatif NS 
14 IP6a CP” D S1b CP 0.262 0.158 1.658 0.097 positif NS 
15 IPbb ND Sla CP -0.001 0.027 -0.027 0.979 negatif NS 
16 IPbb ND S1b CP -0.011 0.058 -0.194 0.846 negatif NS 
17 IP7a CP” D S1b CP 0.142 0.078 1.328 0.067 positif — NS 
18 IP7a CP” D Sla CP -0.045 0.037 -1.219 0.223 negatif NS 
19 IP7b CP” D S1b CP 7.903 3.833 2.062 0.039 positif  S 
20 IP7b CP” D Sla CP -0.357 1.802 -0.198 0.843 negatif NS 
21 IP8Ba ND S1b CP -0.007 0.037 -0.178 0.859 negatif NS 
22 IP8Ba ND Sla CP 0.007 0.017 0.384 0.701 positif — NS 
23 IP9a ND S1b CP 0.19 0.105 1.8 0.072 positif — NS 
24 IP9a ND Sla CP -0.083 0.05 -1.67 0.095 negatif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 22: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (Kalimantan, N-27) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP KALIMANTAN (N-27) 














Estimate S.E. C.R. P 
1 IPloa N D S1b CP 0.005 0.008 0.57 0.569 positif NS 
2 IPlda N D Sla CP 0.004 0.003 1.464 0.143 positif NS 
3 IP1Ob N — S1b CP 0.054 0.415 0.129 0.897 positif NS 
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4 IP1Ob N D Sla CP 0.003 0.141 0.022 0.982 positif NS 
5 IP3a CP 'D Sla CP 0.105 0.191 0.549 0.583 positif NS 
6 IP3a CP D S1lb CP 1.031 0.563 1.833 0.067 positif NS 
7 IP4a CP D Sla CP -0.105 0.204 -0.516 0.606 negatif NS 
8 IP4a CP” D S1b CP 0.904 0.601 1.503 0.133 positif NS 
9 IP4b N 5D Sla CP 1.768 1.686 1.049 0.294 positif NS 
10 IP4b N D S1b CP 5.262 4.963 1.06 0.289 positif NS 
11 IP5a CP D Sla CP -0.124 0.107 -1.157 0.247 negatif NS 
12 IP5a CP D S1b CP -0.007 0.315 -0.024 0.981 negatif NS 
13 IP6a CP —D Sla CP 0.025 0.062 0.395 0.693 positif NS 
14 IP6a CP D S1b CP 0.215 0.183 1.179 0.239 positif NS 
15 IPeb N 5D Sla CP 0.001 0.023 0.028 0.978 positif NS 
16 IPEb N 5D S1b CP 0.294 0.068 4.343 “tk positif Ss 
17 IP7a CP D S1b CP 0.017 0.197 0.087 0.931 positif NS 
18 IP7a CP D Sla CP -0.054 0.067 -0.81 0.418 negatif NS 
19 IP7b CP — S1b CP -2.042 1.947 -1.049 0.294 negatif NS 
20 IP7b CP — Sla CP 0.256 0.662 0.387 0.699 positif NS 
21 IP8a N D S1b CP 0.141 0.142 0.993 0.321 positif NS 
22 IP8a N 5D Sla CP -0.026 0.048 -0.529 0.597 negatif NS 
23 IP9a N D S1b CP 0.039 0.094 0.414 0.679 positif NS 
24 IP9a N D Sla CP 0.041 0.032 1.267 0.205 positif NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 


signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 23: Hasil Analisis IKU Probis vs IKU Penerimaan (Lainnya, N-26) 
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HUBUNGAN STRUKTURAL IKU PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
DENGAN IKU PERSPEKTIF STAKEHOLDER - LEVEL KPP BALI NUSA PAMA (N-26) 











Estimate S.E. C.R. P 
1 IP10a N D S1b CP 0.07 0.033 2.101 0.036 positif Ss 
2 IP10Oa N 5D Sla CP -0.01 0.018 -0.572 0.568 negatif NS 
3 IP1Ob ND S1b CP 0.223 0.506 0.441 0.659 positif NS 
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4 IP1Ob ND Sila CP 0.361 0.274 1.32 0.187 positif — NS 
5 IP3a CP” D Sia CP 0.014 0.096 0.147 0.883 positif — NS 
6 IP3a CP” D  Sib CP -0.091 0.178 -0.511 0.61 negatif NS 
7 IP4a CP” 9D  Sla CP 0.098 0.228 0.43 0.667 positif — NS 
8 IP4a CP” D  Sib CP -0.822 0.422 -1.951 0.051 negatif NS 
9 IPA ND Sia CP -1.03 0.802 -1.284 0.199 negatif NS 
10 IP ND  Sib CP 2.284 1.483 1.541 0.123 positif — NS 
11 IPSa CP” D Sia CP -0.034 0.118 -0.291 0.771 negatif NS 
12 IPsa CP” 9D  Sib CP 1.14 0.219 5.211 rt positif” S 

13 IP6a CP” D Sia CP 0.082 0.076 1.088 0.277 positif — NS 
14 IPsa CP” D  Sib CP -0.279 0.14 -1.994 0.046 negatif S 

15 IPbb N” D Sila CP -0.015 0.031 -0.465 0.642 negatif NS 
16 IPbb N” D  Sib CP 0.26 0.058 4.483 wkt positif” S 

17 IP7a CP” D  Sib CP -0.024 0.095 -0.257 0.797 negatif NS 
18 IP7a CP D Sia CP 0.053 0.051 1.035 0.3 positif — NS 
19 1IP7b CP” D Sib CP 2.263 1.288 1.756 0.079 positif — NS 
20 IP7b CP” D Sia CP -0.175 0.697 -0.252 0.801 negatif NS 
21 IP8Ba N  D  Sib CP -0.221 0.072 -3.089 0.002 negatif S 

22 IPBa N ” D Sila CP 0.05 0.039 1.298 0.194 positif — NS 
23 IP9Ja N ” D  Sib CP 0.086 0.081 1.057 0.29 positif NS 
24 IP9a ND Sila CP 0.001 0.044 0.022 0.982 positif — NS 





Keterangan: “) signifikan pada level P « 0.05, S-significant, NS-Non-significant: "") 
signifikan pada level P « 0.10 


Sumber: Diringkas dari output SEM 
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Lampiran 24: Hasil Wawancara/Diskusi Terpumpun (FGD), n-15 


























No Poin Hasil Diskusi Asal Isu yang terkait 
Responden 

1 Model validity diragukan karena sifat IKU Pratama IKU 
yang berubah-ubah setiap tahun. Model 
seharusnya bisa digunakan untuk 
memprediksi kejadian di masa datang dan 
membuat WP yang tidak patuh menjadi 
patuh. 

2 Di Madya dengan kepatuhan »9096, IDLP Madya IKU tidak bisa 
malah membuat WP resisten dengan fiskus. diterapkan di 
Oleh karena itu variabel IKU IDLP menjadi semua kondisi (no 
tidak valid di Madya. Variabel yang bisa policy fit for all) 
meningkatkan kepatuhan adalah analisis 
risiko. 

3 Mengapa STP tidak dimasukkan ke dalam Pratama IKU 
variabel penegakan hukum padahal secara 
substantif masuk kategori gakkum 

4  SE-15 dan aturan turunannya membatasi Pratama Regulasi internal 
pengajuan pemeriksaan khusus oleh terlalu 
waskon. Karena ada batasan nilai potensi membatasi 
sebesar 500juta untuk badan dan 250juta 
Untuk OP. Aturan ini cukup menghambat di 
KPP kecil. 

5 IKU ACR sudah tidak ada dan tidak cocok Kanwil Bias 
dijadikan variabel atau alternatif karena penghitungan 
penghitungan yang bias. Sebaiknya variabel ACR 
yang digunakan adalah IKU penyelesaian 
pemeriksaan LHP konversi. 

6 Sebelum tahun 2019 pemeriksaan data Kanwil Kualitas data 
konkret yang dilakukan AR malah input 
meningkatkan nilai ACR. Namun ada isu pemeriksaan 
kualitas, wp yang diajukan data konkret khusus 
adalah wp yang tidak jelas (identitas, 
tempat usaha, kolektabilitas, dll) 

7 IKU SKP yang tidak diajukan keberatan Kanwil IKU 


belum tentu murni karena WP tidak ada 
dispute. Selain itu bisa saja terjadi IKU 
gaming, FPP hanya mencari case dengan 
risiko rendah agar tidak diajukan keberatan. 


Sehingga variabel dalam model bisa terjadi 
bias. 
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8 Penyampaian IDLP lagi-lagi berpotensi IKU Kanwil Kualitas IDLP dari 
gaming. Karena pada kenyataannya kualitas KPP 
IDLP masih sangat buruk. 

9 Kegiatan penyidikan masih terkait dengan Kanwil Sinergitas dengan 
penegak hukum eksternal, di mana Pihak Eksternal 
pengetahuan pihak-pihak tersebut tentang 
filosofi pajak dan perpajakan pada 
umumnya belum mumpuni. Sehingga DJP 
sering kalah karena perbedaan tafsir antara 
DJP dengan pihak eksternal. 

10 Bukper berhasil untuk ukuran IKU namun Kanwil Pelaku fraud & 
secara substansi gagal, karena tidak mampu avoidance skala 
menangkap pemain besar (mafia) besar tidak 

tertangkap 

11 Penegakan hukum pelaku ekonomi digital Kanwil Gakkum terhadap 
masih sulit dilakukan karena belum ada bentuk-bentuk 
model yang tepat usaha baru 

12 IDLP mandiri lebih banyak dilakukan oleh Kanwil Kualitas IDLP 
kanwil. Rata-rata IDLP dari KPP masih buruk. 

IDLP WP dengan potensi case pidana atau 
diajukan bukper rata-rata tidak dilakukan 
KPP. 
13 Militansi FPP rendah Kanwil Kualitas SDM 
Pemeriksa 

14 Kekalahan DJP dalam kasus kpp gresik Kanwil Kepastian hukum 
berpotensi terulang di daerah lain 

15 WP yang sedang dilakukan penegakan Kanwil Gangguan 
hukum memiliki backing politik/petinggi eksternal (politis) 
aparat sehingga aktivitas gakkum terhambat 

16 Kepercayaan WP terhadap FPP rendah, Kanwil Kualitas SDM 
karena ketidaksamaan persepsi FPP atau Pemeriksa 
kesalahan penerapan penghitungan pajak 

17 Pemeriksaan masih terbatas pada fungsi Kanwil Proses bisnis 
pelayanan saja. pemeriksaan 

pajak 

18 Kekhawatiran KPP ketika WP terlalu di- Pratama Perilaku WP, 
enforce akan pindah ke kpp lain yang kualitas 
enforcement-nya lebih longgar. Kasus ini pengawasan KPP 
spesial pada WP importir 

19 Terlalu mudahnya pendaftaran WP dan Pratama Proses bisnis 
sistem yang tidak mampu memasukkan pendaftaran tidak 
semua nama penanggung pajak berbasis NIK 
menyebabkan kesulitan tracing beneficial 
owner 

20 Susah melakukan penegakan hukum Pratama Perilaku WP 


terhadap WP yang melakukan transaksi 
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bisnisnya dengan uang tunai. Karena tidak 
ada pencatatan yang bisa menjadi bukti 





21 Susah melakukan pemeriksaan pada WP Kanwil Kualitas SDM, 
dengan potensi besar namun tidak ber- Sinergi internal 
NPWP. Seksi ekstensifikasi terhambat 
banyak hal dalam mendaftarkan WP 
tersebut. Dampaknya pemeriksaan hanya 
berputar di WP-WP yang sama. 





22 Blokir rekening sangat efektif dan Pratama Blokir rekening 
memberikan efek jera. Masalahnya juru sita 
masih harus menebar jaring ke bank-bank 
untuk mengetahui rekening WP. Ini yang 
membuat tidak efektif, membuat waktu 





lama. 
23 Sita dokumen tidak bisa dilakukan, aturan Pratama Proses bisnis 
hanya membatasi pemeriksa untuk pemeriksaan 


meminjam dokumen. Hal ini memunculkan 
risiko pengubahan/penghilangan barang 





bukti oleh WP. 
24 Pemeriksaan sebaiknya tidak berjarak Kanwil Proses bisnis 
terlalu lama dari akhir tahun pajak. Apabila pemeriksaan 


terlalu lama akan timbul isu kolektabilitas 
utang pajak. 





25 Penegakan hukum akan efektif apabila WP Kanwil Pengetahuan WP, 
juga punya pengetahuan yang sama tentang proses bisnis 
perpajakan (termasuk hak dan kewajiban pemeriksaan 


sebagai WP). Dan harus ada batasan 
maksimal pemeriksaan untuk satu WP 





26 Pengenalan lapangan secara mendalam Kanwil Kompetensi SDM 
akan meningkatkan efektivitas 








27 Strategi pemeriksaan sebaiknya ditujukan Kanwil Strategi 
ke OP. WP Badan bisa rugi tapi OP jarang pemeriksaan 
sekali mengalami kerugian 

28 Aturan pemeriksaan hanya satu tahun pajak Kanwil Proses bisnis 
sebaiknya dicabut, juga pemeriksa harusnya pemeriksaan 


dibuka kewenangan untuk memeriksa WP 
cabang/di lokasi lain. 





29 Pemeriksaan bersifat sektoral dan Kanwil Strategi 
dipublikasikan setiap tahun sektor-sektor pemeriksaan 
mana saja yang menjadi sasaran 
pemeriksaan. 





30 Metode naming & shaming tepat digunakan Kanwil Strategi 
asal didukung oleh dasar hukum yang kuat pemeriksaan 
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31 Pengawasan WP paska diperiksa harus lebih Kanwil Strategi 
ditingkatkan, karena ada indikasi WP pengawasan, 
setelah diperiksa kepatuhannya menurun. Perilaku WP 

32 Kepala kantor sebaiknya turun langsung ke Kanwil Proses bisnis 
lapangan secara berkala untuk ikut dalam pemeriksaan 
pemeriksaan lapangan. Hal ini bermanfaat 
untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan 
memastikan FPP melakukan semua 
prosedur dengan benar 

33 Publikasi tindakan penegakan hukum sangat Kanwil Publikasi gakkum 
bagus apabila dilakukan, karena akan 
menciptakan efek jera. Kalau bisa lakukan 
penegakan hukum tertentu setiap tahunnya 
dalam skala nasional. 

34 Kantor pusat sebaiknya memberikan Kanwil Kepastian hukum 


pemahaman pada penegak hukum eksternal 
tentang aturan dan filosofi pajak. 
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